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PRAKATA 
 

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas 

limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku "Pengantar Ekonomi 

Pembangunan: Strategi Menuju Negara Berkembang " ini dapat diselesaikan 

dengan baik. Buku ini dirancang untuk memberikan wawasan dasar mengenai 

konsep, teori, dan tantangan dalam ekonomi pembangunan, baik dalam 

konteks global maupun nasional. 

Ekonomi pembangunan merupakan cabang ilmu ekonomi yang 

mempelajari upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat, terutama di negara 

berkembang, melalui pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan 

cakupan yang luas, buku ini menghadirkan pembahasan mulai dari hakikat 

manusia dalam pembangunan hingga isu-isu global, konsep dasar ekonomi 

pembangunan, hingga faktor-faktor penentu, hambatan, dan prasyarat 

pembangunan. 

Buku ini terdiri dari sembilan bab yang disusun secara sistematis untuk 

memudahkan pembaca memahami kompleksitas ekonomi pembangunan. 

Setiap bab dirancang untuk menjawab berbagai pertanyaan fundamental, 

seperti apa karakteristik pembangunan, apa saja tantangan yang dihadapi oleh 

negara berkembang, bagaimana struktur ekonomi memengaruhi 

pertumbuhan, dan bagaimana pendapatan nasional menjadi indikator penting 

keberhasilan pembangunan. 

Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena 

itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para 

pembaca untuk penyempurnaan edisi berikutnya. Akhir kata, kami 

mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan 

dukungan dan masukan dalam proses penulisan buku ini. Semoga buku ini 

bermanfaat bagi mahasiswa, dosen, peneliti, dan siapa saja yang tertarik 

mendalami ekonomi pembangunan. 

 

 

Penulis 
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BAB 1 HAKIKAT MANUSIA 
DAN KARAKTERISTIK 
PEMBANGUNAN 

 

 

 

 

A. PENDAHULUAN 

Pembangunan, dalam konteks apa pun baik sosial, ekonomi, atau politik 

pada intinya adalah usaha manusia untuk meningkatkan kualitas hidupnya. 

Hakekat manusia sebagai makhluk sosial dan rasional berperan fundamental 

dalam menentukan arah dan capaian dari pembangunan itu sendiri. Dalam 

filsafat dan ilmu sosial, manusia sering digambarkan sebagai makhluk yang 

memiliki kesadaran diri, kemampuan berpikir, berkomunikasi, serta hidup 

berdampingan dengan sesama. Kemampuan ini menjadikan manusia tidak 

hanya sebagai objek pembangunan, tetapi juga subjek utama yang mendesain, 

menjalankan, dan mengevaluasi proses pembangunan. Pembangunan telah 

menjadi salah satu konsep kunci dalam wacana modern, terutama sejak era 

pasca-perang dunia kedua yang ditandai dengan upaya global untuk mengatasi 

kemiskinan dan kesenjangan ekonomi.  

Pembangunan manusia tidak hanya melibatkan dimensi fisik dan material, 

tetapi juga menyangkut dimensi mental, moral, dan spiritual. Dalam berbagai 

kajian pembangunan, perhatian terhadap kualitas sumber daya manusia 

dianggap sebagai faktor kunci keberhasilan pembangunan berkelanjutan. 

Konsep pembangunan yang hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi 

terbukti tidak cukup dalam menjawab kompleksitas tantangan global, seperti 

kemiskinan, ketimpangan, dan degradasi lingkungan. Oleh karena itu, 

pendekatan pembangunan yang berpusat pada manusia (human-centered 

development) semakin relevan dalam menciptakan perubahan yang lebih adil 

dan inklusif. Melalui paradigma ini, pembangunan bukan hanya soal 

akumulasi kapital atau kemajuan teknologi, melainkan transformasi sosial 
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yang mempromosikan hak asasi manusia, keadilan sosial, dan penghormatan 

terhadap martabat manusia. Tulisan ini akan mengkaji keterkaitan antara 

pembangunan dan manusia dengan pendekatan holistik, mengupas peran 

sentral manusia dalam proses pembangunan, serta tantangan yang dihadapi 

dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi 

seluruh lapisan masyarakat. Namun, di balik narasi pertumbuhan ekonomi, 

pembangunan sejati harus dilihat sebagai suatu proses yang lebih mendasar, 

yang tidak hanya berhubungan dengan materi tetapi juga dengan 

perkembangan manusia secara keseluruhan. Hal ini mengarah pada 

pertanyaan mendasar: Apa hakekat manusia dalam konteks pembangunan? 

Manusia pada hakekatnya merupakan makhluq yang diciptakan dengan 

tujuan hidup yang lebih tinggi. Dalam kontek hubungan spriritual dengan 

Tuhan,  manusia diciptakan untuk beribadah, untuk taat dan menjaga apa yang 

diberikanNYA . Perspektif ini mengedepankan dimensi spiritual dan etika, 

menggarisbawahi peran manusia dalam menjalankan amanah dan 

mengembangkan potensi yang diberikan oleh Tuhan. Dari sisi filosofis, 

hakekat manusia dilihat dari eksistensialisme dan humanisme. Manusia, 

sebagai makhluk multidimensi, memiliki kompleksitas yang tidak dapat 

disederhanakan. Secara filosofis, manusia dipandang sebagai entitas yang 

memiliki kesadaran diri, kebebasan berkehendak, dan kemampuan untuk 

memaknai eksistensinya (Hardiman, 2023). Sementara itu, dari sudut pandang 

antropologis, manusia adalah makhluk sosial-budaya yang senantiasa 

berinteraksi dengan lingkungannya dan menciptakan sistem nilai serta norma 

dalam kehidupan bermasyarakat (Koentjaraningrat, 2020). Adapun hakikat 

manusia, menurut (Arifin, 2021) mencakup aspek fisik, mental, spiritual, dan 

sosial yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Manusia dipandang 

sebagai makhluk yang memiliki potensi untuk berkembang, beradaptasi, dan 

mentransformasi lingkungannya. Pemahaman holistik ini menjadi dasar 

dalam merumuskan pendekatan pembangunan yang tidak hanya berfokus 

pada aspek ekonomi, tetapi juga memperhatikan dimensi sosial, budaya, dan 

lingkungan (Praseto & Suryono, 2022). 

Manusia sebagai makhluk sosial dapat dilihat dari interaksi sosial dan 

budaya yang membentuk identitas dan perilaku individu. Sedangkan daeri 

perspektif ekonomi, hakekat manusia berkaitan dengan peran manusia sebagai 

pelaku maupun agen dalam ekonomi yaitu produksi, konsumsi maupun 

inovasi. Pandangan hakekat manusi dalam hal ini memberikan gambaran 
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tentang bagaimana manusia berkontribusi dalam perekonomian dan 

pembangunan serta bagaimana perkembangan ekonomi tersebut dapat 

mempengaruhi kualitas hidup manusia. Manusia, sebagai makhluk sosial dan 

ekonomi, memiliki peran sentral dalam proses pembangunan. Pembangunan 

sering kali dipahami sebagai proses ekonomi dan sosial yang bertujuan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Namun, untuk 

memahami sepenuhnya bagaimana pembangunan mempengaruhi masyarakat, 

penting untuk mempertimbangkan hakikat manusia sebagai elemen sentral 

dalam proses tersebut. Hakikat manusia tidak hanya meliputi aspek biologis 

dan psikologis tetapi juga sosial dan filosofis yang mendasari interaksi 

manusia dalam konteks pembangunan. Kebutuhan dan aspirasi manusia 

menjadi landasan utama dalam merumuskan tujuan dan strategi 

pembangunan. Menurut Sen (1999), pembangunan harus dipahami sebagai 

proses perluasan kebebasan nyata yang dinikmati oleh setiap individu. 

Kebebasan ini mencakup akses terhadap pendidikan, kesehatan, partisipasi 

politik, dan kesempatan ekonomi yang setara.  

Karakteristik pembangunan yang berlandaskan pemahaman mendalam 

tentang hakikat manusia cenderung bersifat inklusif, partisipatif, dan 

berkelanjutan. Menurut studi yang dilakukan oleh Widodo, Utami, & Pratiwi, 

(2023) pembangunan yang efektif harus mampu mengakomodasi keragaman 

aspirasi dan kebutuhan manusia, sambil tetap menjaga keseimbangan dengan 

daya dukung lingkungan. Hal ini menekankan pentingnya pendekatan bottom-

up dalam perencanaan dan implementasi program pembangunan, di mana 

masyarakat dilibatkan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan. 

Karakterikstik pembangunan yang berpusat pada manusia harus memenuhi 

aspek keadilan dan pemerataan (Sari & Rahman, 2024). Hal ini menunjukkan 

bahwa proses pembangunan tidak hanya ditujukan untuk mencapai 

pertumbuhan ekonomi semata, tetapi tetapi juga harus mampu meningkatkan 

kualitas hidup seluruh lapisan masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan 

konsep pembangunan berkelanjutan yang menekankan keseimbangan antara 

kemajuan ekonomi, keadilan sosial, dan pelestarian lingkungan. 

Menurut Hidayat, (2022). pembangunan di era kontemporer harus mampu 

merespon tantangan global seperti perubahan iklim, migrasi, dan ketimpangan 

antar negara, sambil tetap mempertahankan identitas dan nilai-nilai lokal. Hal 

ini menuntut adanya kerangka pembangunan yang fleksibel dan adaptif, yang 

mampu mengintegrasikan perspektif global dengan kearifan lokal dalam 
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mewujudkan kesejahteraan manusia secara menyeluruh. Karateristik 

pembangunan yang berpusat pada manusia dalam konteks global yang 

ditandai oleh interconnectedness dan interdependensi, pemahaman tentang 

hakikat manusia dan karakteristik pembangunan juga perlu 

mempertimbangkan dimensi transnasional.  

Manusia, sebagai makhluk yang kompleks dan multidimensi, memiliki 

peran sentral dalam proses pembangunan. Hakekat manusia dalam 

pembangunan tidak dapat dilepaskan dari dua dimensi penting, yaitu dimensi 

individual dan dimensi kolektif. Secara individual, manusia memiliki 

keinginan untuk mencapai kesejahteraan, kebahagiaan, dan pemenuhan 

potensi dirinya. Di sisi lain, sebagai makhluk sosial, manusia memiliki 

tanggung jawab untuk berkontribusi pada kesejahteraan kolektif, yang dalam 

konteks pembangunan tercermin dalam partisipasi aktif dalam berbagai aspek 

sosial dan politik. 

Penting untuk memahami bahwa pembangunan yang berpusat pada 

manusia tidak hanya mengacu pada peningkatan ekonomi atau infrastruktur, 

tetapi juga mencakup pembangunan karakter, budaya, dan tatanan sosial yang 

mendukung kesejahteraan holistik. Sejalan dengan itu, teori pembangunan 

berkelanjutan menekankan bahwa pembangunan yang berfokus pada 

pemenuhan kebutuhan generasi saat ini harus seimbang dengan kepedulian 

terhadap keberlangsungan generasi mendatang. Dalam paradigma 

pembangunan modern, manusia bukan hanya penerima manfaat, tetapi juga 

aktor utama dalam membentuk kebijakan dan strategi pembangunan. Oleh 

karena itu, proses pembangunan harus menghormati harkat dan martabat 

manusia, serta mengakui keberagaman nilai, budaya, dan aspirasi yang ada 

dalam masyarakat. Dengan demikian, pembangunan yang berkelanjutan dan 

berkeadilan harus selalu menempatkan manusia di pusatnya, baik sebagai 

subjek maupun tujuan akhir. Pandangan ini menekankan bahwa tanpa 

memahami hakekat manusia yang kompleks dan beragam, pembangunan akan 

kehilangan arah dan maknanya. 

Pemahaman mendalam tentang hakikat manusia menjadi kunci dalam 

merancang dan melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. 

Buku ini mengeksplorasi keterkaitan antara esensi kemanusiaan dan 

karakteristik pembangunan yang ideal untuk mencapai kesejahteraan 

bersama. 
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B. HAKEKAT MANUSIA DALAM KONTEK PEMBANGUNAN  

Secara filosofis, manusia dipandang sebagai makhluk rasional dan moral 

yang memiliki kemampuan untuk berpikir, memilih, dan bertindak secara 

otonom. Pembangunan yang berfokus pada manusia (human-centered 

development) menekankan pentingnya kebebasan individu dan kolektif 

sebagai landasan bagi pembangunan yang berkelanjutan. Dari sudut pandang 

sosiologis, manusia tidak dapat dilepaskan dari struktur sosial yang 

melingkupinya. Pembangunan, dalam hal ini, adalah proses yang melibatkan 

interaksi antara individu, kelompok, dan lembaga. Struktur sosial memberikan 

kerangka bagi perilaku manusia, tetapi pada saat yang sama, manusia 

memiliki potensi untuk mengubah struktur tersebut melalui tindakan kolektif 

dan inovasi sosial. Karl Marx, misalnya, mengajukan konsep bahwa 

pembangunan harus mencakup perubahan dalam relasi sosial, terutama dalam 

konteks produksi dan distribusi sumber daya. Dalam masyarakat modern, 

pembangunan tidak boleh hanya dilihat sebagai upaya teknokratis yang 

mengabaikan kesenjangan sosial dan ketidakadilan struktural. 

Manusia memiliki kemampuan untuk menjadi agen perubahan, baik 

melalui inovasi teknologi, budaya, maupun politik. Dalam konteks 

pembangunan, manusia harus ditempatkan sebagai pelaku utama yang 

mendorong perubahan sosial. Teori modern tentang pembangunan manusia 

menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam semua tingkatan proses 

pembangunan, dari perencanaan hingga implementasi. Partisipasi ini tidak 

hanya meningkatkan kualitas keputusan yang diambil, tetapi juga memperkuat 

rasa kepemilikan dan tanggung jawab masyarakat terhadap hasil 

pembangunan. Sebagai agen perubahan, manusia juga dituntut untuk memiliki 

kesadaran ekologis, etika sosial, dan komitmen terhadap keberlanjutan. 

Pembangunan yang tidak memperhitungkan dampak lingkungan dan 

keseimbangan alam justru akan merusak basis kehidupan manusia itu sendiri. 

Oleh karena itu, konsep pembangunan berkelanjutan menjadi sangat relevan 

dalam konteks modern, di mana manusia harus mempertimbangkan 

kelangsungan hidup generasi mendatang. 

Hakekat manusia dalam pembangunan terletak pada kapasitasnya untuk 

berpikir kritis, bertindak secara moral, dan menciptakan perubahan sosial 

yang lebih baik. Pembangunan yang memanusiakan manusia adalah 

pembangunan yang tidak hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi, tetapi 

juga memberikan ruang bagi perkembangan spiritual, intelektual, dan sosial 
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manusia. Pendekatan ini menegaskan bahwa manusia bukan hanya sasaran 

pembangunan, melainkan juga subjek aktif yang menentukan arah dan tujuan 

pembangunan itu sendiri. Pada akhirnya, pembangunan yang sejati adalah 

pembangunan yang memuliakan manusia dan memastikan bahwa setiap 

individu memiliki kesempatan untuk berkembang dan berpartisipasi dalam 

menentukan nasibnya. 

Menurut Amartya Sen, (2019), pembangunan harus dilihat sebagai upaya 

memperluas kebebasan substantif yang dimiliki manusia. Kebebasan ini 

meliputi hak untuk mengembangkan potensi diri, terlibat dalam keputusan 

yang memengaruhi hidupnya, serta menikmati hasil pembangunan secara adil. 

Filosofi ini berpijak pada pandangan bahwa manusia bukanlah objek 

pembangunan, melainkan subjek utama. Dengan kata lain, tujuan akhir 

pembangunan adalah pengembangan manusia itu sendiri, bukan sekadar 

peningkatan produk domestik bruto (PDB) atau pertumbuhan ekonomi yang 

berbasis pada eksploitasi sumber daya. 

Manusia dalam pembangunan merupakan aspek yang fundamental, 

manusia merupakan aktor utama dalam pembangunan ekonomi sebuah 

negara. Selain itu, manusia dalam pembangunan menjadi fokus utama dalam 

upaya peningkatan kualitas hidupnya. Konsep pembangunan telah mengalami 

evolusi yang signifikan. Dari yang semula berfokus pada pertumbuhan 

ekonomi semata, kini pembangunan dipandang sebagai proses multidimensi 

yang mencakup aspek sosial, budaya, dan lingkungan (Suryono & Trilaksono, 

2022). Dalam konteks ini, pemahaman mendalam tentang hakikat manusia 

menjadi krusial untuk memastikan bahwa proses pembangunan sejalan 

dengan kebutuhan dan potensi manusia sebagai subjek sekaligus objek 

pembangunan. Sebagai objek, manusia menjadi sasaran atau target dari proses 

pembangunan, di mana berbagai program dan kebijakan dirancang untuk 

meningkatkan kualitas hidup mereka. Di sisi lain, sebagai subjek, manusia 

adalah pelaku aktif yang merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi proses 

pembangunan itu sendiri. Dualitas peran ini mencerminkan kompleksitas 

hubungan antara manusia dan pembangunan, yang pada akhirnya bermuara 

pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia sebagai tujuan utama. 

Kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang dibutuhkan untuk 

kepentingan manusia. Dalam hierarki Maslow kebutuhan dasar manusia 

diklasifikasikan menjadi kebutuhan fisiologis, keamanan, sosial, 

penghargaan, dan aktualisasi diri yang lebih abstrak. Hierarki ini sering 
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digambarkan sebagai piramida dengan lima tingkatan (lihat gambar 1). 

Penelitian terbaru oleh Koltko-Rivera, (2006) menambahkan tingkat keenam, 

yaitu transendensi diri, yang mencerminkan kebutuhan untuk terhubung 

dengan sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri. Kebutuhan dasar manusia 

dari berbagai hal tersebut menjadikan roda gerak pembangunan. Kebutuhan 

manusia secara fisiologi berhubungan dengan pangan, sandang dan papan, 

sedangkan untuk keamanan kebutuhan manusia meliputi pengakuan hak dan 

kewajiban serta jaminan keamanan. Pada kebutuhan sosial manusia manusia 

cenderung ingin berpartisipasi dan bersosial dengan manusia lainnya. Adapun 

kebutuhan yang menyangkut prestasi atau penghargaan manusis cenderung 

ingin di puji dan dihargai. Adapun kebutuhan aktualisasi terkait dengan 

pengakuan terhadap pendapat oranglain dan penyesuaian diri terhadap situasi. 

 
Gambar 1.1 Hierarki Maslow 

Sumber : (https://brandadventureindonesia.com) dalam (Asrori, 2020) 

Pemenuhan kebutuhan dasar ini dalam konteks pembangunan menjadi 

tolok ukur keberhasilan pembangunan itu sendiri. Sebagai objek 

pembangunan, manusia diharapkan dapat menikmati peningkatan akses 

terhadap pangan, air bersih, kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan yang layak. 

Namun, pendekatan yang melihat manusia semata-mata sebagai objek 

cenderung menghasilkan pembangunan yang top-down dan kurang 

memperhatikan aspirasi masyarakat. Sebaliknya, ketika manusia diposisikan 

sebagai subjek pembangunan, mereka diberdayakan untuk berpartisipasi aktif 

dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. 

Pendekatan ini, yang sering disebut sebagai pembangunan partisipatif, 

memungkinkan masyarakat untuk mengidentifikasi kebutuhan mereka sendiri 
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dan merumuskan solusi yang sesuai dengan konteks lokal. Hal ini tidak hanya 

meningkatkan efektivitas program pembangunan tetapi juga memperkuat rasa 

kepemilikan dan keberlanjutan inisiatif pembangunan dalam jangka panjang. 

Manusia sebagai objek pembangunan dapat dilihat pada program 

transmigrasi di Indonesia pada era Orde Baru. Masyarakat dipindahkan dari 

daerah padat penduduk ke daerah yang dianggap kurang berkembang dengan 

tujuan pemerataan pembangunan. Meskipun program ini berhasil dalam 

beberapa aspek, kritik muncul karena kurangnya pertimbangan terhadap 

aspirasi dan kebutuhan spesifik masyarakat yang dipindahkan. Di sisi lain, 

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang 

diluncurkan pada tahun 2007 merupakan contoh pendekatan yang 

memposisikan manusia sebagai subjek pembangunan. Program ini 

memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk merencanakan dan 

melaksanakan proyek pembangunan sesuai dengan kebutuhan mereka, 

sehingga lebih efektif dalam mengatasi masalah kemiskinan dan 

pengangguran.  

Manusia sebagai subyek pembangunan yaitu menempatkan manusia 

sebagai individu utama atau dengan kata lain dalam pembangunan manusia 

sebagai aktor utama dalam prosesnya, terdapat partisipasi individu dalam 

kegiatan suatu negara. Indiviru tidak hanya menerima program-program dari 

pemerintah akan tetapi juga ikut serta dalam program tersebut. Contoh 

manusia sebagai subyek pembangunan adalah: 

1. Partisipasi dalam perencanaan kota 

Partisipasi secara konsep menempatkan individu tidak hanya sebagai 

penerima manfaat akan tetapi juga pelaku dalam proses pembangunan 

tersebut. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan bisa dilakukan 

dalam beberapa hal baik bersifat semu (pseudo participation) maupun 

bersifat otentik. (Santoso & Moenek, 2018, Wirawan, Mardiyono, & 

Nurpratiwi, 2016). Menurut Bintoro, (1995) pembangunan merupakan 

siklus yang dimulai dari penusunan rencanan sampai evaluasi pelaksanaan 

rencana (lihat gambar 2) dimana kesemuanya itu menempatkan manusia 

sebagai subyek dalam pembangunan. 
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Gambar 1.2. Proses pembangunan (Bintoro, 1995) 

2. Pendidikan Kewirausahaan 

Integrasi pendidikan kewirausahaan dalam kurikulum perguruan tinggi 

telah mendorong mahasiswa untuk menjadi subjek pembangunan 

ekonomi. Para mahasiswa tidak hanya dipersiapkan untuk mencari 

pekerjaan, tetapi juga untuk menciptakan lapangan kerja melalui start-up 

dan usaha kreatif yang mereka rintis (Sumarmo, Sari, & Hikmah, 2020).  

3. Gerakan Lingkungan Berbasis Komunitas 

Inisiatif yang dimulai dari level grassroots ini telah berkembang menjadi 

gerakan yang lebih luas dan mempengaruhi kebijakan pemerintah daerah 

terkait pengelolaan sampah. gerakan ini menggambarkan adanya 

keterlibatan manusia dalam proses pembangunan. Fauzi dan Octaviani 

(2022) 

Hakikat manusia dalam kontek pembangunan berarti menjadikan manusia 

sebagai obyek juga sebagai subyek. Manusia dalam pembangunan merupakan 

paradigma yang menempatkan manusia sebagai subjek utama sekaligus tujuan 

akhir dari proses pembangunan. Pendekatan ini menekankan pentingnya 

meningkatkan kapabilitas yaitu Pembangunan Kapabilitas: Fokus pada 

peningkatan kemampuan dan potensi manusia melalui pendidikan, kesehatan, 

dan akses terhadap sumber daya (A Sen, 2019), kesempatan, dan kualitas 

hidup manusia secara holistik, bukan hanya pertumbuhan ekonomi semata. 

Mereka tidak hanya menerima manfaat pembangunan, tetapi juga berperan 

dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program-program 
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pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka. Akan tetapi, 

pembangunan yang berpusat pada manusia harus memperhatikan aspek-aspek 

berikut :  

1. Inklusivitas yaitu melibatkan seluruh lapisan masyarakat tanpa 

diskriminasi, pelibatan masyarakat dalam pembangunan tanpa membeda-

bedakan status, golongan, suku maupun agama. 

2. Keberlanjutan yaitu pembangunan yang di lakukan dapat memenuhi 

kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan generasi mendatang, 

penggunaaan faktor produksi baik Sumberdaya Alam (SDA) maupun 

Sumberdaya Manusia (SDM) dalam pembangunan dengan bijak.  

3. Partisipatif: Mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses 

pembangunan atau Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan 

keputusan dan implementasi program pembangunan. 

4. Holistik: Mencakup aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan 

secara seimbang. 

5. Adaptif: Mampu menyesuaikan dengan perubahan zaman dan teknologi. 

Memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mendukung pembangunan 

manusia (Schwab, 2023) 

Uraian-uraian diatas dapat disimpulkan bahwa hakikat manusia dalam 

pembangunan : Pertama, manusia merupakan subjek sekaligus objek utama 

dalam proses pembangunan. Sebagai subjek, manusia berperan sebagai 

perencana, pelaksana, dan penikmat hasil pembangunan. Sementara sebagai 

objek, manusia menjadi sasaran utama dari upaya-upaya peningkatan kualitas 

hidup melalui berbagai program pembangunan. Dualitas peran ini 

menegaskan posisi sentral manusia dalam keseluruhan proses pembangunan. 

Kedua, hakikat manusia dalam pembangunan tidak dapat dipisahkan dari 

konsep pembangunan berkelanjutan. Paradigma ini menekankan bahwa 

pembangunan harus memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa 

mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan 

mereka. Dalam konteks ini, manusia dipandang sebagai agen perubahan yang 

bertanggung jawab untuk menjaga keseimbangan antara kemajuan ekonomi, 

pelestarian lingkungan, dan keadilan sosial. 

Ketiga, pembangunan yang berpusat pada manusia (people-centered 

development) menjadi pendekatan kunci dalam memahami hakikat manusia 

dalam pembangunan. Pendekatan ini menekankan pentingnya partisipasi aktif 

masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan 
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hingga evaluasi. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa manusia 

memiliki pengetahuan lokal, kreativitas, dan potensi yang dapat dioptimalkan 

untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan. 

Keempat, dalam konteks pembangunan, manusia juga dipandang sebagai 

makhluk multidimensi yang memiliki berbagai aspek kehidupan yang saling 

terkait. Pembangunan yang holistik harus memperhatikan tidak hanya dimensi 

ekonomi, tetapi juga sosial, budaya, politik, dan spiritual manusia. Pengabaian 

terhadap salah satu dimensi dapat mengakibatkan ketimpangan dan 

ketidakseimbangan dalam proses pembangunan, dan Kelima, hakikat manusia 

dalam pembangunan juga terkait erat dengan konsep pemberdayaan. 

Pembangunan yang sejati harus mampu meningkatkan kapasitas manusia 

untuk mengenali potensi diri, mengambil keputusan yang tepat, dan bertindak 

secara mandiri dalam menghadapi tantangan pembangunan. Dengan 

demikian, pembangunan tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan 

pendapatan atau infrastruktur fisik, tetapi juga untuk memperkuat modal 

sosial, meningkatkan kualitas pendidikan, dan memperluas akses terhadap 

informasi dan teknologi yang dapat mendukung pengembangan diri manusia 

secara menyeluruh. 

 

 

C. KARAKTERISTIK PEMBANGUNAN DAN TANTANGAN 

GLOBAL 

Pembangunan telah menjadi salah satu prioritas utama bagi negara-negara 

di seluruh dunia sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat, memperbaiki kualitas hidup, serta mencapai stabilitas ekonomi 

dan sosial. Proses pembangunan tidak hanya melibatkan pertumbuhan 

ekonomi, tetapi juga aspek sosial, politik, budaya, dan lingkungan. Dalam 

konteks global, pembangunan sering diukur berdasarkan sejumlah indikator 

seperti Produk Domestik Bruto (PDB), tingkat kemiskinan, akses terhadap 

pendidikan dan layanan kesehatan, serta kesetaraan gender. Namun, 

pembangunan di era modern menghadapi tantangan yang semakin kompleks, 

terutama dalam konteks globalisasi dan perubahan cepat teknologi. 

Globalisasi telah membuka peluang bagi pertukaran pengetahuan, teknologi, 

dan sumber daya, namun di sisi lain juga membawa risiko ketimpangan, krisis 

lingkungan, dan ketidakstabilan ekonomi di beberapa wilayah. Tantangan-

tantangan ini menuntut pendekatan yang lebih holistik dalam merumuskan 
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kebijakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, terutama dengan 

mempertimbangkan dampak dari isu-isu global seperti perubahan iklim, krisis 

energi, kemiskinan yang masih bertahan, serta ketidakadilan distribusi sumber 

daya. Perkembangan teknologi, khususnya dalam revolusi industri 4.0, juga 

memunculkan tantangan baru yang menuntut penyesuaian strategi 

pembangunan di berbagai sektor. Teknologi digital, otomatisasi, dan 

kecerdasan buatan tidak hanya mengubah struktur pasar tenaga kerja, tetapi 

juga memunculkan pertanyaan mengenai kesenjangan akses dan dampaknya 

terhadap kesetaraan sosial. Dalam konteks ini, buku ini akan mengeksplorasi 

karakteristik utama dari pembangunan modern serta tantangan-tantangan 

global yang menyertainya. Pembahasan ini akan meliputi aspek ekonomi, 

sosial, lingkungan, dan teknologi, dengan fokus pada bagaimana negara-

negara dapat merespons tantangan tersebut melalui kebijakan yang inovatif 

dan berkelanjutan.  

Pembangunan merupakan proses multidimensi yang mencakup perubahan 

struktur sosial, sikap masyarakat, dan institusi nasional, serta peningkatan 

pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan, dan pemberantasan 

kemiskinan (Todaro & Smith, 2020). Pembangunan ekonomi, sebagai bagian 

dari pembangunan, adalah proses peningkatan pendapatan per kapita yang 

berkelanjutan dalam jangka panjang, disertai dengan perubahan struktural 

dalam ekonomi. Ini melibatkan peningkatan produksi barang dan jasa, 

Perubahan komposisi output dari sektor pertanian ke industri dan jasa, 

Peningkatan produktivitas faktor produksi, Kemajuan teknologi dan inovasi, 

Peningkatan kualitas sumber daya manusia, Perbaikan distribusi pendapatan. 

Tujuan pembangunan ekonomi yang utama adalah meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan. Menurut 

Acemoglu, D., & Robinson, (2019) tujuan pembangunan ekonomi meliputi: 

1) Peningkatan pendapatan per kapita, 2) Perbaikan kualitas hidup 

masyarakat, 3) Pengurangan ketimpangan sosial dan ekonomi, 4) Penciptaan 

lapangan kerja, 5) Peningkatan produktivitas dan inovasi.  

Meskipun sering digunakan secara bergantian, perlu kita ketahui bahwa 

pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi memiliki perbedaan 

signifikan, peningkatan pertumbuhan ekonomi berada dalam tujuan 

pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi lebih merupakan peningkatan 

kuantitif dalam produksi barang dan jasa pada perekonomian dan biasanya 

diukur dengan Produk Domestik Bruto (PDB) dengan fokus utama pada 
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peningkatan output serta mencakup aspek kuantitatif dari perekonomian yang 

diukur melalui PDB dan Produk Nasional Bruto (PNB) sedangkan 

pembangunan ekonomi merupakan proses kualitatif dan kuantitatif yang 

mencakup perubahan struktural, sosial, isntitusional serta kualitas hidup 

masyarakat (Vazquez-Barquero & Rodriguez-Cohard, 2022). Pada definisi ini 

jelas pbahwa fokus utama pembangunan adalah peningatan kualitas hidup dan 

kesejahteraan masyrakat yang mencakup aspek kuantitif maupun kualitatof 

termask faktor lingkungan dengan pengukuran yang digunakan dalam 

pembangunan melalui berbagai indikator seperti Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) yaitu pengukuran pencapaian dilihat dari kesehatan, 

pendidikan dan standar hidup. Indikator pembangunan selanjutnya adalah 

Indeks Gini untuk mengukur ketimpangan pendpatan dan suatu populasi, dan 

indikator sosial-ekonomi lainnya seperti tingkat kemiskinan (persentase 

populasi yang hidup di bawah garis kemiskinan), Tingkat Pengangguran 

(Persentase angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan), Tingkat Melek 

Huruf (Persentase populasi yang dapat membaca dan menulis). Angka 

Harapan Hidup (Rata-rata usia yang diharapkan dapat dicapai oleh penduduk), 

Indeks Kebebasan Ekonomi (Mengukur tingkat kebebasan ekonomi dalam 

suatu negara).  

Konsep dan praktik pembangunan terus berevolusi seiring dengan 

perubahan global yang pesat. Interconectivity yang semakin meningkat antar 

wilayah menciptakan peluang bagus sekaligus tantangan dalam mencapai 

pembangunan yang maju dan berkelanjutan. Konsep pembangunan telah 

bergeser dari fokus sempit pada pertumbuhan ekonomi menjadi pendekatan 

yang lebih holistik, mencakup aspek sosial, lingkungan, dan tata kelola. 

Praktik pembangunan juga terus beradaptasi, merespons tantangan baru 

seperti perubahan iklim, urbanisasi, dan disrupsi teknologi. Perubahan global 

yang pesat menyebabkan dunia mengalami transformasi cepat dalam berbagai 

aspek - teknologi, geopolitik, demografi, dan lingkungan. Perubahan ini 

mempengaruhi bagaimana kita memahami dan mengejar pembangunan. 

Globalisasi, didukung oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, 

telah menciptakan jaringan kompleks yang menghubungkan ekonomi, 

masyarakat, dan ekosistem di seluruh dunia. Pergeseran konsep pembangunan 

memerikan penluang dan tantangan bagi suatu negara. Peluang yang muncul 

dapat berupa akses lebih luas ke pengetahuan dan teknologi, Peningkatan 

efisiensi melalui kolaborasi lintas batas, Potensi untuk mempercepat inovasi 
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dan berbagi praktik terbaik serta peluang ekonomi baru melalui pasar global. 

Adapun tantangan yang muncul ketika terjadi pergeseran pembangunan ke 

arah yang lebih kontemporer adalah Kesenjangan yang semakin lebar antara 

yang "terhubung" dan "tidak terhubung", Risiko ketidakstabilan ekonomi 

akibat guncangan global, Masalah keamanan siber dan privasi data, Potensi 

hilangnya identitas budaya lokal. 

Pembangunan maju dan berkelanjutan: Konsep ini menekankan perlunya 

keseimbangan antara kemajuan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian 

lingkungan. Tantangannya adalah merancang strategi pembangunan yang 

dapat memanfaatkan peluang interkonektivitas global sambil memitigasi 

risikonya. Dalam konteks ini, para pembuat kebijakan, peneliti, dan praktisi 

pembangunan perlu terus mengevaluasi dan mengadaptasi pendekatan 

mereka. Ini melibatkan analisis mendalam tentang dampak interkonektivitas 

global, pengembangan kerangka kerja yang fleksibel, dan kolaborasi lintas 

sektor dan batas negara. Pernyataan tersebut menangkap esensi dari 

kompleksitas dan dinamisme lanskap pembangunan kontemporer. Ini 

menyoroti pentingnya pendekatan adaptif dan kolaboratif dalam mengejar 

pembangunan yang maju dan berkelanjutan di era global yang saling 

terhubung. 

Berbicara mengenai karakteritik pembangunan kontemporer dapat dilihat 

sebagai berikut : 

1. Berkelanjutan (sustainability), 

Karakteristik ini dalam pembangungan kontemporer berarti memenuhi 

kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi 

mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Konsep ini 

menekankan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan 

dalam proses pembangunan, pembangunan berkelanjutan memerlukan 

transformasi sistemik dalam cara kita memproduksi, mengonsumsi, dan 

berinteraksi dengan lingkungan alam. Ini berarti bahwa kebijakan dan 

praktik pembangunan harus dirancang dengan mempertimbangkan 

dampak lintas generasi dan lintas sektor dengan mempertimbangkan 

dampak jangka panjang terhadap ekosistem, masyarakat, dan ekonomi 

(J.D Sachs, 2019). Pembangunan berkelanjutan merupakan konsep yang 

telah menjadi fokus global dalam beberapa dekade terakhir. Karakteristik 

ini menyeimbangkan antara tiga pilar utama: ekonomi, sosial, dan 

lingkungan. Konsep ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan generasi 
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saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk 

memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Dalam konteks ini, pembangunan 

berkelanjutan tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga 

memperhatikan aspek pemerataan sosial dan pelestarian lingkungan, 

Biggs et al. (2021) menekankan pentingnya pendekatan sistem dalam 

mengelola keberlanjutan, yang memungkinkan pemahaman yang lebih 

baik tentang hubungan timbal balik antara manusia dan alam. Contoh 

studi kasus pembangunan berkelanjutan adalah Costa Rica. Costa Rica 

telah menjadi model global untuk pembangunan berkelanjutan. Negara ini 

telah berhasil menggabungkan pertumbuhan ekonomi dengan konservasi 

lingkungan. Menurut UNDP, (2020) Costa Rica telah mencapai 99% 

produksi listrik dari sumber energi terbarukan dan berkomitmen untuk 

menjadi negara karbon netral pada tahun 2050. 

2. Inklusivitas dan partisipasi.  

Konsep ini menekankan pentingnya keterlibatan aktif seluruh lapisan 

masyarakat dalam proses pembangunan, dari tahap perencanaan hingga 

implementasi dan evaluasi. Partisipatif berarti melibatkan masyarakat 

secara aktif dalam pengambilan keputusan sedangkan inklusif berarti 

memastikan semua klompok termasuk yang terpinggirkan terlibat dan 

mendapat manfaat dari adanya pembangunan. Konsep ini bertujuan 

meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap pembangunan, 

memastikan keberlanjutan program pembangunan serta mengurangi 

kesenjangan sosial dan ekonomi. Adapun mekanisme implementasi dari 

konsep ini sebagai karakteritik pembangunan adalah a) forum warga dan 

konsultasi publik, b) Pembentukan komite pembangunan berbasis 

masyarakat , c) penggunaan teknologi untuk menungkatkan partisipasi (e-

Governance). Karakteristik pembangunan ini memiliki manfaat 

diantaranya peningkatan efektifitas dan efisiensi program pembangunan, 

penguatan moda sosial dan kohesi masyarakat serta pembaerdayaan 

kelompok marglinal. Tantangan pengembangan partisipatif dan inklusi 

dalam pembangunan adalah mengatasi kesenjangan kekuasaan dalam 

masyarakat., membangun kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi 

secara efektif, menyeimbangkan kepentingan berbagai pemangku 

kepentingan. Karakteristik pembangunan ini merupakan karakteristik 

berkelanjutan yang melibatkan semua pemangku kepentingan dalam 

pengambilana keputusan dan implementasi. Menurut Gupta & Vegelin, 
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(2016) inklusivitas sosial adalah komponen kunci dari pembangunan 

berkelanjutan, yang memastikan bahwa manfaat pembangunan 

terdistribusi secara adil dan tidak ada kelompok yang tertinggal. 

Pembangunan inklusif bertujuan untuk memastikan bahwa manfaat 

pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, 

termasuk kelompok-kelompok marginal dan rentan. Hal ini mencakup 

upaya untuk mengurangi kesenjangan, meningkatkan akses terhadap 

pendidikan dan kesehatan, serta menciptakan peluang ekonomi yang 

merata. Pendekatan ini sejalan dengan Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan (SDGs) yang diadopsi oleh PBB pada tahun 2015. Contoh 

studi kasus pembangunan inklusif adalah di Afrika. Rwanda telah 

menunjukkan kemajuan luar biasa dalam pembangunan inklusif pasca-

genosida. Menurut laporan Djiofack & Niyibizi, (2021) Rwanda telah 

berhasil mengurangi kemiskinan dari 60% pada tahun 2001 menjadi 38% 

pada tahun 2017. Negara ini juga telah mencapai kesetaraan gender dalam 

parlemen, dengan 61% kursi parlemen diduduki oleh perempuan pada 

tahun 2020. Pendekatan partisipatif dan inklusif bukan hanya sebuah 

metode, tetapi juga sebuah filosofi pembangunan yang mengakui bahwa 

masyarakat adalah aktor utama dalam proses pembangunan, bukan hanya 

penerima manfaat pasif. 

3. Inovasi dan Teknologi  

Karakteristik pembangunan ini merupakan karakteristik pembangunan 

berkelanjutan yang memerlukan inovasi dan teknoligi untuk mampu 

beradaptasi dengan perubahan kondisi. Schwab (2016) berpendapat 

bahwa Revolusi Industri Keempat telah mengubah lanskap pembangunan, 

dengan teknologi digital, kecerdasan buatan, dan otomatisasi menjadi 

pendorong utama pertumbuhan ekonomi dan transformasi sosial. Era 

digital telah membuka peluang baru untuk mempercepat proses 

pembangunan melalui peningkatan efisiensi, akses informasi yang lebih 

luas, dan penciptaan model bisnis baru Namun, ini juga menimbulkan 

tantangan baru terkait kesenjangan digital dan kebutuhan akan 

keterampilan baru di pasar tenaga kerja. Adanya kesenjangan digital 

antara negara maju dan berkembang masih menjadi permasalahan serius, 

seperti yang terlihat dalam akses internet yang tidak merata di berbagai 

belahan dunia. Oleh karena itu, pembangunan kapasitas dan investasi 

dalam sumber daya manusia menjadi aspek krusial dalam strategi 
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pembangunan nasional. Schot & Steinmueller, (2018) menekankan 

pentingnya inovasi transformatif dalam mencapai tujuan pembangunan 

berkelanjutan. Ini melibatkan tidak hanya inovasi teknologi, tetapi juga 

inovasi sosial  dan kelembagaan. Estonia telah menjadi pionir dalam 

mengintegrasikan teknologi digital ke dalam pembangunan nasional. 

Menurut Kattel & Mergel, (2019) inisiatif e-governance Estonia telah  

mengubah penyediaan layanan publik, meningkatkan efisiensi, dan 

mendorong partisipasi warga dalam proses demokrasi. 

4. Resilience 

Karakteristik pembangunan yang mengedepankan pentingnya ketahanan 

dalam menghadapi berbagai guncangan dan krisis. Resiliensi dalam 

konteks pembangunan mengacu pada kemampuan suatu sistem, 

komunitas, atau masyarakat untuk menghadapi, beradaptasi, dan pulih 

dari berbagai guncangan dan tekanan, baik yang berasal dari faktor alam 

maupun manusia. Karakteristik ini semakin dianggap krusial dalam 

perencanaan dan implementasi pembangunan berkelanjutan, terutama di 

era yang penuh dengan ketidakpastian dan perubahan cepat. Folke et al. 

(2021) dalam artikelnya di jurnal Ecology and Society menekankan 

bahwa resiliensi bukan hanya tentang bertahan, tetapi juga tentang 

bagaimana sistem sosial-ekologis dapat berkembang di tengah perubahan. 

Mereka menyoroti pentingnya pendekatan adaptif dan transformatif 

dalam manajemen resiliensi. Marchese et al. (2020) dalam Sustainability 

Science mengusulkan kerangka kerja untuk mengintegrasikan konsep 

resiliensi, keberlanjutan, dan adaptasi dalam konteks pembangunan 

perkotaan. Mereka berpendapat bahwa pendekatan terpadu ini penting 

untuk menghadapi tantangan kompleks di masa depan. Bene et al. (2022) 

dalam World Development menyoroti peran resiliensi dalam konteks 

pembangunan pasca-pandemi COVID-19. Mereka menekankan 

pentingnya membangun "resiliensi transformatif" yang tidak hanya 

memungkinkan pemulihan, tetapi juga perubahan positif jangka panjang. 

Beberapa aspek penting dari resiliensi sebagai karakteristik pembangunan 

meliputi: 

a. Adaptabilitas: Kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan 

perubahan kondisi. 

b. Ketahanan: Kekuatan untuk bertahan menghadapi tekanan dan 

guncangan. 
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c. Transformabilitas: Kapasitas untuk berubah dan berkembang menjadi 

lebih baik. 

d. Inklusivitas: Melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam proses 

pembangunan. 

e. Keberlanjutan: Memastikan pembangunan dapat bertahan dalam 

jangka panjang. 

Pandemi COVID-19 telah menunjukkan betapa pentingnya 

membangun sistem yang tangguh terhadap krisis kesehatan, ekonomi, dan 

sosial (Hynes et al., 2020). Karakteristik pembangunan yang tangguh 

melibatkan diversifikasi ekonomi, penguatan sistem kesehatan dan 

perlindungan sosial, serta adaptasi terhadap perubahan iklim. 

Perkembangan terkini menunjukkan bahwa konsep manusia dalam 

pembangunan semakin relevan di era pasca-pandemi COVID-19, hal 

menekankan pentingnya memperkuat sistem kesehatan dan perlindungan 

sosial sebagai fondasi pembangunan manusia yang tangguh. Pendekatan 

ini membutuhkan perencanaan jangka panjang dan kolaborasi antara 

berbagai pemangku kepentingan. 

a. Partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.  

Pendekatan bottom-up yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan, 

implementasi, dan evaluasi program pembangunan dianggap lebih efektif 

dan berkelanjutan (Mansuri & Rao, 2024). Hal ini tidak hanya 

meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap proses 

pembangunan, tetapi juga memastikan bahwa intervensi pembangunan 

sesuai dengan kebutuhan dan konteks lokal. Partisipasi aktif masyarakat 

juga dipandang sebagai kunci untuk memperkuat tata kelola yang baik dan 

akuntabilitas dalam pembangunan. 

Pembangunana ekonomi yang mulai bergeser ke arah kontemporer ini 

memberikan tantangan global tersendiri pada sebuah negara. Isu global yang 

merupakan tantangan yang hampir dilami emua negara didunia adalah adanya 

perubahan iklim. Tantangan ini merupakan salah satu isu global yang paling 

mendesak dan mempengaruhi hampir semua aspek pembangunan. 

Karakteristik pembangunan modern harus mempertimbangkan aspek 

keberlanjutan lingkungan untuk mengatasi dampak perubahan iklim ini. 

Sebagai contoh, banyak negara kini beralih ke energi terbarukan dan teknologi 

rendah karbon dalam upaya mitigasi perubahan iklim (IPCC, 2022). 

Implementasi kebijakan lingkungan yang efektif masih menghadapi 
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tantangan, terutama di negara-negara berkembang yang masih bergantung 

pada sumber daya fosil. Urbanisasi yang cepat menjadi ciri khas 

pembangunan global kontemporer, dengan lebih dari setengah populasi dunia 

kini tinggal di daerah perkotaan. Hal ini menciptakan peluang ekonomi baru, 

tetapi juga menimbulkan tantangan seperti kemacetan, polusi, dan 

ketimpangan sosial. Konsep smart city muncul sebagai solusi potensial untuk 

mengatasi masalah perkotaan, menggabungkan teknologi dan perencanaan 

yang berpusat pada manusia (Yigitcanlar, Kankanamge, & Vella, 2021). 

Namun, implementasinya masih terbatas dan sering kali tidak merata, 

terutama di kota-kota negara berkembang.Globalisasi ekonomi telah 

membawa pertumbuhan dan peluang baru, tetapi juga menciptakan 

ketidaksetaraan yang semakin melebar antara dan di dalam negara. 

Karakteristik pembangunan global saat ini mencakup upaya untuk 

menciptakan sistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. 

Contohnya adalah munculnya konsep ekonomi sirkular dan bisnis sosial yang 

bertujuan mengatasi masalah lingkungan dan sosial sambil tetap 

menghasilkan keuntungan ekonomi (Geissoderfer, Pieroni, Pigosso, & 

K.Soufani, 2020). Namun, transisi menuju model ekonomi yang lebih 

berkelanjutan masih menghadapi hambatan struktural dan resistensi dari 

berbagai pihak.  

Tantangan global lainnya adalah adanya pandemi COVID-19 beberapa 

waktu lalu telah mengungkapkan kerentanan sistem global dan mempercepat 

tren tertentu dalam pembangunan. Karakteristik baru muncul dalam bentuk 

penekanan pada ketahanan sistem kesehatan, digitalisasi yang dipercepat, dan 

pergeseran dalam pola kerja global. Sebagai contoh, banyak negara kini 

berinvestasi dalam penguatan sistem kesehatan publik dan mengembangkan 

kapasitas produksi vaksin domestik (Nuzzo, Mullen, Snyder, Cicero, & 

Inglesby, 2019). Distribusi vaksin yang tidak merata antara negara kaya dan 

miskin menunjukkan bahwa permasalahan ketimpangan global masih belum 

teratasi sepenuhnya. Karakteristik pembangunan kontemporer mencerminkan 

respons terhadap tantangan global yang kompleks. Keberlanjutan, 

inklusivitas, inovasi teknologi, dan resiliensi telah muncul sebagai pilar utama 

dalam upaya pembangunan modern. Studi kasus dari Rwanda, Costa Rica, dan 

Estonia menunjukkan bagaimana karakteristik ini dapat diimplementasikan 

dalam konteks yang berbeda-beda. Meskipun demikian, penting untuk diingat 

bahwa tidak ada pendekatan "satu ukuran untuk semua" dalam pembangunan. 
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Setiap negara perlu mengadaptasi strategi pembangunan mereka sesuai 

dengan kondisi lokal, sambil tetap memperhatikan prinsip-prinsip global ini. 

Memaha mi hakikat manusia sebagai makhluk yang kompleks dan 

multidimensi sangat penting dalam merancang pembangunan yang efektif dan 

berkelanjutan. Karakteristik pembangunan yang berpusat pada manusia harus 

mencerminkan nilai-nilai inklusivitas, keberlanjutan, partisipasi, holistik, dan 

adaptif. Dengan pendekatan ini, kita dapat berharap untuk menciptakan 

masyarakat yang lebih adil, makmur, dan harmonis di masa depan. Meskipun 

konsep pembangunan berbasis manusia telah banyak diadopsi, 

implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Ketimpangan 

ekonomi, perubahan iklim, dan disrupsi teknologi merupakan beberapa isu 

yang perlu dihadapi. Namun, dengan pemahaman yang lebih baik tentang 

hakikat manusia dan karakteristik pembangunan yang ideal, kita dapat 

merancang solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan. Seperti yang 

diungkapkan oleh (A Sen, 2019), pembangunan sejati harus dipahami sebagai 

proses perluasan kebebasan nyata yang dinikmati oleh manusia, bukan 

sekadar peningkatan angka-angka ekonomi. 

Berbeda dengan negara maju, negara sedang berkembang memiliki 

tantangan global yang klasik akan tetapi memiliki keseriusan tersendiri 

sehingga pemanganan dalam menghadapi masalah perlu di perhatikan dari 

berbagai aspek. Tantangan di  global di negara berkembang diantaranya adalah 

kemiskinan dan ketimpangan ekonomi, perubahan dan kerusakan lingkungan, 

kesehatan masyarakat (penyebaran penyakit menular, kurangnya akses 

terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan yang rendah dan kurangnya tenaga 

kerja terampil, keterbatasan infrastruktur dan teknologi serta akses informasi, 

juga ketergantungan terhadap sumberdaya alam yang tak terbarukan dan krisis 

politik dan ketidakstabilan pemerintah. Semua tantangan ini berkontribusi 

terhadap kesulitan dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang 

berkelanjutan dan kesejahteraan sosial. Bagaimana solusi menghadapi 

tantangan global di negara sedang berkembanga?. 

1. Peran teknologi dan inovasi 

Salah satu solusi utama untuk mengatasi tantangan global di negara 

berkembang adalah melalui adopsi inovasi teknologi. Teknologi dapat 

memainkan peran penting dalam berbagai bidang: 
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a) Pendidikan: Peningkatan akses ke pendidikan melalui platform digital 

dan pembelajaran daring dapat membantu mempercepat pemerataan 

pendidikan. 

b) Kesehatan: Penggunaan teknologi kesehatan seperti telemedicine dan 

sistem informasi kesehatan dapat memperluas akses ke layanan 

kesehatan di daerah terpencil. 

c) Pertanian: Aplikasi teknologi pada pertanian seperti precision farming 

dan irigasi cerdas dapat membantu meningkatkan hasil pertanian secara 

berkelanjutan. 

d) Energi terbarukan: Investasi dalam energi terbarukan seperti tenaga 

surya dan angin akan mengurangi ketergantungan pada energi fosil 

serta membantu negara berkembang mengurangi dampak perubahan 

iklim. 

Namun, tantangan dalam mengadopsi teknologi termasuk keterbatasan 

infrastruktur dan akses terhadap internet, yang masih menjadi masalah di 

banyak negara berkembang. 

2. Penguatan lembaga pemerintah dan institusi ekonomi 

Soslusi lain yang mungkin bisa dilakukan oleh negara sedang berkembang 

adalah memperkuat lembaga pemerintaan dan institusi ekonomi. 

Penguatan kelembagaan menjadikan efisiensi dalam setiap kegiatan 

ekononomi. Negara berkembang perlu memperkuat lembaga pemerintahan 

dan institusi ekonomi untuk menangani tantangan global dengan lebih 

efektif. Stabilitas politik, transparansi, dan penegakan hukum yang kuat 

dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi dan 

pembangunan. Selain itu, reformasi kebijakan yang mendukung 

inklusivitas, seperti kebijakan perpajakan yang adil dan transparan, 

distribusi sumber daya yang merata, serta pemberdayaan kelompok 

marginal, sangat penting untuk mengatasi ketimpangan ekonomi dan 

sosial. 

3. Kolaborasi Global dan Dukungan Internasional 

Negara berkembang sering kali membutuhkan bantuan dari negara maju 

dan organisasi internasional dalam bentuk: 

a) Transfer teknologi: Negara maju dapat berbagi teknologi mutakhir 

dengan negara berkembang. 
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b) Pembiayaan: Investasi asing langsung (FDI) dan bantuan pembangunan 

internasional dapat digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur, 

pendidikan, dan kesehatan. 

c) Perjanjian internasional: Kolaborasi dalam menangani isu perubahan 

iklim dan isu-isu lintas batas lainnya memerlukan komitmen global 

yang kuat, di mana negara berkembang juga harus diikutsertakan secara 

aktif. 

Namun, penting bagi negara berkembang untuk tidak bergantung secara 

penuh pada bantuan internasional. Upaya untuk memperkuat kapasitas 

dalam negeri melalui investasi lokal, pengembangan sumber daya 

manusia, dan kemandirian ekonomi juga harus menjadi prioritas. 

4. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia 

Negara berkembang harus fokus pada pengembangan sumber daya 

manusia melalui: Peningkatan akses pendidikan berkualitas. Peningkatan 

sumberdaya berkualitas melalui pemberdayaan sumber daya yang 

berkualitas berupa pendidikan formal maupun non formal serta kemudahan 

dalam mengakses pendidikan tersebut dapat meningkatakan kapasitas 

Sumberdaya manusia sehingga lebih memiliki value, sehingga dapat 

memberikan solusi dalam menghadapi tantangan global.  Selanjutnya 

adalah Pelatihan keterampilan vokasional yang relevan dengan kebutuhan 

pasar global serta Peningkatan kualitas kesehatan yang memungkinkan 

masyarakat untuk produktif. 

5. Ekonomi Hijau dan Pembangunan Berkelanjutan 

Negara berkembang juga perlu mengadopsi model pembangunan yang 

berkelanjutan dengan memprioritaskan ekonomi hijau. Dengan mengelola 

sumber daya alam secara bijak dan meminimalkan dampak lingkungan, 

negara-negara ini dapat berkembang tanpa merusak ekosistem yang 

mereka miliki. Konsep ini mengedepankan dua pendekatan yang saling 

berkaitan untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, 

kelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial. Pembangunan 

berkelanjutan dilakukan dalam upaya memenuhi kebutuan saat ini tampa 

mengorbankan geberasi yang akan datang dalam pemenuhan kebutuhan 

mereka. terdapat tiga pilar dalam konsep ini yaitu Ekonomi: Pembangunan 

yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. 

Sosial: Menjamin keadilan sosial, mengurangi ketimpangan, dan 

meningkatkan kualitas hidup dan Lingkungan: Memastikan kelestarian 
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lingkungan dengan menjaga keanekaragaman hayati, mengurangi polusi, 

dan mengelola sumber daya alam secara bijak. 

Ekonomi hijau adalah konsep ekonomi yang bertujuan untuk 

meningkatkan kesejahteraan manusia dan keadilan sosial, sekaligus 

mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologi. Prinsip utama 

ekonomi hijau adalah: Efisiensi Sumber Daya: Memaksimalkan 

penggunaan sumber daya alam dengan cara yang efisien untuk mengurangi 

limbah dan dampak negatif terhadap lingkungan. Emisi Rendah: 

Mendorong pengurangan emisi gas rumah kaca melalui transisi ke energi 

terbarukan, teknologi ramah lingkungan, dan infrastruktur berkelanjutan 

serta Inklusivitas Sosial: Menciptakan pekerjaan hijau (green jobs) yang 

berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa 

merugikan lingkungan. Ekonomi hijau adalah bagian dari strategi untuk 

mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Melalui penerapan ekonomi 

hijau, diharapkan pertumbuhan ekonomi dapat tetap berlanjut tanpa 

merusak lingkungan, sekaligus menciptakan inklusi sosial. Kedua konsep 

ini sejalan dalam menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan 

ekonomi, pengurangan ketimpangan sosial, dan menjaga ekosistem. 

Melalui integrasi ekonomi hijau dalam kebijakan pembangunan, 

negara-negara dapat menciptakan model ekonomi yang lebih 

berkelanjutan, inklusif, dan rendah karbon, sejalan dengan tujuan 

pembangunan berkelanjutan (SDGs). Untuk menghadapi tantangan global, 

negara berkembang harus mengadopsi pendekatan multidimensi yang 

mencakup teknologi, reformasi institusi, kolaborasi internasional, 

pemberdayaan manusia, dan pembangunan berkelanjutan. Dengan strategi 

yang terintegrasi dan dukungan dari berbagai pihak, negara berkembang 

dapat mengatasi tantangan global secara efektif dan mencapai kemajuan 

yang lebih besar di masa depan. 

Hakekat manusia dan karakteriktik pembangunana memberikan 

sebuah pandangan bagaimana manuasi sebagai aktor dapat berperan dalam 

pembangunan, dapat memberikan konstribusi dalam upaya penyelesaian 

setiap masalah-masalah-masalah pembangunangan. Manusia sebagai 

pelaku ekonomi baik dari sisi konsumen, produsen dan regulator 

berpartispasi dalam pengembangan diri dan negara sehingga pembangunan 

yang mensejahterakan dalam sebuah negara terwujud.  
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BAB 2 PERMASALAHAN 
PEMBANGUNAN  
GLOBAL DAN NASIONAL 

 

 

 

 

Era globalisasi yang semakin kompleks, isu-isu pembangunan global 

menjadi fokus utama bagi para pemangku kebijakan, akademisi, dan praktisi 

pembangunan di seluruh dunia. Pembangunan global tidak lagi dapat 

dipandang sebagai proses yang terisolasi dalam batas-batas negara, melainkan 

sebagai suatu fenomena yang saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain 

dalam skala global (Sachs, J. D., Schmidt-Traub, G, Mazzucato, M., Messner, 

D, & Nakicenovic, N Rockström, 2019) Tantangan-tantangan seperti 

kemiskinan, ketimpangan ekonomi, dan pandemi global telah memperlihatkan 

betapa pentingnya pendekatan kolaboratif dan holistik dalam mengatasi 

permasalahan pembangunan kontemporer tersbut. 

 

 

A. ISU-ISU PEMBANGUNAN GLOBAL  

1. Kemiskinan dan Ketimpangan Global 

Kemiskinan merupakan fenomena kompleks yang telah lama menjadi 

fokus perhatian para peneliti, pembuat kebijakan, dan praktisi 

pembangunan. Dalam dekade terakhir, pemahaman kita tentang 

kemiskinan telah berkembang jauh melampaui definisi sederhana tentang 

kekurangan pendapatan. Teori-teori kontemporer mengakui bahwa 

kemiskinan adalah masalah multidimensi yang melibatkan berbagai aspek 

kehidupan manusia, termasuk kesehatan, pendidikan, akses terhadap 

layanan dasar, dan partisipasi sosial-politik (Alkire, Kanagaratman, & 

Suppa, 2021). Teori ini menekankan pentingnya memahami kemiskinan 

tidak hanya dari segi moneter, tetapi juga dari berbagai dimensi 
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kesejahteraan manusia. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa 

pengukuran kemiskinan multidimensi dapat mengungkapkan pola-pola 

deprivasi yang tidak terlihat jika hanya menggunakan indikator 

pendapatan. Pendekatan ini telah diadopsi oleh berbagai organisasi 

internasional dan pemerintah nasional dalam upaya mereka untuk 

memahami dan mengatasi kemiskinan secara lebih komprehensif. 

Teori lain yang mendapat perhatian adalah pendekatan kapabilitas 

yang dipopulerkan oleh Amartya Sen. Teori ini berfokus pada kemampuan 

individu untuk mencapai fungsi-fungsi yang mereka nilai dalam hidup. 

Baru-baru ini, Robeyns, (2020) mengembangkan teori ini lebih lanjut 

dengan mengusulkan kerangka kerja kapabilitas yang lebih dinamis dan 

kontekstual. Pendekatan ini menekankan pentingnya memahami 

kemiskinan tidak hanya sebagai kurangnya sumber daya, tetapi juga 

sebagai keterbatasan dalam pilihan dan kesempatan yang tersedia bagi 

individu. Teori-teori kemiskinan juga harus mempertimbangkan dampak 

perubahan iklim dan degradasi lingkungan. Penelitian terkini oleh 

Wollburg, Hallegatte, & Mahler, (2023). menunjukkan bahwa perubahan 

iklim memiliki potensi untuk mendorong jutaan orang kembali ke dalam 

kemiskinan, terutama di negara-negara berkembang. Teori-teori baru 

tentang kemiskinan dan keberlanjutan lingkungan menekankan 

pentingnya mengintegrasikan kebijakan pengentasan kemiskinan dengan 

strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Perkembangan teori 

tentang kemiskinan semakin disesuaikan dengan perkembangan zaman, 

adanya perkembangan teknologi digital dan globalisasi telah 

memunculkan perspektif baru dalam teori kemiskinan. Roberts & 

Hernandez, (2019) mengeksplorasi bagaimana kesenjangan digital dapat 

menciptakan bentuk-bentuk baru kemiskinan dan eksklusi sosial. Mereka 

berpendapat bahwa akses terhadap teknologi dan keterampilan digital 

harus dimasukkan sebagai dimensi penting dalam pemahaman 

kontemporer tentang kemiskinan. Teori-teori ini menyoroti pentingnya 

kebijakan yang tidak hanya berfokus pada pengentasan kemiskinan 

tradisional, tetapi juga mempersiapkan masyarakat untuk menghadapi 

tantangan era digital. 

Kemiskinan merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi 

oleh masyarakat global dan nasional. Meskipun telah ada kemajuan 

signifikan dalam pengurangan kemiskinan ekstrem selama beberapa 
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dekade terakhir, masalah ini tetap menjadi prioritas utama dalam agenda 

pembangunan berkelanjutan. Menurut laporan Bank Dunia, sekitar 9,2% 

populasi dunia masih hidup dalam kemiskinan ekstrem pada tahun 2020, 

dengan pendapatan kurang dari $2,15 per hari (World Bank, 2022). Angka 

ini menunjukkan bahwa upaya global untuk mengatasi kemiskinan masih 

memerlukan perhatian dan tindakan yang lebih intensif. Di tingkat 

nasional, banyak negara menghadapi tantangan dalam mengurangi tingkat 

kemiskinan, terutama di negara-negara berkembang. Faktor-faktor seperti 

ketimpangan ekonomi, akses terbatas terhadap pendidikan dan layanan 

kesehatan, serta ketidakstabilan politik seringkali memperparah situasi 

kemiskinan. Studi yang dilakukan oleh Ravallion, (2020) menunjukkan 

bahwa kemajuan dalam pengentasan kemiskinan seringkali tidak merata, 

dengan beberapa kelompok masyarakat yang tetap terpinggirkan 

meskipun terjadi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. 

Pandemi COVID-19 telah memperburuk situasi kemiskinan global, 

membalikkan sebagian besar kemajuan yang telah dicapai dalam dekade 

terakhir. Laporan dari United Nations Development Programme (UNDP) 

memperkirakan bahwa pandemi telah mendorong lebih dari 100 juta 

orang kembali ke dalam kemiskinan ekstrem (United Nations 

Development, 2021) . Dampak ekonomi yang disebabkan oleh lockdown, 

gangguan rantai pasokan, dan hilangnya pekerjaan telah memperlihatkan 

kerentanan sistem sosial-ekonomi global dan pentingnya membangun 

ketahanan terhadap guncangan di masa depan. Untuk mengatasi masalah 

kemiskinan, diperlukan pendekatan multi-dimensi yang melibatkan 

berbagai pemangku kepentingan. Banerjee, Duflo, & Kremer, (2020) 

menekankan pentingnya intervensi berbasis bukti dalam program 

pengentasan kemiskinan, seperti transfer tunai bersyarat, program 

pemberdayaan ekonomi, dan investasi dalam infrastruktur dasar. Selain 

itu, fokus pada penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan dan 

peningkatan akses terhadap pendidikan berkualitas merupakan strategi 

kunci dalam memutus siklus kemiskinan antar generasi. 

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya SDG 1 

tentang Tanpa Kemiskinan, memerlukan komitmen global yang lebih kuat 

dan kerjasama internasional yang erat. Hickel, (2020) berpendapat bahwa 

untuk benar-benar mengatasi kemiskinan global, diperlukan reformasi 

struktural dalam sistem ekonomi global, termasuk peninjauan ulang 
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kebijakan perdagangan internasional dan penghapusan hutang negara 

berkembang. Hanya dengan pendekatan holistik dan berkeadilan, kita 

dapat berharap untuk menciptakan dunia di mana kemiskinan bukan lagi 

menjadi realitas bagi jutaan orang. Hal ini menekankan pentingnya dua 

aspek utama dalam upaya pengentasan kemiskinan global yaitu Aspek 

pertama pendekatan holistik yang mengacu pada strategi komprehensif 

dan multdimensi dalam mengatasi kemiskinan. Pendekatan ini mengakui 

bahwa kemiskinan bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga terkait 

dengan berbagai faktor seperti pendidikan, kesehatan, akses terhadap 

sumber daya, infrastruktur, dan kebijakan sosial-politik. Dengan 

memahami dan menangani semua aspek ini secara bersamaan, kita dapat 

menciptakan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan. 

Aspek kedua yaitu berkeadilan dimana aspek ini menekankan 

pentingnya kesetaraan dan keadilan dalam upaya pengentasan 

kemiskinan. Ini berarti memastikan bahwa sumber daya dan peluang 

didistribusikan secara adil, menghapuskan diskriminasi, dan memberikan 

kesempatan yang sama bagi semua orang untuk meningkatkan taraf hidup 

mereka. Pendekatan yang berkeadilan juga melibatkan pembuatan 

kebijakan yang mempertimbangkan kepentingan kelompok-kelompok 

yang paling rentan dan terpinggirkan dalam masyarakat. pendekatan 

holistik dan berkeadilan ini menyiratkan bahwa upaya-upaya parsial atau 

yang hanya berfokus pada satu aspek saja tidak akan cukup untuk 

mengatasi masalah kemiskinan secara global. Sebaliknya, diperlukan 

pendekatan yang menyeluruh dan adil untuk menciptakan perubahan yang 

signifikan dan berkelanjutan. 

Selain kemiskinan isu permasalahan  global dan nasional selanjutnya 

adalah ketimpangan. Ketimpangan telah menjadi isu global yang semakin 

mendesak dalam diskursus global dan nasional dalam selama dekade 

terakhir, dengan implikasi yang meluas baik di tingkat internasional 

maupun nasional.  ketimpangan ini mencerminkan distribusi sumber daya 

dan kesempatan yang tidak merata di antara individu, kelompok, dan 

negara. Teori ketimpangan menganalisis berbagai faktor yang 

berkontribusi terhadap disparitas ini, serta dampaknya terhadap struktur 

sosial, ekonomi, dan politik (Piketty & Saez, 2020). Dalam konteks 

global, ketimpangan antar negara telah mengalami perubahan signifikan, 

dengan beberapa negara berkembang mengalami pertumbuhan pesat 
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sementara yang lain tertinggal. Sementara itu, di tingkat nasional, banyak 

negara menghadapi tantangan dalam mengatasi kesenjangan pendapatan 

dan kekayaan yang semakin melebar. bFenomena ini ditandai oleh 

kesenjangan yang semakin lebar antara kelompok kaya dan miskin, baik 

dalam hal pendapatan maupun kekayaan. Menurut laporan World 

Inequality Report 2022, 10% populasi terkaya di dunia menguasai 76% 

dari total kekayaan rumah tangga global, sementara 50% populasi 

termiskin hanya memiliki 2% (Channel, Piketty, Saez, & Zucman, 2022). 

Kesenjangan yang ekstrem ini tidak hanya mencerminkan ketidakadilan 

ekonomi, tetapi juga berpotensi mengancam stabilitas sosial dan politik di 

berbagai negara. 

Ketimpangan di tingkat nasional, memiliki dampak yang sangat nyata 

terhadap kohesi sosial dan pembangunan ekonomi. Studi yang dilakukan 

oleh Ostry, Berg, & Tsangarides, (2019) menunjukkan bahwa negara-

negara dengan tingkat ketimpangan yang tinggi cenderung mengalami 

pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat dan kurang berkelanjutan. Hal 

ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk berkurangnya mobilitas 

sosial, terbatasnya akses terhadap pendidikan dan kesehatan bagi 

kelompok berpenghasilan rendah, serta menurunnya permintaan agregat 

akibat konsentrasi kekayaan pada segelintir individu. Di Indonesia, 

meskipun telah terjadi penurunan indeks Gini dari 0,41 pada tahun 2011 

menjadi 0,38 pada tahun 2021, ketimpangan masih menjadi tantangan 

serius bagi pembangunan nasional (BPS, 2022). Pandemi COVID-19 

telah memperparah ketimpangan yang ada, dengan dampak yang tidak 

proporsional terhadap kelompok-kelompok rentan. Laporan dari 

International Labour Organization (ILO) mengungkapkan bahwa krisis 

akibat pandemi telah menyebabkan hilangnya jam kerja setara dengan 255 

juta pekerjaan penuh waktu pada tahun 2020, dengan dampak terbesar 

dirasakan oleh pekerja di sektor informal dan mereka yang berada di 

negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah (International 

Labour Organization, 2021). Selain itu, penutupan sekolah dan transisi ke 

pembelajaran jarak jauh telah memperlebar kesenjangan pendidikan 

antara anak-anak dari keluarga kaya dan miskin, yang berpotensi 

memperburuk ketimpangan di masa depan. 

Era globalisasi dan kemajuan teknologi ketimpangan terjadi pada 

teori ketimpangan dimensi baru yaitu ketimpangan digital. Pada era ini 
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harus mempertimbangkan dimensi baru dari ketidaksetaraan. Adanya 

ketimpangan yang muncul sebagai bentuk ketimpangan yang signifikan, 

mempengaruhi akses individu dan komunitas terhadap informasi, peluang 

ekonomi, dan partisipasi sosial-politik (Dijk, 2020). Selain itu, perubahan 

iklim dan degradasi lingkungan semakin diakui sebagai faktor yang dapat 

memperburuk ketimpangan, dengan dampak yang tidak proporsional 

terhadap komunitas yang rentan dan negara-negara berkembang. 

Menghadapi kompleksitas dan persistensi ketimpangan, para peneliti dan 

pembuat kebijakan terus mengembangkan pendekatan baru untuk 

memahami dan mengatasi masalah ini. Salah satu arah yang menjanjikan 

adalah fokus pada "ketimpangan kesempatan" daripada hanya hasil akhir 

(Roemer & Trannoy, 2016). Pendekatan ini menekankan pentingnya 

menyediakan akses yang setara terhadap pendidikan berkualitas, 

perawatan kesehatan, dan peluang ekonomi sebagai fondasi untuk 

masyarakat yang lebih adil. Selain itu, ada pengakuan yang semakin besar 

terhadap pentingnya kebijakan yang bersifat inklusif dan partisipatif 

dalam mengatasi akar penyebab ketimpangan, melibatkan berbagai 

pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan dan 

implementasi solusi. Upaya untuk mengatasi ketimpangan global semakin 

kompleks karena adanya interkoneksi global dan dampak perubahan 

iklim. Negara-negara berkembang paling rentan terhadap guncangan 

ekonomi dan lingkungan, memiliki sumber daya yang lebih terbatas untuk 

mengatasi permasalahan seperti ketimpangan tersebut. menyebabkan 

terciptanya  siklus yang sulit diputus, di mana ketimpangan yang ada 

semakin memperdalam kerentanan terhadap krisis di masa depan. Upaya 

untuk mengatasi ketimpangan memerlukan pendekatan multidimensi 

yang melibatkan kebijakan fiskal, sosial, dan ekonomi yang terintegrasi. 

Piketty & Saez, (2020) menekankan pentingnya reformasi sistem 

perpajakan progresif dan peningkatan investasi publik dalam pendidikan, 

kesehatan, dan infrastruktur sebagai langkah kunci untuk mengurangi 

ketimpangan. Transparansi kepemilikan aset dab penguatan hak-

hakpekerja untuk menciptakan distribusi pendapatan yang lebih merata. 

Di tingkat global, kerjasama internasional dalam mengatasi penghindaran 

pajak dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan, seperti yang 

digariskan dalam Sustainable Development Goals (SDGs), menjadi 

semakin penting dalam upaya mengurangi ketimpangan antar negara. 



Pengantar Ekonomi Pembangunan | 31 

Permasalahan kemiskinan dan ketimpangan secara global maupun 

nasional merupakan tantangan kompleks baik sekala global mauun 

nasional yang memerlukan perhatian serius dan tindakan kolektif, baik di 

tingkat nasional maupun global. Mengatasi akar penyebab kemiskinan 

dan ketimpangan tidak hanya penting untuk mewujudkan keadilan sosial, 

tetapi juga crucial untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif 

dan berkelanjutan. Dengan memahami dinamika ketimpangan dan 

mengimplementasikan kebijakan yang tepat, kita dapat berharap untuk 

membangun masyarakat yang lebih adil dan makmur bagi semua. 

2. Perubahan Iklim dan Keberlanjutan Lingkungan 

Perubahan iklim merupakan ancaman eksistensial yang memerlukan 

tindakan global yang mendesak dan terkoordinasi. Peningkatan suhu 

global, kenaikan permukaan laut, dan peristiwa cuaca ekstrem yang 

semakin sering terjadi memiliki dampak luas pada ekosistem, ekonomi, 

dan masyarakat di seluruh dunia. Laporan terbaru dari Intergovernmental 

Panel on Climate Change (IPCC) menekankan perlunya pengurangan 

emisi gas rumah kaca yang cepat dan substansial untuk membatasi 

pemanasan global hingga 1,5°C di atas tingkat pra-industri (IPCC, 2022). 

Transisi menuju ekonomi rendah karbon menghadirkan tantangan dan 

peluang yang signifikan. Di satu sisi, diperlukan investasi besar dalam 

teknologi bersih, infrastruktur yang tangguh terhadap iklim, dan praktik 

berkelanjutan di semua sektor. Di sisi lain, transisi ini dapat menciptakan 

lapangan kerja baru, mendorong inovasi, dan meningkatkan ketahanan 

ekonomi jangka panjang. Namun, penting untuk memastikan bahwa 

transisi ini adil dan inklusif, terutama bagi komunitas dan pekerja yang 

bergantung pada industri berbasis bahan bakar fosil (Hepburn et al., 

2020). Perubahan iklim telah menjadi salah satu tantangan terbesar yang 

dihadapi umat manusia di abad ke-21. Peningkatan suhu global, naiknya 

permukaan air laut, dan peristiwa cuaca ekstrem yang semakin sering 

terjadi merupakan bukti nyata dari dampak aktivitas manusia terhadap 

sistem iklim Bumi (IPCC, 2021). Kegiatan antropogenik, terutama 

pembakaran bahan bakar fosil dan deforestasi, telah menyebabkan 

peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer, yang pada gilirannya 

mengakibatkan pemanasan global dan perubahan pola iklim (Pierre 

Friedlingstein et al, 2022) 
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Keberlanjutan lingkungan menjadi semakin penting dalam konteks 

perubahan iklim. Konsep ini menekankan pentingnya menjaga 

keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan manusia saat ini dan 

pelestarian sumber daya alam untuk generasi mendatang. Transisi menuju 

ekonomi rendah karbon dan praktik pembangunan berkelanjutan telah 

menjadi fokus utama dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 

di tingkat global (Sachs, 2023). Namun, implementasi kebijakan dan 

tindakan yang efektif masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk 

ketidaksetaraan global, konflik kepentingan, dan kurangnya kemauan 

politik. Keberlanjutan lingkungan juga mencakup perlindungan 

keanekaragaman hayati dan pengelolaan sumber daya alam yang 

bertanggung jawab. Hilangnya habitat dan eksploitasi berlebihan telah 

menyebabkan penurunan populasi spesies yang belum pernah terjadi 

sebelumnya, mengancam keseimbangan ekosistem dan jasa lingkungan 

yang penting bagi kesejahteraan manusia. Diperlukan pendekatan terpadu 

yang menggabungkan konservasi, restorasi ekosistem, dan pemanfaatan 

sumber daya yang berkelanjutan untuk mengatasi krisis keanekaragaman 

hayati ini 

Di tingkat nasional, negara-negara menghadapi dilema antara 

pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Indonesia, sebagai 

negara kepulauan terbesar di dunia, menghadapi risiko signifikan dari 

dampak perubahan iklim, termasuk kenaikan permukaan laut dan 

perubahan pola curah hujan. Upaya pemerintah Indonesia dalam 

mengatasi perubahan iklim tercermin dalam komitmennya terhadap 

Perjanjian Paris dan target Nationally Determined Contribution (NDC) 

untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Namun, implementasi kebijakan 

ini masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk ketergantungan pada 

bahan bakar fosil dan deforestasi yang terus berlanjut. Inovasi teknologi 

dan perubahan perilaku masyarakat memainkan peran kunci dalam 

mengatasi krisis iklim. Pengembangan energi terbarukan, efisiensi energi, 

dan praktik pertanian berkelanjutan merupakan beberapa solusi yang 

dapat diterapkan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (IRENA and 

ILO, 2022). Selain itu, pendidikan dan kesadaran publik tentang 

perubahan iklim dan keberlanjutan lingkungan sangat penting untuk 

mendorong perubahan perilaku dan mendukung kebijakan yang proaktif 

(Otto et al., 2020) 
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Kerjasama internasional menjadi semakin penting dalam mengatasi 

perubahan iklim sebagai masalah global. Kerangka kerja seperti Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) PBB dan Perjanjian Paris 

memberikan landasan untuk aksi kolektif. Namun, kesenjangan antara 

negara maju dan berkembang dalam hal sumber daya dan kapasitas untuk 

mengatasi perubahan iklim tetap menjadi tantangan signifikan. Pendanaan 

iklim, transfer teknologi, dan peningkatan kapasitas merupakan area kunci 

yang memerlukan perhatian lebih besar dari komunitas internasional 

untuk memastikan respons yang adil dan efektif terhadap krisis iklim 

global (Gupta & Vegelin, 2016) 

3. Urbanisasi dan Migrasi Internasional 

Urbanisasi terus menjadi tren global yang dominan, dengan proporsi 

penduduk perkotaan dunia diproyeksikan mencapai 68% pada tahun 2050 

(Rudy P.Tambunan, Chotib, Syarifah F.Syaukat, 2014). Pertumbuhan 

perkotaan yang cepat, terutama di negara-negara berkembang, 

menghadirkan tantangan yang kompleks dalam hal penyediaan 

infrastruktur, layanan dasar, dan pekerjaan yang layak. Namun, kota-kota 

juga merupakan pusat inovasi dan produktivitas ekonomi, menawarkan 

peluang untuk pembangunan berkelanjutan jika dikelola dengan baik. 

Urbanisasi merupakan fenomena global yang telah mengubah lanskap 

sosial, ekonomi, dan lingkungan di seluruh dunia. Proses ini ditandai 

dengan perpindahan penduduk dari daerah pedesaan ke perkotaan, serta 

pertumbuhan dan ekspansi wilayah perkotaan. Teori urbanisasi telah 

berkembang seiring waktu, mencakup berbagai perspektif dari bidang 

sosiologi, geografi, ekonomi, dan perencanaan kota. 

Salah satu teori utama yang menjelaskan urbanisasi adalah "Teori 

Modernisasi". Teori ini berpendapat bahwa urbanisasi merupakan 

konsekuensi alami dari pembangunan ekonomi dan industrialisasi. Orum, 

Gottdiener, & Johnstone, (2019) berpendapat, modernisasi mendorong 

pergeseran dari ekonomi berbasis pertanian ke ekonomi industri dan jasa, 

yang terkonsentrasi di daerah perkotaan. Akibatnya, kota-kota menjadi 

pusat inovasi, produktivitas, dan peluang ekonomi, menarik migrasi dari 

daerah pedesaan. Faktor-faktor yang mendorong urbanisasi sangat 

beragam dan saling terkait. Chen, Sui, Liu, Liu, & Y. Huang, (2020) 

mengidentifikasi lima faktor utama: (1) peluang ekonomi, (2) akses ke 

pendidikan dan layanan kesehatan yang lebih baik, (3) infrastruktur dan 
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fasilitas modern, (4) perubahan iklim dan degradasi lingkungan di daerah 

pedesaan, dan (5) globalisasi. Peluang ekonomi, khususnya, telah menjadi 

pendorong utama urbanisasi di negara-negara berkembang, di mana 

kesenjangan pendapatan antara daerah perkotaan dan pedesaan sering kali 

signifikan. 

Namun, urbanisasi juga membawa tantangan besar. Patel, King, 

Phelps, & Sanderson, (2017) menekankan bahwa pertumbuhan perkotaan 

yang cepat dan tidak terencana dapat menyebabkan masalah seperti 

kemacetan, polusi, pemukiman kumuh, dan ketegangan sosial. Oleh 

karena itu, konsep "urbanisasi berkelanjutan" telah muncul sebagai 

respons terhadap tantangan ini. Pendekatan ini menekankan pentingnya 

perencanaan kota yang terintegrasi, infrastruktur hijau, dan kebijakan 

inklusif untuk memastikan bahwa pertumbuhan perkotaan memberikan 

manfaat bagi semua penduduk sambil meminimalkan dampak 

lingkungan. Melihat ke masa depan, Zhang & Li, (2023) berpendapat 

bahwa teknologi akan memainkan peran kunci dalam membentuk 

trajektori urbanisasi. Konsep "kota pintar" yang memanfaatkan Internet 

of Things (IoT), kecerdasan buatan, dan analisis data besar berpotensi 

meningkatkan efisiensi pengelolaan perkotaan, kualitas hidup warga, dan 

keberlanjutan lingkungan. Namun, mereka juga memperingatkan bahwa 

adopsi teknologi harus disertai dengan kebijakan yang menjamin keadilan 

dan inklusivitas digital untuk mencegah melebarnya kesenjangan sosial-

ekonomi di daerah perkotaan. 

Migrasi internasional telah menjadi isu yang semakin penting dan 

sering diperdebatkan dalam agenda pembangunan global. Konflik, 

perubahan iklim, dan kesenjangan ekonomi mendorong perpindahan 

penduduk lintas batas negara dalam skala besar. Sementara migrasi dapat 

membawa manfaat ekonomi dan sosial bagi negara asal dan tujuan, hal ini 

juga menimbulkan tantangan dalam hal integrasi, perlindungan hak-hak 

migran, dan pengelolaan arus migrasi yang kompleks (IOM, 2020). 

Urbanisasi dan migrasi internasional telah menjadi fenomena global yang 

semakin menonjol dalam beberapa dekade terakhir. Kedua proses ini 

saling terkait dan memiliki dampak signifikan terhadap struktur sosial, 

ekonomi, dan lingkungan di tingkat lokal, nasional, dan global. Teori-teori 

yang menjelaskan dinamika ini terus berkembang seiring dengan 

perubahan pola dan karakteristik pergerakan manusia di era globalisasi 
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Castles & Miller, (1998). Salah satu teori yang paling berpengaruh dalam 

memahami urbanisasi dan migrasi internasional adalah "Teori Jaringan 

Migrasi" yang dikembangkan oleh Massey, (1993) dan terus diperbarui 

hingga saat ini. Teori ini menekankan peran jaringan sosial dalam 

memfasilitasi dan mempertahankan arus migrasi. Menurut teori ini, 

migran awal membentuk jembatan sosial yang mengurangi biaya dan 

risiko migrasi bagi calon migran berikutnya. Hal ini menciptakan efek 

bola salju yang mempercepat urbanisasi di daerah tujuan dan depopulasi 

di daerah asal (S. Vertovec, 2021). Dalam konteks global, "Teori Sistem-

Dunia" yang diperkenalkan oleh Wallerstein (1974) dan diperbarui oleh 

Sassen, (2018) memberikan perspektif makro tentang bagaimana 

urbanisasi dan migrasi internasional terkait dengan ketidaksetaraan 

struktural dalam sistem ekonomi global. Teori ini berpendapat bahwa 

penetrasi kapitalisme global ke negara-negara berkembang menciptakan 

populasi yang tercerabut dari cara hidup tradisional dan siap untuk 

bermigrasi ke pusat-pusat urban global. Kota-kota global seperti New 

York, London, dan Tokyo menjadi magnet bagi migran internasional, 

menciptakan tantangan dan peluang baru dalam tata kelola urban (Sassen, 

2018). 

Di tingkat nasional, "Teori Transisi Mobilitas" yang dikemukakan 

oleh Zelinsky, (1971) dan diperbarui oleh de Haas, (2021) menawarkan 

kerangka kerja untuk memahami bagaimana pola urbanisasi dan migrasi 

berubah seiring dengan perkembangan ekonomi suatu negara. Teori ini 

menunjukkan bahwa pada tahap awal pembangunan, urbanisasi didorong 

oleh migrasi internal dari desa ke kota. Namun, seiring dengan 

peningkatan pembangunan, migrasi internasional menjadi semakin 

penting, dengan negara-negara beralih dari pengirim migran menjadi 

penerima migran. Pemahaman ini sangat penting bagi pembuat kebijakan 

dalam menavigasi tantangan demografis dan ekonomi yang muncul dari 

perubahan pola mobilitas. Selanjutnya "Teori Migrasi Lingkungan" yang 

dikembangkan oleh Black et al.,(2011) dan diperbarui oleh Hoffmann et 

al., (2020) menyoroti peran perubahan lingkungan dalam mendorong 

urbanisasi dan migrasi internasional. Teori ini berpendapat bahwa 

degradasi lingkungan, perubahan iklim, dan bencana alam dapat menjadi 

faktor pendorong yang kuat bagi migrasi, baik internal maupun 

internasional. Hal ini menciptakan kategori baru "migran lingkungan" 
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atau "pengungsi iklim" yang memerlukan pendekatan kebijakan yang 

berbeda. Dengan meningkatnya frekuensi dan intensitas peristiwa cuaca 

ekstrem, teori ini menjadi semakin relevan dalam memahami dinamika 

urbanisasi dan migrasi kontemporer (Hoffmann et al., 2020) 

Migrasi internasional telah menjadi fenomena global yang kompleks 

dan multidimensi, mempengaruhi dinamika sosial, ekonomi, dan politik 

di seluruh dunia. Teori-teori migrasi internasional berusaha menjelaskan 

pola, penyebab, dan konsekuensi dari perpindahan manusia lintas batas 

negara. Salah satu teori yang paling berpengaruh adalah "Teori Sistem 

Migrasi" yang dikembangkan oleh Mabogunje, (1970) dan terus 

diperbarui oleh para peneliti kontemporer  Bakewell, (2014). Teori ini 

menekankan bahwa migrasi internasional terjadi dalam konteks sistem 

yang saling terhubung, di mana faktor-faktor di negara asal dan tujuan 

berinteraksi untuk membentuk arus migrasi. Faktor-faktor yang 

mendorong migrasi internasional dapat dikategorikan menjadi faktor 

pendorong (push factors) dan faktor penarik (pull factors). Faktor 

pendorong meliputi kondisi di negara asal yang mendorong orang untuk 

bermigrasi, seperti konflik, kemiskinan, dan kurangnya peluang ekonomi. 

Di sisi lain, faktor penarik adalah kondisi di negara tujuan yang menarik 

migran, seperti peluang kerja yang lebih baik, standar hidup yang lebih 

tinggi, dan stabilitas politik. (Czaika & Reinprecht, 2020) dalam 

penelitian mereka mengungkapkan bahwa faktor-faktor ini semakin 

kompleks di era globalisasi, dengan teknologi informasi dan komunikasi 

memainkan peran penting dalam membentuk aspirasi dan keputusan 

migrasi. "New Economics of Labor Migration" (NELM) yang 

dikembangkan oleh Stark & Bloom, (1985) dan diperbarui oleh (Oded 

Stark, 2018) menawarkan perspektif yang lebih nuansa. Teori ini 

berpendapat bahwa keputusan migrasi tidak hanya dibuat oleh individu, 

tetapi juga oleh unit keluarga atau rumah tangga sebagai strategi untuk 

mendiversifikasi risiko ekonomi, pentingnya remitansi dalam ekonomi 

migrasi dan bagaimana hal ini dapat mempengaruhi pembangunan di 

negara asal. Studi terbaru oleh Clemens et al. (2023) menunjukkan bahwa 

remitansi dapat memiliki dampak positif yang signifikan terhadap 

pengurangan kemiskinan dan peningkatan akses pendidikan di negara-

negara berkembang. 
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Teori jaringan sosial dalam migrasi, yang dipopulerkan oleh D. S. Massey, 

Joaquin Arango, Graeme Hugo, Ali Kouaouci, & Adela Pellegrino, (1993) dan 

diperbarui oleh Garip & Asad, (2015) menekankan peran penting koneksi 

interpersonal dalam memfasilitasi dan mempertahankan arus migrasi. 

Jaringan migran, yang terdiri dari ikatan keluarga, persahabatan, dan 

komunitas, dapat menurunkan biaya dan risiko migrasi serta meningkatkan 

kemungkinan migrasi internasional. Penelitian terbaru oleh Vullnetari, (2020) 

menunjukkan bagaimana jaringan sosial transnasional telah berevolusi di era 

digital, memungkinkan migran untuk mempertahankan ikatan yang kuat 

dengan negara asal mereka sambil berintegrasi di negara tujuan. Dalam 

konteks global yang semakin tidak pasti, teori-teori baru seperti 

"Environmental Migration Theory" yang dikembangkan oleh Piguet, (2013)  

dan diperbarui oleh Rigaud,et al, (2021) menjadi semakin relevan. Teori ini 

meneliti bagaimana perubahan lingkungan dan iklim dapat menjadi 

pendorong utama migrasi internasional di masa depan. Studi terbaru oleh 

Cattaneo, C., et al, (2019) menunjukkan bahwa dampak perubahan iklim, 

seperti kenaikan permukaan laut dan peristiwa cuaca ekstrem, dapat 

mengakibatkan perpindahan massal dan menciptakan kategori baru 

"pengungsi iklim". Ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih holistik 

dan interdisipliner dalam memahami dan mengelola migrasi internasional di 

abad ke-21. Data migrasi menurut IOM, (2022) menunjukkan kenaikan 3,6 

percen dari tahun sebelumnya, berbagai faktor penyebab migrasi internasional 

perlu kebijakan efektif dalam pengelolaannya.  

 
Gambar 2.1 Data Migrasi Internasional (IOM, 2022) 
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Kebijakan yang efektif untuk mengelola urbanisasi dan migrasi 

memerlukan pendekatan holistik yang mempertimbangkan aspek 

ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ini termasuk investasi dalam 

infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan, perbaikan tata kelola kota, 

dan pengembangan sistem migrasi yang aman, teratur, dan reguler. 

Kerjasama internasional dan regional juga penting untuk mengatasi akar 

penyebab migrasi paksa dan memaksimalkan potensi positif darimobilitas 

manusia (OECD, 2020). 

4. Perkembangan Teknologi dan Dampaknya terhadap Tenaga Kerja 

Revolusi industri keempat, yang ditandai oleh kemajuan pesat dalam 

kecerdasan buatan, robotika, dan teknologi digital lainnya, sedang 

mengubah lanskap pekerjaan secara global. Otomatisasi dan digitalisasi 

mengancam banyak pekerjaan tradisional, terutama yang melibatkan 

tugas-tugas rutin dan berulang. Namun, pada saat yang sama, teknologi 

baru juga menciptakan peluang kerja baru dalam bidang-bidang seperti 

analisis data, pengembangan perangkat lunak, dan ekonomi platform. 

Selain itu, perkembangan teknologi juga mengubah sifat pekerjaan itu 

sendiri, dengan meningkatnya prevalensi pekerjaan jarak jauh, ekonomi 

gig, dan bentuk-bentuk pekerjaan fleksibel lainnya. Sementara ini dapat 

menawarkan fleksibilitas dan peluang baru bagi banyak pekerja, hal ini 

juga menimbulkan pertanyaan tentang perlindungan sosial, hak-hak 

pekerja, dan keamanan kerja dalam ekonomi digital. Diperlukan kerangka 

regulasi yang inovatif untuk memastikan bahwa manfaat dari transformasi 

digital ini didistribusikan secara adil dan berkelanjutan (UNCTAD, 2021). 

Beberapa dekade ini, perkembangan teknologi telah mengubah lanskap 

dunia kerja secara signifikan. Digitalisasi, pemanfaatan kecerdasan 

buatan (Artificial Intelegent) dan serba otomatis menghadirkan 

kemudahan, peluang sekaligus tantangan bagi tenaga kerja global. World 

Economic Forum, 2023) melaporkan bahwa hingga tahun 2025, 85 juta 

pekerjaan mungkin akan tergantikan oleh pergeseran pembagian kerja 

antara manusia dan mesin, sementara 97 juta peran baru mungkin akan 

muncul yang lebih sesuai dengan pembagian kerja baru antara manusia, 

mesin, dan algoritma 

Salah satu dampak signifikan dari perkembangan teknologi adalah 

peningkatan produktivitas. Automasi dan AI telah memungkinkan 

perusahaan untuk  mengoptimalkan proses produksi dan layanan mereka. 
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Namun, hal ini juga menimbulkan kekhawatiran tentang pengangguran 

teknologi. Benedikt & Osborne, (2016) memperkirakan bahwa sekitar 

47% pekerjaan di Amerika Serikat berisiko tinggi untuk diotomatisasi 

dalam dua dekade mendatang. Meskipun demikian, banyak ahli 

berpendapat bahwa teknologi juga menciptakan pekerjaan baru, seperti 

yang terjadi dalam revolusi industri sebelumnya. Perubahan teknologi 

juga telah mengubah sifat pekerjaan itu sendiri. Munculnya ekonomi gig 

dan platform kerja digital telah menciptakan bentuk pekerjaan yang lebih 

fleksibel namun juga lebih tidak stabil. Pesatnya perkembangan teknologi 

juga menuntut pekerja untuk terus memperbarui keterampilan mereka. 

Menurut penelitian (Manyika et al., 2017), hingga 375 juta pekerja (14% 

dari angkatan kerja global) mungkin perlu beralih kategori pekerjaan dan 

mempelajari keterampilan baru karena otomatisasi dan AI pada tahun 

2030. 

Di sisi lain, teknologi juga telah membuka peluang baru bagi tenaga 

kerja. Pekerjaan jarak jauh dan kolaborasi virtual yang dimungkinkan oleh 

teknologi digital telah meningkatkan fleksibilitas dan akses ke peluang 

kerja global. Pandemi COVID-19 telah mempercepat tren ini, dengan 

banyak perusahaan yang mengadopsi model kerja hybrid atau sepenuhnya 

remote. Menurut (Arlington, 2020), sebuah survey yang dilakukan 

Gartner.Inc menunjukkan bahwa 48% karyawan kemungkinan akan 

bekerja secara remote setidaknya sebagian waktu pasca pandemi, 

dibandingkan dengan 30% sebelum pandemi. Lihat gambar 2.2 

 
Gambar 2.2 Company leader intentions regarding flexible working after 

COVID-19 (survey gartner, 2020) 
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Menghadapi perubahan ini, pemerintah dan organisasi perlu mengambil 

langkah-langkah untuk mempersiapkan tenaga kerja menghadapi masa depan. 

Ini termasuk investasi dalam pendidikan dan pelatihan ulang, pengembangan 

kebijakan yang mendukung pembelajaran seumur hidup, dan penciptaan 

jaring pengaman sosial yang kuat untuk pekerja yang terkena dampak negatif 

dari perubahan teknologi. World Economic Forum, (2023) menekankan 

pentingnya upskilling dan reskilling tenaga kerja global, dengan 

memperkirakan bahwa 44% keterampilan inti pekerja akan berubah dalam 

lima tahun ke depan.  

Kesenjangan keterampilan menjadi tantangan utama dalam menghadapi 

transformasi teknologi ini. Banyak pekerja berisiko tertinggal karena tidak 

memiliki keterampilan digital dan kognitif tingkat tinggi yang semakin 

dibutuhkan di pasar kerja modern. Ini menekankan pentingnya pendidikan 

seumur hidup dan pelatihan ulang untuk memastikan bahwa angkatan kerja 

dapat beradaptasi dengan tuntutan ekonomi yang berubah cepat. Investasi 

dalam pengembangan sumber daya manusia menjadi kunci untuk memastikan 

transisi yang adil menuju ekonomi digital (ILO, 2019) 

 

 

B. TANTANGAN PEMBANGUNAN NASIONAL 

Negara-negara berkembang menghadapi berbagai tantangan dalam upaya 

mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Meskipun telah ada kemajuan 

signifikan dalam beberapa dekade terakhir, masih terdapat hambatan-

hambatan struktural yang perlu diatasi. Secara nasional, empat aspek krusial 

yang sering menjadi hambatan utama adalah ketergantungan ekonomi dan 

hutang luar negeri, korupsi dan tata kelola yang lemah, serta infrastruktur yang 

tidak memadai dan Kesenjangan gender dan sosial. Masing-masing faktor ini 

memiliki dampak yang signifikan terhadap trajektori pembangunan dan 

kesejahteraan masyarakat di negara-negara tersebut. 

1. Ketergantungan Ekonomi dan Hutang Luar Negeri 

Teori ketergantungan ekonomi, yang berakar pada pemikiran 

strukturalis Amerika Latin pada tahun 1950-an dan 1960-an, tetap relevan 

dalam memahami dinamika ekonomi global kontemporer. Teori ini 

berpendapat bahwa ketidaksetaraan global yang ada saat ini berakar pada 

sejarah kolonialisme dan imperialisme, yang telah menciptakan hubungan 

ekonomi yang tidak seimbang antara negara maju (pusat) dan negara 
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berkembang (pinggiran). Dalam konteks modern, ketergantungan ini 

sering dimanifestasikan melalui pola perdagangan yang tidak 

menguntungkan dan akumulasi hutang luar negeri (Vernengo & Pérez 

Caldentey, 2020). Salah satu aspek utama dari ketergantungan ekonomi 

adalah ketergantungan pada ekspor komoditas primer. Banyak negara 

berkembang masih bergantung pada ekspor bahan mentah dan komoditas 

pertanian, yang harganya sangat fluktuatif di pasar global. Penelitian oleh 

Akyüz & Gore, (1996) menunjukkan bahwa negara-negara yang sangat 

bergantung pada ekspor komoditas cenderung mengalami volatilitas 

ekonomi makro yang lebih tinggi dan pertumbuhan jangka panjang yang 

lebih lambat. Ketergantungan ini membuat negara-negara berkembang 

rentan terhadap guncangan eksternal dan membatasi kemampuan mereka 

untuk mendiversifikasi ekonomi mereka ke sektor-sektor dengan nilai 

tambah yang lebih tinggi. 

Hutang luar negeri menjadi komponen penting dalam teori 

ketergantungan ekonomi modern. M. Ahyan Kose, Peter Nagle, Franziska 

Ohnsorge, & Naotaka Sugawa, (2021) menganalisis tren hutang global 

dan menemukan bahwa rasio hutang terhadap PDB di negara-negara 

berkembang telah meningkat secara signifikan dalam dekade terakhir, 

mencapai level tertinggi dalam 50 tahun terakhir. Hutang ini sering 

digunakan untuk membiayai defisit anggaran dan proyek-proyek 

pembangunan, tetapi juga dapat menciptakan siklus ketergantungan yang 

sulit diputus. Pembayaran bunga yang tinggi dapat mengalihkan sumber 

daya dari investasi produktif, sementara persyaratan pinjaman sering kali 

membatasi ruang kebijakan pemerintah (Stiglitz & Rashid, 2020) 

Krisis COVID-19 telah memperburuk situasi hutang di banyak negara 

berkembang. Laporan Bank Dunia (2022) menunjukkan bahwa pandemi 

telah membalikkan kemajuan pengurangan kemiskinan selama dua 

dekade dan meningkatkan kerentanan fiskal di banyak negara 

berpenghasilan rendah dan menengah. Sebagai respons, beberapa ekonom 

dan pembuat kebijakan telah menyerukan reformasi arsitektur keuangan 

global. Misalnya, Kevin P Gallagher & Richard Kozul-Wright, (2021) 

mengusulkan pendekatan baru untuk restrukturisasi hutang dan 

pembiayaan pembangunan yang lebih selaras dengan tujuan 

pembangunan berkelanjutan. Meskipun demikian, beberapa negara telah 

berhasil mengurangi ketergantungan ekonomi mereka melalui strategi 
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pembangunan yang inovatif. Lin, J. Y., & Wang, (2023) menganalisis 

kasus-kasus sukses di Asia Timur, di mana negara-negara seperti Korea 

Selatan dan China telah berhasil mentransformasi ekonomi mereka 

melalui kebijakan industri yang ditargetkan dan investasi dalam modal 

manusia. Mereka berpendapat bahwa negara-negara berkembang lainnya 

dapat belajar dari pengalaman ini, dengan menekankan pentingnya 

pengembangan kapasitas domestik, diversifikasi ekonomi, dan negosiasi 

yang lebih baik dalam hubungan ekonomi internasional. 

Ketergantungan ekonomi terhadap negara maju dan lembaga 

keuangan internasional telah lama menjadi karakteristik negara 

berkembang. Hutang luar negeri, yang seringkali diambil untuk mendanai 

proyek pembangunan atau menutupi defisit anggaran, dapat menjadi 

beban berat dalam jangka panjang. Menurut Kentikelenis & Babb, (2019), 

kebijakan penyesuaian struktural yang sering menyertai pinjaman dari 

lembaga seperti IMF dan Bank Dunia seringkali memiliki dampak negatif 

terhadap sektor publik dan kesejahteraan sosial. Negara-negara peminjam 

sering terjebak dalam siklus hutang yang sulit diputus, di mana sebagian 

besar anggaran negara dialokasikan untuk membayar bunga hutang alih-

alih investasi dalam pembangunan. 

Banyak negara berkembang masih bergantung pada ekspor komoditas 

primer dan impor barang manufaktur, menciptakan ketidakseimbangan 

perdagangan yang kronis. Situasi ini sering kali diperburuk oleh beban 

hutang luar negeri yang besar. Menurut laporan (World Bank, 2022), rasio 

hutang terhadap PDB negara-negara berpenghasilan rendah dan 

menengah meningkat dari 54% pada 2019 menjadi 62% pada 2021, 

sebagian besar disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19. 

Ketergantungan pada pinjaman luar negeri ini membatasi kemampuan 

negara untuk berinvestasi dalam pembangunan jangka panjang dan 

membuat mereka rentan terhadap guncangan eksternal (M. Ahyan Kose 

et al., 2021). Ketergantungan ekonomi suatu negara menyebabkan adanya 

keterbatasan sebuah negara dalam memberlakukan kebijakan-kebijakan  

dalam peningkatan ekonominya. Untuk itu ketergantungan ekonomi 

terutama pada pinjaman luar negeri perlu dikaji ulang sehingga 

meminimalisir ketergantungan tersebut. Indonesia termasuk negara 

dengan ketergantungan ekonomi terutama terhadap hutang luar negeri 

termasuk dalam sepuluh besar secara global. lihat gambar 2.3 
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Gambar 2.3. Top 10 low and midle income Borrowers 2019 -2020 

Sumber : World Bank, 2022) 

2. Korupsi dan Tata Kelola yang Lemah 

Korupsi dan tata kelola yang buruk merupakan hambatan serius bagi 

pembangunan di banyak negara berkembang. Korupsi dan tata kelola 

yang lemah merupakan dua sisi mata uang yang saling berkaitan erat. 

Ketika sistem tata kelola dalam suatu organisasi atau pemerintahan tidak 

berjalan dengan baik, hal ini membuka celah bagi praktik-praktik korupsi 

untuk tumbuh subur. Sebaliknya, korupsi yang mengakar dalam suatu 

sistem akan semakin melemahkan tata kelola yang ada, menciptakan 

lingkaran setan yang sulit diputus. Fenomena ini tidak hanya terjadi di 

negara-negara berkembang, namun juga masih menjadi tantangan bagi 

banyak negara maju. 

Dampak dari korupsi dan tata kelola yang lemah sangatlah luas dan 

merusak. Pada tingkat makro, hal ini dapat menghambat pertumbuhan 

ekonomi, mengurangi investasi asing, dan menurunkan kualitas 

pelayanan publik. Sementara pada tingkat mikro, korupsi menciptakan 

ketidakadilan sosial, di mana akses terhadap sumber daya dan kesempatan 

menjadi terbatas hanya bagi mereka yang memiliki koneksi atau 

kemampuan untuk membayar suap. Lebih jauh lagi, hal ini dapat mengikis 

kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah dan menimbulkan 

ketidakstabilan sosial-politik. 

Pratikno dan Lay (2021) mengemukakan bahwa korupsi tidak hanya 

menggerogoti sumber daya yang seharusnya digunakan untuk 
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pembangunan, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap institusi 

pemerintah. Hal ini mengakibatkan lemahnya penegakan hukum, 

ketidakefisienan birokrasi, dan distorsi dalam alokasi sumber daya. 

Upaya-upaya reformasi sering kali terhambat oleh elit politik dan 

ekonomi yang memiliki kepentingan dalam mempertahankan status quo. 

Korupsi dan tata kelola yang buruk tetap menjadi hambatan signifikan 

bagi pembangunan di banyak negara berkembang. Transparency 

International, (2023) melaporkan bahwa dua pertiga negara di dunia 

memiliki skor di bawah 50 dari 100 dalam Indeks Persepsi Korupsi, 

dengan negara-negara berkembang mendominasi peringkat bawah. 

Korupsi tidak hanya mengalihkan sumber daya dari investasi produktif 

tetapi juga merusak kepercayaan publik dan menghambat reformasi 

kebijakan yang diperlukan. Studi oleh Saidi, Labidi, & Ochi, (2023) 

menunjukkan bahwa perbaikan dalam kualitas tata kelola berkorelasi 

positif dengan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di 

negara-negara Afrika Sub-Sahara. 

Upaya pemberantasan korupsi dan perbaikan tata kelola 

membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Ini 

mencakup reformasi sistem hukum dan peradilan, penguatan lembaga-

lembaga pengawas independen, peningkatan transparansi dan 

akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik, serta edukasi dan 

pemberdayaan masyarakat sipil. Pengalaman dari berbagai negara 

menunjukkan bahwa keberhasilan upaya ini sangat bergantung pada 

komitmen politik yang kuat dari para pemimpin, serta partisipasi aktif dari 

seluruh elemen masyarakat. Dalam konteks global, kerja sama 

internasional juga memainkan peran penting dalam memerangi korupsi 

lintas batas. Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC) telah 

menyediakan kerangka hukum internasional untuk mengatasi masalah ini. 

Namun, implementasi efektif dari konvensi tersebut masih menjadi 

tantangan bagi banyak negara. Di sisi lain, kemajuan teknologi seperti 

blockchain dan big data analytics membuka peluang baru dalam upaya 

pencegahan dan deteksi korupsi, meskipun penerapannya masih 

memerlukan kajian lebih lanjut terkait aspek privasi dan keamanan data. 

3. Infrastruktur yang Tidak Memadai 

Infrastruktur merupakan fondasi fisik dan organisasi yang diperlukan 

untuk beroperasinya suatu masyarakat atau perusahaan (Fulmer, 2009). 



Pengantar Ekonomi Pembangunan | 45 

Ini mencakup berbagai fasilitas dan sistem yang mendukung kehidupan 

sehari-hari, seperti jalan, jembatan, rel kereta api, pelabuhan, bandara, 

sistem air bersih, pembuangan limbah, jaringan listrik, dan 

telekomunikasi. Menurut World Bank, (2023) infrastruktur juga meliputi 

layanan sosial seperti sekolah, rumah sakit, dan fasilitas publik lainnya 

yang penting bagi perkembangan ekonomi dan sosial suatu negara. 

Infrastruktur dapat dibagi menjadi dua kategori utama: infrastruktur keras 

(hard infrastructure) dan infrastruktur lunak (soft infrastructure). 

Infrastruktur keras mengacu pada aset fisik yang nyata seperti jalan raya, 

bandara, dan jaringan listrik. Sementara itu, infrastruktur lunak meliputi 

institusi yang diperlukan untuk memelihara standar ekonomi, kesehatan, 

budaya, dan sosial suatu negara, seperti sistem pendidikan, sistem 

perawatan kesehatan, sistem pemerintahan, penegakan hukum, dan sistem 

keuangan (Torrisi, 2009). 

Pentingnya infrastruktur dalam pembangunan ekonomi dan sosial 

telah lama diakui oleh para ekonom dan pembuat kebijakan. Aschauer, 

(1989) dalam penelitiannya yang berpengaruh menemukan bahwa 

investasi dalam infrastruktur publik memiliki dampak positif yang 

signifikan terhadap produktivitas sektor swasta dan pertumbuhan 

ekonomi. Lebih lanjut, studi oleh Calderón & Servén, (2004) 

menunjukkan bahwa kuantitas dan kualitas infrastruktur berkorelasi 

positif dengan pertumbuhan ekonomi dan berkorelasi negatif dengan 

ketimpangan pendapatan.Infrastruktur yang baik tidak hanya mendukung 

aktivitas ekonomi tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 

Misalnya, sistem transportasi yang efisien dapat mengurangi waktu 

perjalanan, meningkatkan aksesibilitas, dan mengurangi polusi. Demikian 

pula, akses ke air bersih dan sanitasi yang memadai secara langsung 

berdampak pada kesehatan masyarakat dan produktivitas. Namun, 

meskipun perannya sangat penting, banyak negara masih menghadapi 

tantangan dalam menyediakan infrastruktur yang memadai. Faktor-faktor 

seperti keterbatasan anggaran, pertumbuhan populasi yang cepat, 

urbanisasi, dan perubahan iklim semakin mempersulit upaya pemerintah 

dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur (OECD, 2018). Hal ini sering 

kali mengakibatkan kondisi infrastruktur yang tidak memadai di berbagai 

belahan dunia, terutama di negara-negara berkembang. 
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Infrastruktur yang tidak memadai dapat didefinisikan sebagai kondisi 

di mana fasilitas dan sistem yang ada tidak mampu memenuhi kebutuhan 

masyarakat secara efektif dan efisien. Hal ini dapat disebabkan oleh 

berbagai faktor, termasuk kurangnya investasi, pemeliharaan yang buruk, 

perencanaan yang tidak tepat, atau ketidakmampuan untuk mengikuti 

pertumbuhan populasi dan perkembangan teknologi. Salah satu indikator 

infrastruktur yang tidak memadai adalah kondisi fisik yang buruk atau 

ketinggalan zaman. Misalnya, jalan-jalan yang rusak, jembatan yang tidak 

aman, atau sistem air yang sering mengalami kebocoran.  

Selain kondisi fisik, infrastruktur yang tidak memadai juga dapat 

dilihat dari ketidakmampuannya untuk memenuhi permintaan. Sebagai 

contoh, kemacetan lalu lintas yang parah di kota-kota besar menunjukkan 

bahwa infrastruktur transportasi tidak mampu menangani volume 

kendaraan yang ada. Di banyak negara berkembang, kurangnya akses ke 

listrik yang andal merupakan hambatan serius bagi pertumbuhan 

ekonomi. Menurut data World Bank, (2021) sekitar 733 juta orang masih 

tidak memiliki akses ke listrik. Infrastruktur yang tidak memadai juga 

dapat bermanifestasi dalam bentuk distribusi yang tidak merata. Sering 

kali terdapat kesenjangan yang signifikan antara daerah perkotaan dan 

pedesaan dalam hal akses ke infrastruktur dasar. Studi oleh S. G. Banerjee, 

Moreno, Sinton, Primiani, & Seong, (2017) menunjukkan bahwa di 

banyak negara berkembang, penduduk pedesaan memiliki akses yang 

jauh lebih rendah ke air bersih, sanitasi, listrik, dan internet dibandingkan 

dengan penduduk perkotaan. 

Dampak dari infrastruktur yang tidak memadai dapat sangat luas dan 

merugikan. Dari segi ekonomi, hal ini dapat mengakibatkan penurunan 

produktivitas, peningkatan biaya operasional, dan hambatan dalam 

perdagangan dan investasi. Sebuah laporan oleh McKinsey & Company, 

(2016) memperkirakan bahwa dunia perlu menginvestasikan rata-rata 

$3,7 triliun per tahun dalam infrastruktur hingga 2035 untuk mendukung 

tingkat pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan. Secara sosial, 

infrastruktur yang tidak memadai dapat memperburuk ketimpangan, 

menghambat akses ke layanan dasar, dan menurunkan kualitas hidup. 

Misalnya, kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi yang memadai masih 

menjadi masalah serius di banyak negara berkembang, menyebabkan 

masalah kesehatan yang serius dan mempengaruhi produktivitas. Selain 
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itu, infrastruktur yang buruk juga dapat meningkatkan kerentanan 

terhadap bencana alam dan dampak perubahan iklim, seperti yang 

ditunjukkan oleh kegagalan infrastruktur selama bencana banjir atau badai 

yang parah. 

Kekurangan infrastruktur yang memadai menjadi salah satu 

bottleneck utama dalam pembangunan ekonomi negara berkembang. 

Thacker et al., (2019) menyoroti bahwa kesenjangan infrastruktur tidak 

hanya menghambat pertumbuhan ekonomi tetapi juga membatasi akses 

masyarakat terhadap layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan 

sanitasi. Investasi dalam infrastruktur, terutama di bidang transportasi, 

energi, dan telekomunikasi, sangat diperlukan untuk meningkatkan 

produktivitas dan daya saing ekonomi. Namun, keterbatasan anggaran dan 

kapasitas teknis sering kali menjadi kendala dalam implementasi proyek-

proyek infrastruktur berskala besar. Kekurangan infrastruktur tetap 

menjadi kendala utama bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan 

sosial di negara berkembang. Goblal Intfrastucture Hub, 2021) 

memperkirakan kesenjangan investasi infrastruktur global sebesar $15 

triliun hingga 2040, dengan sebagian besar kebutuhan berada di negara-

negara berkembang. Infrastruktur yang buruk, terutama dalam 

transportasi, energi, dan telekomunikasi, meningkatkan biaya bisnis, 

menghambat produktivitas, dan membatasi akses ke layanan dasar. 

Namun, investasi infrastruktur yang tepat dapat menjadi katalis 

pertumbuhan; misalnya, Calderón-Garcidueñas et al., (2020) menemukan 

bahwa peningkatan stok infrastruktur sebesar 1% di Afrika dapat 

meningkatkan pertumbuhan PDB per kapita sebesar 0,7% dalam jangka 

panjang. 

4. Ketimpangan Gender dan Sosial 

Ketimpangan gender dan sosial tetap menjadi tantangan signifikan di 

banyak negara berkembang, menghambat potensi pembangunan manusia 

dan ekonomi. Laporan Kesenjangan Gender (World Economic Forum, 

2023) menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan, diperlukan rata-rata 

131 tahun untuk mencapai kesetaraan gender secara global. Di negara-

negara berkembang, perempuan sering menghadapi hambatan dalam 

akses pendidikan, perawatan kesehatan, pekerjaan formal, dan partisipasi 

politik. Selain itu, ketimpangan sosial yang lebih luas, termasuk disparitas 

pendapatan dan kesempatan berdasarkan etnis atau status sosial ekonomi, 
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tetap menjadi masalah persisten. Ketiadaan keseimbangan gender 

merujuk pada ketidaksetaraan antara pria dan wanita dalam akses terhadap 

sumber daya, peluang, dan hak. Ini termasuk ketidaksetaraan dalam 

pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan partisipasi politik. Dampak 

ketimpangan gender dapat terjadi diberbagai bidang baik ekonomi, 

kesehatan serta pendidikan. Di bidang ekonomi, Perempuan sering kali 

memiliki akses yang terbatas terhadap pekerjaan yang layak dan 

pendapatan yang setara. Menurut laporan World Ecnonomic Forum, 

(2023), kesenjangan ini menghambat pertumbuhan ekonomi global. 

Dampak dibidang kesehatan mencakup Akses yang tidak merata ke 

layanan kesehatan menyebabkan perbedaan signifikan dalam kesehatan 

perempuan dan anak-anak, sedangkan di bidang pendidikan, dibanyak 

negara, terutama di daerah pedesaan dan tertinggal, perempuan masih 

menghadapi hambatan untuk mendapatkan pendidikan yang sama dengan 

laki-laki. Di Indonesia, meskipun ada kemajuan dalam pendidikan 

perempuan, masih ada tantangan dalam partisipasi perempuan di sektor 

formal dan pengambilan keputusan. Data menunjukkan bahwa perempuan 

menduduki lebih sedikit posisi kepemimpinan dibandingkan laki-laki. 

 
Gambar 2.4. Proporsi Perempuan di posisi manajerial d Indonesia 2021-

2023. Sumber: Badan Pusat Statistik 2023 
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Adapun ketiadaan keseimbangan sosial mencakup ketidakadilan dalam 

akses terhadap kekayaan, pendidikan, dan peluang sosial lainnya. 

Kesenjangan ini sering kali berkaitan dengan faktor-faktor seperti kelas sosial, 

ras, etnis, dan lokasi geografis. Dampak global adanya ketimpangan sosial 

meliputi:  

a. Kesejahteraan, adanya ketidak seimbangan sosial berkontribusi terhadap 

kemiskinan dan marginalisasi kelompok tertentu, memperburuk kualitas 

hidup dan akses ke layanan dasar. Ketidakseimbangan sosial sering kali 

menyebabkan distribusi sumber daya yang tidak merata. Kelompok yang 

terpinggirkan sering kali tetap terjebak dalam siklus kemiskinan, 

menghambat akses mereka ke pendidikan, kesehatan, dan kesempatan 

kerja yang lebih baik. Kurangnya akses terhadap pendidikan berkualitas 

mengakibatkan individu kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang 

layak, yang pada gilirannya mempengaruhi pendapatan dan kualitas hidup 

mereka. Kelompok yang kurang beruntung sering kali tidak memiliki 

akses yang memadai ke layanan kesehatan, makanan bergizi, dan 

lingkungan yang sehat, yang dapat meningkatkan risiko penyakit dan 

mengurangi harapan hidup 

b. Konfik, ketidakseimbangan sosial dapat memicu ketegangan dan konflik 

di masyarakat. Ketidakpuasan dan frustrasi dari kelompok yang 

terpinggirkan dapat menyebabkan protes, kekerasan, dan ketidakstabilan, 

yang merugikan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. 

Di Indonesia, perbedaan antara wilayah perkotaan dan pedesaan 

menciptakan kesenjangan dalam akses terhadap pendidikan dan layanan 

kesehatan dan sosial. Hal ini mengakibatkan ketidaksetaraan yang signifikan 

dalam kualitas hidup masyarakat. Ketiadaan keseimbangan gender dan sosial 

adalah tantangan yang memerlukan perhatian serius dari semua pihak, baik 

pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta, untuk menciptakan 

masyarakat yang lebih adil dan setara. Mengatasi tantangan-tantangan ini 

membutuhkan pendekatan holistik dan komitmen jangka panjang. Pentingnya 

reformasi kelembagaan dalam peangannan ketimpangan gender dan sosial 

serta, peningkatan kapasitas pemerintah juga kerjasama internasional yang 

lebih adil akan mempermudah dalam mengahadapi tantangan tersebut. 

Negara-negara berkembang perlu mengembangkan strategi pembangunan 

yang inklusif dan berkelanjutan, dengan fokus pada pengembangan sumber 

daya manusia, diversifikasi ekonomi, dan penguatan institusi. Sementara itu, 
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komunitas internasional dapat berperan dalam menyediakan dukungan teknis 

dan finansial yang lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan spesifik 

masing-masing negara. Beberapa kebijakan publik dalam upaya mengatisipasi 

tantangan seperti ketimpangan gender dan sosial dalah perumausah dan 

pelaksanaan lebijakan inklusif dan berfokus pada pemberdayaan perempuan 

serta kelompok yang terpinggirkan. Adapun upaya untuk mengurangi 

ketidakseimbangan gender adalah : 

a. Kebijakan kuota gender, Beberapa negara, seperti Rwanda dan Norwegia, 

menerapkan kuota untuk perempuan dalam posisi politik. Ini 

meningkatkan representasi perempuan dalam pengambilan keputusan. 

b. Program pendidikan untuk perempuan, Program seperti "Girl Rising" di 

berbagai negara bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi 

perempuan, membantu mereka menyelesaikan pendidikan dasar dan 

menengah. 

c. Perlindungan hukum terhadap Kekerasan Berbasis Gender, Negara-

negara seperti Spanyol dan Prancis telah mengesahkan undang-undang 

yang memberikan perlindungan lebih kuat terhadap perempuan dari 

kekerasan dan pelecehan. 

d. Inisiatif kesehatan reproduksi, Program kesehatan reproduksi yang 

komprehensif, seperti yang diterapkan di negara-negara Skandinavia, 

memberikan akses kepada perempuan untuk layanan kesehatan yang 

penting, termasuk kontrasepsi dan perawatan prenatal. 

Program-program kebijakan publik yang dapat mengurangi 

ketidakseimbangan sosial diantaranya adalah :  

a. Program jaminan sosial, Negara-negara seperti Brasil dengan program 

Bolsa Família memberikan bantuan keuangan kepada keluarga 

berpendapatan rendah, yang membantu mengurangi kemiskinan dan 

meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan. 

b. Kebijakan akses pendidikan, Beberapa negara telah menerapkan 

pendidikan gratis dan wajib untuk anak-anak, seperti yang dilakukan di 

Finlandia, untuk memastikan semua anak memiliki kesempatan yang 

sama dalam pendidikan. 

c. Reformasi pajak progresif, Kebijakan pajak yang progresif, di mana orang 

yang berpenghasilan lebih tinggi membayar proporsi yang lebih besar, 

dapat membantu mengurangi kesenjangan pendapatan. Contohnya adalah 

kebijakan pajak di negara-negara Nordic. 
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d. Program pelatihan dan pemberdayaan ekonomi, Inisiatif seperti program 

pelatihan keterampilan di India membantu kelompok-kelompok 

terpinggirkan untuk mendapatkan keterampilan yang diperlukan untuk 

memasuki pasar kerja. 

 

 

C. KESIMPULAN 

Kompleksitas permasalahan pembangunan global dan nasional menuntut 

pendekatan holistik dan kolaboratif dari berbagai pemangku kepentingan, 

yaitu pendekatan yang menyeluruh yang melibatkan berbagai pihak. Hal ini 

mencerminkan bahwa permasalahan global maupun  nasional tidak dapat 

diselesaikan oleh satu sektor maupun satu aktor saja. Tantangan seperti 

kesenjangan ekonomi, perubahan iklim, dan ketidakstabilan geopolitik 

memerlukan solusi inovatif yang mempertimbangkan keunikan konteks lokal 

maupun dinamika global. Kita harus mengakui bahwa tidak ada solusi 

universal yang dapat diterapkan secara seragam untuk mengatasi masalah-

masalah ini, yang berarti  tidak ada "one-size-fits-all" solusi, mengakui 

keberagaman kondisi di berbagai negara dan wilayah. Sebaliknya, diperlukan 

strategi adaptif yang menggabungkan kebijakan berbasis bukti, teknologi 

tepat guna, dan partisipasi aktif masyarakat. Pendekatan yang fleksibel, 

menggabungkan kebijakan berbasis bukti, teknologi tepat guna, dan 

partisipasi masyarakat serta penekanan pentingnya pendekatan bottom-up dan 

top-down penanganan masalah-masalah global dan nasional.  

Pemahaman terhadap keterkaitan antara isu-isu pembangunan global dan 

nasional, kita dapat merancang intervensi yang lebih efektif dan berkelanjutan 

serta menekankan hubungan antara masalah lokal dan global, emnunjukkan 

bahwa solusi harus mempertimbangkan kedua aspek tersebut. Melalui 

kerjasama internasional yang diperkuat, reformasi kelembagaan yang 

progresif, dan investasi dalam modal manusia, kita dapat menciptakan 

landasan yang kokoh untuk pembangunan inklusif di masa depan.  Tantangan-

tantangan ini bukan hanya hambatan, tetapi juga peluang untuk menciptakan 

dunia yang lebih adil, makmur, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang, 

dengan pandangan optimis, melihat tantangan sebagai peluang untuk 

menciptakan dunia yang lebih baik. Penekanan pada keberlanjutan dan 

generasi mendatang memberikan perspektif jangka panjang pada 

pembahasan. 
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BAB 3 KONSEP EKONOMI 
PEMBANGUNAN 
 

 

 

 

A. PENDAHULUAN 

Akhir perang dunia kedua membawa dampak dalam pengembangan 

perekonomian terutama di negara jajahan, permasalahan ekonomi pasca 

perang seperti tidak meratanya pendapatan sampe peningkatan angka 

kemiskinan merupakan hal yang harus ditangani agar negara bisa bertahan. 

Hal ini menjadi urgent bagi peneliti untuk melihat permasalahan yang menjadi 

indikator dalam penyelesaian masalah di negara sedang berkembang. 

Ekonomi pembangunan merupakan salah satu cabang ilmu ekonomi yang 

sangat penting, terutama bagi negara-negara berkembang. Globalisasi yang 

terus berubah, pemahaman tentang konsep dasar ekonomi pembangunan 

menjadi menarik untuk dipelajari karena dapat membantu merumuskan 

strategi yang efektif dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang 

berkelanjutan berdasarkan potensi yang dimilikinnya. Ekonomi pembangunan 

tidak hanya mengupas tentang dunia ekonomi akan tetapi juga tentang 

pertumbuhan material sebuah negara, akan tetapi juga tentang sosial dan 

politik ekonomi sehingga pemahaman tentang ekonomi pembangunan 

menjadi urgent dalam upaya pengentasan masalah-maslah yang muncul di era 

globalisasi seperti perubahan iklim, ketimpangan dan keberlanjutan 

pembangunan. Tantangan yang komplek termasuk ketimpangan sosial, 

pengangguran, dan degradasi lingkungan yang dihadapi negara-negara 

berkembang menjadikan pemahaman tentang ekonomi pembangunan menjadi 

suatu kebutuhan yang penting terutama bagi pemangku kebijakan. 

Strategi transformasi negara-negara sedang berkembang menjadi lebih 

makmur cenderung bervariasi, teori dan metode diciptakan untuk memandu 

paktisi, akademisi dan pemangku kebijakan dalam menentukan paktik dan 

kebijakan yang dapat digunakan dan di terapkan baik ditingkat domestik 

maupun internasional. Salah satu pohon ilmu dari ekonomi ini memberikan 
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berbagai analisis ekonomi dinamis yang di dasarkan pada pengembangan teori 

dari berbagai tokoh ekonomi Pembangunan serta pengembangan fenomena 

ekonomi yang dialami di berbagai negara. Dinamisasi dan keluasan ilmu 

ekonomi memberikan cakupan-cakupan ekonomi yang lebih beragam. Bagian 

dari buku ini ditujukan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai 

konsep dasar ekonomi pembangunan. Cakupan yang luas dalam ekonomi 

pembangunan dapat digunakan dalam penyelesaian masalah ekonomi 

sehingga dapat memberikan dampak kepada peningkatan kesejahteraan 

masyarakat. Melalui penyajian teori-teori, indikator, dan analisis isu-isu kritis, 

diharapkan pembaca dapat memperoleh wawasan yang komprehensif 

mengenai tantangan dan peluang yang dihadapi dalam proses pembangunan 

ekonomi. Sehingga materi ini dapat dijadikan referensi bagi para peneliti, 

mahasiswa, dan pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan yang lebih 

inklusif dan berkelanjutan. Dengan mempelajari konsep dasar ekonomi 

pembangunan, diharapkan individu dan institusi dapat merancang kebijakan 

yang lebih efektif dan berkelanjutan, sehingga dapat menciptakan masyarakat 

yang lebih sejahtera dan berkeadilan.  

 

 

B. DEFINISI DAN RUANG LINGKUP EKONOMI PEMBANGUNAN 

Ekonomi pembangunan (development economics) adalah cabang ilmu 

ekonomi yang mempelajari tentang proses dan upaya untuk meningkatkan 

taraf hidup masyarakat di negara-negara berkembang. Ekonomi pembangunan 

berbeda dengan ekonomi mikro dan ekonomi makro, di mana fokus ekonomi 

pembangunan adalah pada isu-isu spesifik yang dihadapi oleh negara-negara 

berkembang, seperti kemiskinan, ketimpangan, pengangguran, dan 

pertumbuhan ekonomi yang lambat. Ekonomi pembangunan dipengaruhi oleh 

berbagai faktor, tidak hanya ekonomi, tetapi juga sosial, politik, dan 

lingkungan. Oleh karena itu, ekonomi pembangunan membutuhkan 

pendekatan interdisipliner untuk memahami dan mengatasi tantangan-

tantangan pembangunan yang kompleks. Secara lebih komprehensif, ekonomi 

pembangunan mempelajari aspek-aspek perekonomian negara berkembang, 

dari pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, pemerataan distribusi 

pendapatan, hingga pengelolaan sumber daya alam, dengan pendekatan yang 

mengkombinasikan analisis mikroekonomi dan makroekonomi, serta 
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mengambil tingkat keadilan sosial dan lingkungan hidup menjadi perhatian 

utama" (Rodrik, 2020).  

Ekonomi pembangunan merupakan salah satu cabang ilmu yang paling 

mutakhir, sekaligus salah satu yang paling menarik dan menantang. Ekonomi 

pembangunan mempelajari salah satu tantangan utama zaman kita, yaitu 

pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di negara-negara berpendapatan 

rendah, dan transformasi ekonomi tersebut menjadi negara-negara modern 

berpendapatan tinggi. Oleh karena itu, ekonomi pembangunan adalah tentang 

ekonomi negara-negara berkembang yang penduduknya menghadapi tingkat 

kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran yang tinggi. Menurut Todaro & 

Smith, (2020) ekonomi pembangunan berfokus pada studi tentang bagaimana 

negara-negara di dunia ketiga atau negara-negara yang sedang berkembang 

dapat mengubah dan meningkatkan kondisi ekonomi, sosial, dan kelembagaan 

mereka untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik bagi sebagian besar 

penduduknya. Ekonomi pembangunan harus dipandang sebagai proses 

multidimensi yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur 

sosial, sikap masyarakat, dan kelembagaan nasional. Acemoglu, D., & 

Robinson, (2019) mendefinisikan ekonomi pembangunan sebagai studi 

tentang faktor-faktor yang mendorong atau menghambat pembangunan 

ekonomi di negara-negara miskin atau berkembang. Mereka menekankan 

pentingnya memahami interaksi antara ekonomi, politik, dan kelembagaan 

dalam proses pembangunan, ia menegaskan bahwa negara-negara dengan 

institusi yang inklusif dan tata kelola yang baik cenderung mencapai 

pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan pemerataan 

kesejahteraan yang lebih baik, Dengan  Kelembagaan (institutions) dan tata 

kelola yang baik (good governance) telah diidentifikasi sebagai prasyarat 

keberhasilan pembangunan ekonomi. Beberapa definisi lain menyebutkan 

bahwa ekonomi pembangunan merupakan suatu pengetahuan tentang 

bagaimana negara-negara termiskin di dunia dapat meningkatkan standar 

hidup penduduknya (Sachs, 2021). Definisi ini menekankan pada faktro-

faktor ekonomi pembangunan seperti geografi, teknologi dan isntitusi sebagai 

pendorong pembangunan yang berkelanjutan. Sedangkan Stiglitz, (2019) 

mendefinisikan ekonomi pembangunan sebagai pembelajaran tentang 

bagaimana negara-negara dapat mengembangkan ekonomi mereka dan 

meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dengan  mempertimbangkan isu-isu 

seperti ketimpangan, partisipasi, dan keadilan dalam proses pembangunan. 
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Berbeda dengan definisi sebelumnya, Collier, (2020) melihat ekonomi 

pembangunan sebagai suatu disiplin ilmu yang mempelajari bagaimana 

negara sedang berkembang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyatnya 

dengan peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi mereka. 

Pemahaman tentang pentingnya faktor-faktor kelembagaan dan politik dalam 

mendorong  pembangunan inklusif sangat diperlukan. Dari uraian-uraian 

tersebut dapat disimpulkan bahwa ekonomi pembangunan merupakan salah 

satu cabang ilmu ekonomi yang memberikan pemahaman dan pembelajaran 

mengenai pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang dan usaha-

usaha serta hambatan yang dihadapi, ekonomi pembangunan juga membahas 

tentang kebijakan-kebijakan yang diambil yang kesemuanya bertujuan untuk 

mempercepat pertumbuhan ekonomi dalam rangka mengejar ketertinggalan 

dari negara-negara maju.  

Beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa ekonomi pembangunan 

merupakan salah satu cabang ilmu ekonomi yang memberikan pemahaman 

dan pembelajaran mengenai pembangunan ekonomi di negara-negara 

berkembang dan usaha-usaha serta hambatan yang dihadapi, ekonomi 

Pembangunan juga membahas tentang kebijakan-kebijakan yang diambil 

yang kesemuanya bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dalam 

rangka mengejar ketertinggalan dari negara-negara maju.  Perbedaan antara 

ekonomi pembangunan dengan cabang ilmu ekonomi lainnya, seperti 

ekonomi makro dan mikro, terletak pada fokus yang berbeda. Ekonomi makro 

fokus pada analisis agregat, seperti pertumbuhan ekonomi dan inflasi, 

sementara ekonomi mikro fokus pada analisis tingkat individu atau 

perusahaan. Sedangkan ekonomi pembangunan secara umum dapat dikatakan 

sebagai cabang ilmu ekonomi yang integratif dan holistis, yang mengambil 

tingkat keadilan sosial dan lingkungan hidup dalam melakukan analisis 

ekonomi.  

Ekonomi pembangunan dan pembangunan ekonomi dua hal yang hampir 

sama namun berbeda. Ahli ekonomi Arsyad, (2010b) mendefinisikan ekonomi 

pembangunan sebagai studi ilmu ekonomi yang mempelajari masalah-

masalah ekonomi di negara sedang berkembang dan kebijakan-kebijakan 

dalam penyelesaian masalah-masalah tersebut untuk mewujudkan 

pembangunan ekonomi. Sedangkan pembangunan ekonomi lebih pada usaha 

yang dilakukan dalam perekonomian untuk pengembangan kegiatan ekonomi 

sehingga terjadi peningkatan perekonomian negara dari sisi infrastruktur, 
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pertumbuhan ekonomi, taraf hidup dan teknologi. Pertumbuhan ekonomi 

diukur melalui indikator seperti produk domestik bruto (GDP) atau produk 

nasional bruto (GNP), sementara pengurangan kemiskinan dapat dipantau 

melalui indikator seperti jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. 

Pemerataan distribusi pendapatan dapat dicapai dengan melakukan reformasi 

fiskal dan moneter, serta mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang 

mengutamakan keadilan sosial. Pengelolaan sumber daya alam penting untuk 

mencegah degradasi lingkungan dan mengurangi dampak perubahan iklim. 

Selain itu, pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas-

fasilitas umum, dapat meningkatkan daya saing ekonomi negara dengan kata 

lain aspek ekonomi pembangunan meliputi penentuan sejauh mana 

pertumbuhan penduduk yang cepat membantu atau menghambat 

pembangunan, transformasi struktural ekonomi, dan peran pendidikan dan 

perawatan kesehatan dalam pembangunan. 

 Ruang lingkup ekonomi Pembangunan secara umum yang di dapat dari 

definisi-definisi tersebut, menunjukkan bahwa ekonomi pembangunan 

memiliki fokus pada upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di 

negara-negara berkembang dengan mempertimbangkan berbagai faktor 

ekonomi, sosial, politik, dan kelembagaan dengan kebijakan-kebijakan untuk 

mewujudkan pembangunan ekonomi (Arsyad, 2010). Adapun pembangunan 

ekonomi merupakan proses peningkatan kesejahteraan ekonomi, standar 

hidup individu dan masyarakat dengan memperhatikan pilar-pilar utama 

pembangunan ekonomi suatu negara. Hal ini dilakukan untuk mencapai 

pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan perolehan hasil pertumbuhan 

ekonomi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat (Sheikh, 2024).  

 
Gambar 3.1. Pilar Pembangunan Ekonomi 
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Sumber : Dayananda Sagar University - School of Commerce & Management 

Studies (PGP), 2024 

 

Sebagai pengantar ekonomi pembangunan, fokus dalam penjabaran ini 

ada pada konsep pembangunan ekonomi dan teori-teori pembangunan 

ekonomi. Meskipun ekonomi pembangunan berkepentingan dengan 

pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dari waktu ke waktu, tetapi 

minatnya tidak terbatas pada pertumbuhan ekonomi, karena cakupannya yang 

lebih luas daripada ekonomi tradisional. Ekonomi pembangunan didasarkan 

pada pemahaman bahwa pertumbuhan tanpa pembangunan tidak akan 

menjadi negara makmur. Sehingga studi tentang pembangunan ekonomi juga 

membahas struktur dan proses ekonomi, politik, dan sosial yang diperlukan 

untuk peningkatan taraf hidup yang cepat dan berskala besar bagi penduduk 

negara-negara berkembang. Cakupan pembahasan dalam ekonomi 

Pembangunan ini pada dasarnya bersifat lintas disiplin, tidak hanya 

menggunakan ilmu ekonomi, tetapi juga pendekatan mulai dari ilmu politik 

hingga filsafat, antropologi, sejarah budaya, dan pengembangan sektor 

swasta. 

Beberapa aspek ekonomi pembangunan meliputi penentuan sejauh mana 

pertumbuhan penduduk yang cepat membantu atau menghambat 

pembangunan, transformasi struktural ekonomi, dan peran pendidikan dan 

perawatan kesehatan dalam pembangunan. Topik-topik tersebut juga 

mencakup perdagangan internasional, globalisasi, pembangunan 

berkelanjutan, dampak epidemi, seperti HIV, dan dampak bencana terhadap 

pembangunan ekonomi dan manusia. Adapun ekonom pembangunan 

terkemuka meliputi Jeffrey Sachs, Hernando de Soto Polar, dan peraih Nobel 

Simon Kuznets, Amartya Sen, dan Joseph Stiglitz. 

 

 

C. TEORI-TEORI PEMBANGUNAN 

Teori merupakan pendapat, cara dan aturan melakukan sesuatu, teori pada 

dasarnya merupakan suatu ikhtsar fakta yang jelas dan ilmiah. Ekonomi 

pembangunan sebagai subdidiplin ilmu ekonomi yang memiliki perhatian 

utama pada pemahaman tentang bagaimana ekonomi suatu negara tumbuh dan 

berkembang (Szentes, 2005). Hal ini berarti ekonomi pembangunan memiliki 

perhatian terhadap sumber dan perluasan ekonomi. Eksplorasi sumber dan 
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perluasan ekonomi dilakukan melalui peningkatan Produk Domestik Bruto 

(PDB), input produksi (modal, tenaga kerja, dan tanah), dampak pertumbuhan 

di berbagai sektor ekonomi (sektor pertanian, manufaktur, dan jasa), dan, pada 

tingkat yang lebih rendah, peran negara. Pemahaman ekonomi pembangunan 

ini merupakan inti dari teori ekonomi pembangunan klasik dan neoklasik. Di 

sisi lain, aliran Marxis dan neo-Marxis melihat ekonomi pembangunan dari 

sisi uang dan peningkatan kesejahteraan penduduk dan planet dengan melihat 

pendapatan nasionalnya. 

Teori utama pembangunan utama berasal dari pemikiran klasik, neoklasik 

dan keynesian. Teori pembangunan klasik dan neoklasik menekankan pada 

pentingnya akumulasi modal, spesialisasi, dan perdagangan bebas untuk 

mendorong pertumbuhan ekonomi. Tokoh-tokoh utama dalam teori ini antara 

lain Adam Smith, David Ricardo, dan Thomas Malthus. 

1. Teori Klasik 

a. Adam Smith  

Kontribusi Adam Smith terhadap ekonomi pembangunan, 

terutama diartikulasikan dalam karya seminalnya “An Inquiry into 

the Nature and Causes of the Wealth of Nations” (1776), membentuk 

kerangka kerja dasar untuk memahami kemajuan ekonomi dan 

pembangunan nasional. Teori pembangunan ekonomi Smith 

didasarkan pada konsep peningkatan skala pengembalian melalui 

pembagian kerja, yang ia pandang sebagai pendorong utama 

pertumbuhan produktivitas dan kemajuan ekonomi (Kurz, 2016). 

Mekanisme ini beroperasi melalui tiga jalur yang berbeda: 

peningkatan ketangkasan pekerja, penghematan waktu dari 

spesialisasi tugas, dan peningkatan potensi inovasi teknologi yang 

muncul dari perhatian yang terfokus pada proses produksi tertentu. 

Inti dari teori pembangunan Smith adalah peran akumulasi 

modal dan perluasan pasar. Ia mengemukakan bahwa pembagian 

kerja dibatasi oleh luasnya pasar, yang menunjukkan sebuah siklus 

yang memperkuat diri sendiri di mana pertumbuhan pasar 

memungkinkan spesialisasi yang lebih besar, yang pada gilirannya 

mendorong produktivitas yang lebih tinggi dan perluasan pasar lebih 

lanjut. Perspektif ini revolusioner pada masanya, karena 

menunjukkan bagaimana perilaku yang mementingkan diri sendiri, 

melalui  mekanisme  pasar,  dapat  berkontribusi  pada  kemakmuran  
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masyarakat secara keseluruhan. Analisis Smith tentang proses ini 

menekankan pentingnya perdagangan domestik dan internasional dalam 

mendorong pembangunan ekonomi, dengan menyatakan bahwa 

perluasan pasar melalui perdagangan sangat penting untuk mewujudkan 

manfaat spesialisasi (Evensky, 2015) 

Kerangka kerja institusional memainkan peran penting dalam teori 

pembangunan Smith. Ia menekankan bahwa kemajuan ekonomi 

membutuhkan institusi hukum dan politik yang tepat yang melindungi 

hak milik, menegakkan kontrak, dan mempertahankan pasar yang 

kompetitif (Rosenberg, 1960). Smith sangat kritis terhadap 

merkantilisme dan praktik monopoli, dengan alasan bahwa hal tersebut 

menghambat pembangunan ekonomi dengan membatasi perdagangan 

dan persaingan. Advokasinya untuk “sistem kebebasan alamiah yang 

jelas dan sederhana” merupakan artikulasi awal tentang pentingnya 

kualitas kelembagaan dalam pembangunan ekonomi, sebuah tema yang 

terus beresonansi dalam ekonomi pembangunan kontemporer (North, 

1990) 

Teori Smith juga menggabungkan pemahaman yang canggih tentang 

hubungan antara pertanian, manufaktur, dan perdagangan dalam proses 

pembangunan. Tidak seperti kaum fisiokrat, yang memandang pertanian 

sebagai satu-satunya sumber kekayaan, Smith mengakui adanya saling 

ketergantungan antara berbagai sektor ekonomi dan kontribusi kolektif 

mereka terhadap kemakmuran nasional. Dia menguraikan perkembangan 

alamiah pembangunan ekonomi, dimulai dari pertanian, bergerak melalui 

manufaktur, dan berpuncak pada perdagangan luar negeri, meskipun dia 

menekankan bahwa urutan ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor 

institusional dan historis (Hollander, 1973) 

b. David Ricardo  

David Ricardo (1772-1823) merupakan salah satu ekonom klasik 

paling berpengaruh yang memberikan kontribusi fundamental terhadap 

perkembangan pemikiran ekonomi modern. Teori distribusi pendapatan 

Ricardo yang dipaparkan dalam magnum opus-nya "On the Principles of 

Political Economy and Taxation" (1817) menjelaskan bagaimana 

pendapatan nasional terdistribusi di antara tiga kelas sosial utama: 

pemilik tanah (landowners), kapitalis, dan buruh. Ricardo berpendapat 

bahwa   pertumbuhan  populasi  dan  akumulasi  modal  akan  mendorong  
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kultivasi tanah yang kurang produktif, mengakibatkan kenaikan harga sewa 

tanah dan penurunan tingkat keuntungan (Kurz & Salvadori, 2019). Salah satu 

kontribusi paling signifikan dari Ricardo adalah teori keunggulan komparatif 

dalam perdagangan internasional. Berbeda dengan teori keunggulan absolut 

Adam Smith, Ricardo mendemonstrasikan bahwa perdagangan internasional 

dapat menguntungkan semua pihak bahkan ketika suatu negara tidak memiliki 

keunggulan absolut dalam memproduksi komoditas apapun. Teori ini 

didasarkan pada konsep opportunity cost dan spesialisasi, di mana setiap 

negara seharusnya fokus memproduksi komoditas yang memiliki keunggulan 

komparatif relatif (Maneschi, 2018). Ricardo mengilustrasikan teorinya 

menggunakan contoh klasik perdagangan antara Inggris dan Portugal dalam 

produksi wine dan kain: 

Tabel 3.1. Ilustrasi keunggulan komparatif 

Negara Jam Kerja 

untuk Wine 

Jam Kerja 

untuk Kain 

Inggris 120 100 

Portugal 80 90 

 

Tabel 3.1 menunjukkan ilustrasi keunggulan komparatif yang dikemukaan 

oleh David Ricardo, kondisi awal berdasarkan ilustrasi tersebut 

memperlihatkan bahwa Inggris dalam berproduksi membutuhkan 120 jam 

untuk wine dan 100 jam untuk kain sedangkan Portugal membutuhkan 80 jam 

untuk wine dan 90 jam untuk kain. Jika dilihat dari komposisi tersebut, 

Analisis Keunggulan Absolut menunjukkan Portugal lebih efisien dalam 

produksi wine (80 < 120 jam), Portugal lebih efisien dalam produksi kain (90 

< 100 jam, sehingga Portugal memiliki keunggulan absolut untuk kedua 

produk. Untuk analisis keunngulam komparatif, dilihat dari perhitungan maka 

didapat sebagai berikut: 

1) Perhitungan Rasio Biaya Opportunity Cost: Inggris: 120/100 = 1.2 

(artinya: setiap unit wine = 1.2 unit kain) sedangkan Portugal: 80/90 = 

0.89 (artinya: setiap unit wine = 0.89 unit kain) 

2) Interpretasi Rasio : Di Inggris, 1 unit wine = 1.2 unit kain, Di Portugal, 1 

unit wine = 0.89 unit kain yang berarti Portugal lebih efisien dalam 

memproduksi wine relatif terhadap kain dan  Inggris relatif lebih efisien 

dalam memproduksi kain dibanding wine 
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Hasil perhitungan merekomendasikan suatu spesialisasi pada pralah satu 

produk yang memeberikan keuntungan bagi negaranya misalnya Portugal 

sebaiknya fokus memproduksi wine dan Inggris sebaiknya fokus 

memproduksi kain kemuan kedua negara tersebut melakukan perdagangan 

sehingga Portugal bisa menukar wine denngan kain dari Inggris, menghemat 

sumber daya yang seharusnya digunakan untuk produksi kain serta 

menggunakannya untuk untuk memproduksi lebih banyak wine, sedangkan 

untuk Inggis dapat menukar kain dengan wine dari Portugal, menghemat 

sumber daya yang seharusnya digunakan untuk produksi wine kemudian 

menggunakan sumber daya tersebut untuk memproduksi lebih banyak kain 

Perdagangan menguntungkan meskipun satu negara kurang efisien dalam 

memproduksi semua barang, yang penting adalah biaya opportunity cost 

relatif, bukan biaya absolut, Spesialisasi dan perdagangan meningkatkan total 

produksi global serta untuk kedua negara bisa mendapatkan lebih banyak 

barang melalui perdagangan. Teori ini menjadi dasar kebijakan perdagangan 

bebas dan mendorong spesialisasi internasional, menjelaskan pola 

perdagangan global serta menjustifikasi manfaat globalisasi ekonomi. 

Ilustrasi ini menunjukkan bahwa meskipun Portugal memiliki keunggulan 

absolut dalam memproduksi kedua barang, tetap ada manfaat dari 

perdagangan internasional berdasarkan keunggulan komparatif. 

Ricardo juga mengembangkan teori nilai kerja (labor theory of value) 

yang menyatakan bahwa nilai tukar suatu komoditas ditentukan oleh jumlah 

kerja yang diperlukan untuk memproduksinya. Meskipun demikian, ia 

mengakui bahwa dalam ekonomi modern, harga pasar dapat menyimpang dari 

nilai kerja karena faktor-faktor seperti kelangkaan dan fluktuasi permintaan-

penawaran. Kontribusi Ricardo dalam hal ini menjadi fondasi penting bagi 

perkembangan teori nilai dan harga dalam ekonomi politik (Chōgorō Maide, 

2016). 

Model pertumbuhan ekonomi Ricardo didasarkan pada interaksi dinamis 

antara akumulasi modal, pertumbuhan populasi, dan produktivitas tanah yang 

menurun (diminishing returns). Ia memprediksi bahwa ekonomi akan 

mencapai keadaan stasioner (stationary state) ketika akumulasi modal 

berhenti karena tingkat keuntungan telah jatuh ke tingkat minimum. Prediksi 

ini, meskipun tidak sepenuhnya terbukti dalam sejarah ekonomi modern, tetap 

memberikan wawasan berharga tentang batasan-batasan pertumbuhan 

ekonomi dan pentingnya inovasi teknologi (O’Brien, 2020).  
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Pengaruh pemikiran Ricardo terhadap perkembangan teori ekonomi 

sangat luas dan bertahan hingga saat ini. Metodologi analisisnya yang 

ketat dan penggunaan model abstrak untuk menjelaskan fenomena 

ekonomi kompleks telah menjadi standar dalam analisis ekonomi modern. 

Teori-teorinya tentang sewa, nilai, perdagangan internasional, dan 

distribusi pendapatan terus menjadi rujukan penting dalam diskusi 

kebijakan ekonomi kontemporer dan pengembangan teori ekonomi 

(Evensky, 2021) 

c. Robert Thomas Malthus 

Thomas Robert Malthus (1766-1834) merupakan salah satu tokoh 

pemikir ekonomi klasik yang memberikan kontribusi signifikan terhadap 

perkembangan teori ekonomi pembangunan melalui karyanya yang 

berjudul "An Essay on the Principle of Population" (1798). Dalam karya 

tersebut, Malthus mengemukakan teori yang kemudian dikenal sebagai 

"Prinsip Pertumbuhan Penduduk", yang menyatakan bahwa 

pertumbuhan penduduk mengikuti deret ukur (geometris), sementara 

pertumbuhan sumber daya pangan mengikuti deret hitung (aritmetis). 

Perbedaan laju pertumbuhan ini, menurut Malthus, akan mengakibatkan 

ketidakseimbangan antara jumlah penduduk dan ketersediaan bahan 

pangan yang berujung pada kemiskinan dan kelaparan (Pressman, 2006). 

Thomas Malthus memberikan perspektif yang lebih pesimistis dengan 

teorinya tentang pertumbuhan populasi dan keterbatasan sumber daya. 

Malthus berpendapat bahwa pertumbuhan populasi yang eksponensial 

akan selalu melebihi pertumbuhan produksi pangan yang linear, yang 

pada akhirnya mengarah pada kemiskinan dan kelaparan. Meskipun 

prediksi Malthus belum sepenuhnya terbukti, teorinya tetap relevan 

dalam diskusi tentang keberlanjutan pembangunan. Malthus 

mengembangkan argumentasinya dengan menjelaskan bahwa 

pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali akan menghasilkan 

tekanan pada sumber daya yang terbatas, terutama lahan pertanian. Ia 

menegaskan bahwa ketika jumlah penduduk meningkat, kebutuhan akan 

pangan juga meningkat, namun produktivitas pertanian tidak dapat 

mengimbangi laju pertumbuhan penduduk tersebut karena adanya hukum 

hasil yang semakin berkurang (law of diminishing returns). Kondisi ini 

menciptakan apa yang disebut sebagai "Malthusian trap", di mana 

peningkatan pendapatan per kapita akan selalu diikuti oleh pertumbuhan 
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penduduk yang lebih cepat, sehingga pada akhirnya pendapatan per 

kapita akan kembali ke tingkat subsisten (Hodgson, 2009) 

Teori Malthus dalam konteks pembangunan ekonomi, Malthus 

menekankan pentingnya pengendalian pertumbuhan penduduk melalui 

preventive checks dan positive checks. Preventive checks merujuk pada 

penundaan pernikahan dan pembatasan kelahiran secara moral, 

sementara positive checks mengacu pada faktor-faktor yang 

meningkatkan mortalitas seperti kelaparan, penyakit, dan perang. 

Malthus berpendapat bahwa tanpa adanya mekanisme pengendalian ini, 

masyarakat akan mengalami overpopulation yang berujung pada 

kemiskinan kronis. Pemikiran ini memberikan dasar bagi pengembangan 

kebijakan kependudukan dan pembangunan ekonomi di berbagai negara 

(Winch, 2013). Meskipun teori Malthus mendapat kritik keras karena 

tidak memperhitungkan kemajuan teknologi dan inovasi dalam produksi 

pangan, kontribusinya terhadap pemikiran ekonomi pembangunan tetap 

relevan hingga saat ini. Teorinya memberikan kerangka analitis untuk 

memahami hubungan antara pertumbuhan penduduk, sumber daya alam, 

dan pembangunan ekonomi. Malthus juga berkontribusi pada 

pengembangan konsep permintaan efektif dan teori sewa tanah, yang 

kemudian memengaruhi pemikiran ekonom-ekonom berikutnya seperti 

David Ricardo dan John Maynard Keynes. Dampak pemikiran Malthus 

terhadap teori ekonomi pembangunan kontemporer dapat dilihat dari 

munculnya neo-Malthusianisme yang mengaplikasikan prinsip-prinsip 

Malthus dalam konteks modern, terutama terkait isu keberlanjutan 

lingkungan dan ketahanan pangan global. Para ekonom pembangunan 

kontemporer menggunakan kerangka analisis Malthus untuk mengkaji 

hubungan antara pertumbuhan penduduk, degradasi lingkungan, dan 

pembangunan ekonomi berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa 

meskipun dikemukakan lebih dari dua abad lalu, teori Malthus tetap 

memberikan wawasan berharga dalam memahami tantangan 

pembangunan ekonomi di era modern (Coale & Hoover, 2015) 

Para ekonom klasik menekankan pentingnya akumulasi modal dan 

tabungan sebagai motor pertumbuhan ekonomi. Mereka berpendapat 

bahwa keuntungan yang diperoleh dari aktivitas ekonomi harus sebagian 

diinvestasikan kembali untuk meningkatkan kapasitas produksi, yang 

pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih lanjut. 
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Kontribusi penting lainnya dari ekonom klasik adalah penekanan pada 

pentingnya institusi dan kerangka hukum yang mendukung aktivitas 

ekonomi. Smith khususnya menekankan pentingnya perlindungan hak 

milik dan penegakan kontrak sebagai prasyarat untuk fungsi pasar yang 

efektif dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. 

2. Teori Neoklasik 

a. Robert Merton Solow 

Robert Merton Solow (1924-sekarang) merupakan ekonom 

terkemuka yang mengembangkan model pertumbuhan neo-klasik 

yang revolusioner, yang kemudian dikenal sebagai "Model 

Pertumbuhan Solow". Melalui artikelnya yang berjudul "A 

Contribution to the Theory of Economic Growth" (1956), Solow 

menghadirkan kerangka analitis yang menjelaskan bagaimana 

akumulasi modal, pertumbuhan tenaga kerja, dan kemajuan teknologi 

berinteraksi dalam proses pertumbuhan ekonomi. Model ini 

memenangkan Hadiah Nobel dalam Ilmu Ekonomi pada tahun 1987 

dan menjadi landasan fundamental dalam teori pertumbuhan ekonomi 

modern. Solow menunjukkan bahwa pertumbuhan output dalam 

jangka panjang tidak hanya ditentukan oleh input tradisional seperti 

modal dan tenaga kerja, tetapi juga oleh kemajuan teknologi yang 

bersifat eksogen (Acemoglu, 2009). 

Model Solow dibangun di atas asumsi-asumsi neo-klasik yang 

mencakup fungsi produksi dengan skala hasil konstan, substitusi 

sempurna antara faktor-faktor produksi, dan produktivitas marjinal 

yang semakin menurun untuk setiap input. Dalam modelnya, Solow 

memperkenalkan konsep "steady state", yaitu kondisi di mana 

perekonomian mencapai keseimbangan jangka panjang dengan 

tingkat modal per tenaga kerja yang konstan. Pada kondisi steady 

state, pertumbuhan output per kapita hanya dapat terjadi melalui 

kemajuan teknologi, karena akumulasi modal menghadapi kendala 

produktivitas marjinal yang semakin menurun. Temuan ini 

memberikan implikasi penting bahwa kebijakan yang hanya berfokus 

pada akumulasi modal tidak dapat mempertahankan pertumbuhan 

ekonomi jangka panjang tanpa adanya peningkatan teknologi (Barro 

& Sala-i-Martin, 2004). 
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Kontribusi penting lainnya dari Model Solow adalah pengenalan 

konsep "pertumbuhan berimbang" (balanced growth) dan "konvergensi". 

Model ini memprediksi bahwa negara-negara dengan tingkat tabungan 

yang lebih tinggi akan cenderung memiliki tingkat pendapatan per kapita 

yang lebih tinggi dalam steady state. Namun, negara-negara dengan 

tingkat modal per tenaga kerja yang lebih rendah akan mengalami 

pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan negara-negara kaya, 

fenomena yang dikenal sebagai "konvergensi bersyarat". Prediksi ini telah 

mendorong berbagai studi empiris tentang konvergensi ekonomi 

antarnegara dan menjadi dasar bagi rekomendasi kebijakan pembangunan 

di negara berkembang.  

Solow dalam perkembangan selanjutnya memperluas modelnya 

dengan memasukkan variabel kualitas sumber daya manusia dan 

penelitian empiris tentang sumber-sumber pertumbuhan ekonomi. 

Melalui pendekatan "growth accounting", Solow menemukan bahwa 

sebagian besar pertumbuhan produktivitas tidak dapat dijelaskan oleh 

akumulasi modal dan tenaga kerja, melainkan oleh faktor residual yang 

kemudian dikenal sebagai "Total Factor Productivity" (TFP) atau "Solow 

residual". Temuan ini menegaskan pentingnya kemajuan teknologi dan 

inovasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang, yang 

kemudian menginspirasi pengembangan teori pertumbuhan endogen oleh 

generasi ekonom berikutnya (Aghion, P & Howitt, 2009). 

Model Pertumbuhan Solow telah memberikan kontribusi 

fundamental terhadap pemahaman kita tentang proses pembangunan 

ekonomi dan tetap relevan hingga saat ini. Meskipun model ini mendapat 

kritik karena memperlakukan kemajuan teknologi sebagai faktor eksogen, 

kerangka analisisnya telah menjadi dasar bagi pengembangan teori 

pertumbuhan modern dan kebijakan pembangunan ekonomi. Implikasi 

kebijakan dari Model Solow menekankan pentingnya investasi dalam 

modal fisik dan manusia, serta peran crucial dari inovasi teknologi dalam 

mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Dalam konteks 

pembangunan ekonomi kontemporer, model ini terus memberikan 

wawasan berharga tentang bagaimana negara-negara dapat mencapai dan 

mempertahankan pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Jones & 

Vollrath, 2013).  
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b. Harord Domar 

Model Harrod-Domar merupakan sintesis pemikiran yang 

dikembangkan secara terpisah oleh Sir Roy Harrod (1939) dan Evsey 

Domar (1946) yang kemudian menjadi salah satu landasan penting dalam 

teori pertumbuhan ekonomi modern. Model ini muncul sebagai upaya 

untuk memperluas analisis Keynesian ke dalam perspektif jangka 

panjang, dengan fokus utama pada hubungan dinamis antara investasi, 

pertumbuhan output, dan kesempatan kerja. Harrod dan Domar 

mengidentifikasi peran ganda investasi dalam perekonomian: pertama, 

sebagai komponen permintaan agregat yang menciptakan pendapatan 

(multiplier effect), dan kedua, sebagai faktor yang meningkatkan 

kapasitas produksi melalui pembentukan modal (capacity effect). 

Keseimbangan pertumbuhan dalam model ini dicapai ketika peningkatan 

permintaan agregat seimbang dengan peningkatan kapasitas produksi 

(Sen, 1970). 

Model Harrod-Domar memperkenalkan tiga konsep kunci dalam 

analisis pertumbuhan ekonomi: tingkat pertumbuhan terjamin 

(warranted growth rate/Gw), tingkat pertumbuhan aktual (actual growth 

rate/Ga), dan tingkat pertumbuhan alamiah (natural growth rate/Gn). 

Tingkat pertumbuhan terjamin didefinisikan sebagai laju pertumbuhan 

yang membuat pengusaha puas dengan keputusan investasi mereka, di 

mana kapasitas produksi terpakai sepenuhnya. Tingkat pertumbuhan 

aktual merupakan laju pertumbuhan yang sebenarnya terjadi dalam 

perekonomian, sementara tingkat pertumbuhan alamiah adalah laju 

pertumbuhan maksimum yang dimungkinkan oleh peningkatan populasi 

dan kemajuan teknologi. Keseimbangan pertumbuhan yang stabil 

tercapai ketika ketiga tingkat pertumbuhan ini sama (Gw = Ga = Gn), 

namun kondisi ini sulit dicapai karena tidak ada mekanisme otomatis 

yang menjamin konvergensi ketiga tingkat pertumbuhan tersebut 

(Easterly, 2001) 

Salah satu kontribusi penting model Harrod-Domar adalah 

identifikasi "masalah ketidakstabilan" dalam proses pertumbuhan 

ekonomi. Model ini menunjukkan bahwa penyimpangan dari jalur 

pertumbuhan seimbang cenderung memperbesar diri sendiri (self-

magnifying) dari waktu ke waktu, fenomena yang dikenal sebagai "knife-

edge problem". Jika tingkat pertumbuhan aktual menyimpang dari 
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tingkat pertumbuhan terjamin, perekonomian akan mengalami siklus 

ekspansi atau kontraksi yang berkelanjutan. Kondisi ini menyoroti 

pentingnya intervensi kebijakan untuk menjaga stabilitas pertumbuhan 

ekonomi. Model ini juga menekankan peran crucial dari rasio modal-

output dan tingkat tabungan dalam menentukan laju pertumbuhan 

ekonomi (Jones, 2002). 

 
Gambar 3.2. Model Pertumbuhan Harord Domar 

Gambar 2 mengilustrasi model pertumbuhan Harrod-Domar. Grafik 

menunjukkan hubungan dinamis antara tiga komponen pertumbuhan 

utama yang diplot pada koordinat kartesian dengan sumbu X 

merepresentasikan waktu (t) dan sumbu Y merepresentasikan tingkat 

pertumbuhan ekonomi (G). Ketiga komponen tersebut divisualisasikan 

dengan tiga garis berbeda warna yang menggambarkan dinamika 

pertumbuhan ekonomi: Garis Biru menunjukkan Warranted Growth Rate 

(Gw) (garis lurus menurun dari kiri atas ke kanan bawah) yang 

mempresentasikan tingkat pertumbuhan yang diinginkan atau "terjamin” 

yaitu laju pertumbuhan di mana kapasitas produksi terpakai sepenuhnya, 

adapun kemiringan negatif mengindikasikan kecenderungan penurunan 

efisiensi marginal modal seiring waktu.  

Garis hijau menunjukkan Natural Growth Rate (Gn) yang 

digambarkan sebagai garis lurus dengan kemiringan moderat, 

merepresentasikan tingkat pertumbuhan maksimum yang dimungkinkan 

oleh pertumbuhan populasi dan kemajuan teknologi yang relatif lebih 
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stabil dibandingkan komponen lainnya dan berfungsi sebagai "ceiling" 

atau batas atas pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Untuk Garis 

Orange menunjukkan Actual Growth Rate (Ga)  yaitu kurva non-linear 

yang berfluktuasi yang menggambarkan tingkat pertumbuhan yang 

sebenarnya terjadi dalam perekonomian. Fluktuatif artinya 

ketidakstabilan inherent dalam model Harrod Domar. Penyimpangan dari 

Gw cenderung membesar seiring waktu atau sering disebut knife-edge 

problem. Penyimpangan ini terlihat dari divergensi antara Ga dan Gw 

dari jalur pertumbuhan seimbang sehingga terjadi instabilitas yang 

semakin besar. Gap antara Gn dan Gw menujukkan potensi pertumbuhan 

yang belum terealisasi sedangkan fluktuasi Ga disekitar Gw 

mengilustrasikan siklus bisnis jangka pendek. Konvergensi dan 

divergensi antara ketiga tingkat pertumbuhan menggambarkan dinamika 

stabilitas ekonomi. Adapun area di mana ketiga kurva berpotongan 

menunjukkan "sweet spot" pertumbuhan optima, Jarak antara kurva 

mengindikasikan besarnya intervensi kebijakan yang diperlukan dan tren 

jangka panjang menggambarkan tantangan dalam mencapai 

pertumbuhan berkelanjutan. 

Model Harrod-Domar memberikan implikasi penting bagi strategi 

pembangunan ekonomi, terutama di negara berkembang. Model ini 

menyarankan bahwa untuk mencapai target pertumbuhan tertentu, suatu 

negara harus mampu menghasilkan tingkat tabungan dan investasi yang 

memadai. Hubungan ini diekspresikan dalam persamaan fundamental 

Harrod-Domar: g = s/v, di mana g adalah tingkat pertumbuhan output, s 

adalah rasio tabungan-pendapatan nasional, dan v adalah rasio modal-

output. Persamaan ini menjadi dasar bagi strategi "financial gap" dalam 

pembangunan ekonomi, yang menekankan pentingnya mobilisasi sumber 

daya domestik dan bantuan luar negeri untuk memenuhi kebutuhan 

investasi pembangunan (Thirlwall, 2011). 

Meskipun model Harrod-Domar mendapat kritik karena asumsi-

asumsinya yang kaku, seperti rasio modal-output yang tetap dan tidak 

adanya substitusi antara modal dan tenaga kerja, kontribusinya terhadap 

teori dan kebijakan pembangunan ekonomi tetap signifikan. Model ini 

telah menginspirasi pengembangan berbagai model pertumbuhan 

selanjutnya, termasuk model pertumbuhan neo-klasik Solow-Swan. 

Dalam konteks kontemporer, wawasan dari model Harrod-Domar tetap 
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relevan untuk memahami dinamika pertumbuhan ekonomi dan peran 

investasi dalam pembangunan, terutama di negara-negara berkembang 

yang menghadapi kendala sumber daya modal (Lin, 2012). 

c. Paul Romer 

Paul Michael Romer (1955-sekarang), pemenang Nobel Ekonomi 

2018, mengembangkan teori pertumbuhan endogen yang secara 

fundamental mengubah pemahaman kita tentang sumber-sumber 

pertumbuhan ekonomi. Berbeda dengan model neo-klasik tradisional 

yang menganggap kemajuan teknologi sebagai faktor eksogen, Romer 

melalui artikelnya "Endogenous Technological Change" (1990) 

mendemonstrasikan bahwa inovasi teknologi adalah hasil endogen dari 

investasi yang disengaja dalam penelitian dan pengembangan (R&D) 

serta akumulasi modal manusia. Teori ini menekankan bahwa ide dan 

pengetahuan, sebagai barang non-rival yang dapat digunakan secara 

simultan oleh banyak agen ekonomi, merupakan pendorong utama 

pertumbuhan ekonomi berkelanjutan (Romer, 1990). 

Romer mengidentifikasi tiga sektor utama dalam perekonomian 

dalam kerangka teoritis yaitu: sektor penelitian yang menghasilkan ide-

ide baru, sektor barang antara yang menggunakan ide-ide tersebut untuk 

memproduksi input produksi, dan sektor barang akhir yang 

menggunakan input dan tenaga kerja untuk menghasilkan output final. 

Model ini menunjukkan bahwa pengetahuan memiliki karakteristik 

increasing returns to scale, yang berarti produktivitas marginal 

pengetahuan tidak menurun seiring dengan akumulasinya. 

Konsekuensinya, investasi dalam R&D dan modal manusia dapat 

menghasilkan eksternalitas positif yang mendorong pertumbuhan 

ekonomi jangka panjang tanpa dibatasi oleh hukum hasil yang semakin 

berkurang (Aghion & Howitt, 2009). 

Kontribusi penting lainnya dari model Romer adalah penjelasannya 

tentang peran spillover effect dalam proses inovasi. Ketika sebuah 

perusahaan melakukan inovasi, pengetahuan yang dihasilkan tidak hanya 

bermanfaat bagi perusahaan tersebut tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh 

perusahaan lain, menciptakan efek positif bagi seluruh perekonomian. 

Namun, karena karakteristik non-rival dan partially excludable dari 

pengetahuan, pasar cenderung menghasilkan investasi R&D yang 

suboptimal dari perspektif sosial. Hal ini memberikan justifikasi untuk 
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intervensi pemerintah dalam bentuk perlindungan hak kekayaan 

intelektual, subsidi penelitian, dan investasi dalam pendidikan tinggi 

(Jones, 2019). 

Model Romer memiliki implikasi kebijakan yang signifikan bagi 

strategi pembangunan ekonomi. Pertama, model ini menekankan 

pentingnya investasi dalam modal manusia dan R&D sebagai kunci 

pertumbuhan berkelanjutan. Kedua, model ini menunjukkan bahwa 

ukuran pasar dan integrasi ekonomi internasional dapat memengaruhi 

tingkat inovasi karena memungkinkan penyebaran biaya tetap R&D di 

pasar yang lebih besar. Ketiga, model ini menyoroti pentingnya kebijakan 

yang mendorong transfer teknologi dan pengetahuan antar negara. 

Keempat, model ini menggarisbawahi peran crucial dari institusi dalam 

melindungi hak kekayaan intelektual dan mendorong inovasi (Acemoglu 

& Robinson, 2012). 

Relevansi teori Romer semakin meningkat di era ekonomi berbasis 

pengetahuan saat ini. Model ini memberikan kerangka analitis untuk 

memahami fenomena seperti revolusi digital, ekonomi platform, dan 

peran increasing returns dalam pertumbuhan perusahaan teknologi. 

Dalam konteks pembangunan ekonomi global, teori ini menjelaskan 

mengapa kesenjangan teknologi antara negara maju dan berkembang 

cenderung persisten, dan mengapa kebijakan yang berfokus pada 

akumulasi modal fisik saja mungkin tidak cukup untuk mendorong 

konvergensi ekonomi. Implikasi penting lainnya adalah pentingnya 

investasi dalam infrastruktur digital, sistem pendidikan yang berkualitas, 

dan ekosistem inovasi yang mendukung untuk mencapai pertumbuhan 

ekonomi berkelanjutan (Stiglitz & Greenwald, 2014). 

3. Teori Modern  

a. Walt Whitman Rostow  

Walt Whitman Rostow (1916-2003), melalui karyanya yang 

berpengaruh "The Stages of Economic Growth: A Non-Communist 

Manifesto" (1960), mengembangkan teori modernisasi yang 

menjelaskan proses pembangunan ekonomi melalui serangkaian 

tahapan linear yang harus dilalui oleh setiap masyarakat. Rostow 

mengidentifikasi lima tahapan pertumbuhan ekonomi: masyarakat 

tradisional, prakondisi tinggal landas, tinggal landas, menuju 

kedewasaan, dan masa konsumsi tinggi. Teori ini menawarkan 
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kerangka analitis yang komprehensif untuk memahami transformasi 

sosial-ekonomi dari masyarakat tradisional menuju masyarakat 

modern, dengan penekanan khusus pada peran teknologi, institusi, 

dan nilai-nilai sosial dalam proses pembangunan. Kontribusi 

Rostow tidak hanya memberikan perspektif historis tentang 

pembangunan ekonomi, tetapi juga menyediakan blueprint strategis 

bagi negara-negara berkembang dalam merencanakan trajektori 

pembangunan mereka (Meier & Seers, 2020). 

Tahap pertama, masyarakat tradisional, dicirikan oleh dominasi 

sektor pertanian subsisten, teknologi primitif, dan struktur sosial 

yang hierarkis. Pada tahap ini, produktivitas sangat terbatas karena 

ketergantungan pada metode produksi tradisional dan keterbatasan 

mobilitas sumber daya. Tahap kedua, prakondisi tinggal landas, 

ditandai dengan munculnya sektor industri modern dalam skala 

terbatas, peningkatan tabungan dan investasi, serta pembentukan 

institusi keuangan modern. Transisi ini memerlukan perubahan 

fundamental dalam struktur sosial, politik, dan ekonomi, termasuk 

pembentukan negara nasional yang efektif dan munculnya 

kelompok entrepreneur yang dinamis. Rostow menekankan bahwa 

tahap ini sering kali dipicu oleh "gangguan eksternal" yang 

menantang struktur tradisional dan mendorong modernisasi 

(Preston, 2012). 

Tahap ketiga, tinggal landas (take-off), merupakan periode 

krusial di mana hambatan-hambatan terhadap pertumbuhan 

berkelanjutan akhirnya dapat diatasi. Karakteristik utama tahap ini 

meliputi peningkatan drastis dalam tingkat investasi (dari sekitar 5% 

menjadi lebih dari 10% dari pendapatan nasional), pertumbuhan 

pesat sektor-sektor industri modern, dan munculnya kerangka 

politik, sosial, dan institusional yang mendukung industrialisasi 

berkelanjutan. Rostow mengidentifikasi bahwa tahap take-off 

biasanya berlangsung selama dua hingga tiga dekade, di mana 

pertumbuhan menjadi kondisi normal dalam perekonomian. 

Pengalaman historis menunjukkan bahwa Inggris mencapai tahap 

ini sekitar tahun 1783-1802, Amerika Serikat pada 1843-1860, dan 

Jepang pada 1878-1900 (Szirmai, 2015). 
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Tahap keempat, menuju kedewasaan, ditandai dengan penerapan 

teknologi modern di seluruh sektor ekonomi, diversifikasi industri, 

peningkatan urbanisasi, dan profesionalisasi manajemen. Pada tahap ini, 

perekonomian menunjukkan kemampuan untuk bergerak melampaui 

industri-industri original yang mendorong take-off dan untuk menyerap 

serta mengaplikasikan teknologi canggih secara efisien. Inovasi 

teknologi menjadi lebih terspesialisasi dan kompleks, sementara struktur 

tenaga kerja berubah signifikan dengan peningkatan proporsi pekerja 

terampil dan profesional. Rostow memperkirakan bahwa tahap ini 

biasanya tercapai sekitar 60 tahun setelah dimulainya take-off, meskipun 

tempo perubahan dapat bervariasi antar negara (Cypher & Dietz, 2022). 

Tahap final, masa konsumsi tinggi, merepresentasikan puncak 

pembangunan ekonomi di mana fokus masyarakat beralih dari produksi 

ke konsumsi dan kesejahteraan. Karakteristik utama tahap ini meliputi 

dominasi sektor jasa, konsumsi barang-barang tahan lama secara massal, 

dan peningkatan pengeluaran untuk kesejahteraan sosial. Meskipun teori 

Rostow mendapat kritik karena determinisme teknologisnya dan asumsi 

linearitas dalam proses pembangunan, kontribusinya dalam memahami 

dinamika pembangunan ekonomi tetap relevan hingga saat ini. Teori ini 

memberikan wawasan penting tentang peran krusial akumulasi modal, 

perubahan teknologi, dan transformasi institusional dalam proses 

pembangunan, serta menyoroti pentingnya menciptakan kondisi sosial-

politik yang kondusif bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan 

(Chang, 2018). 

b. Arthur Lewis 

Sir William Arthur Lewis (1915-1991), pemenang Nobel Ekonomi 

1979, memberikan kontribusi fundamental dalam teori pembangunan 

ekonomi melalui artikelnya yang monumental "Economic Development 

with Unlimited Supplies of Labour" (1954). Lewis mengembangkan 

model perekonomian dualistik yang menjelaskan proses transformasi 

struktural di negara berkembang, di mana terjadi perpindahan tenaga 

kerja dari sektor tradisional (subsisten) ke sektor modern (kapitalis). 

Model ini, yang kemudian dikenal sebagai "Model Lewis", menjelaskan 

bagaimana surplus tenaga kerja di sektor tradisional dapat mendorong 

pertumbuhan ekonomi melalui ekspansi sektor modern, dengan asumsi 
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bahwa upah di sektor modern ditetapkan di atas tingkat subsisten untuk 

menarik pekerja dari sektor tradisional (D. Gollin, 2014). 

Model Lewis dibangun di atas premis adanya dualisme ekonomi 

yang tajam antara sektor tradisional yang dicirikan oleh produktivitas 

marjinal tenaga kerja yang mendekati nol, dan sektor modern yang 

memiliki produktivitas tinggi serta berorientasi pada akumulasi modal. 

Dalam kerangka analisisnya, Lewis menjelaskan bahwa proses 

pembangunan ekonomi terjadi melalui ekspansi bertahap sektor modern 

yang secara gradual menyerap surplus tenaga kerja dari sektor 

tradisional. Keuntungan yang diperoleh sektor modern direinvestasikan 

untuk ekspansi lebih lanjut, menciptakan siklus pertumbuhan yang 

berkelanjutan. Proses ini berlanjut hingga tercapai titik balik Lewis 

(Lewis turning point), yaitu ketika surplus tenaga kerja di sektor 

tradisional habis terserap, yang mengakibatkan peningkatan upah riil di 

kedua sektor (Fields, 2019) 

Lewis memberikan perhatian khusus pada peran akumulasi modal 

dan reinvestasi keuntungan dalam mendorong pertumbuhan sektor 

modern. Ia berargumen bahwa tingkat upah di sektor modern cenderung 

tetap selama masih tersedia surplus tenaga kerja, memungkinkan 

pengusaha untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar yang dapat 

direinvestasikan. Kunci dari model ini adalah asumsi bahwa pengusaha 

di sektor modern akan menginvestasikan kembali keuntungan mereka 

daripada mengonsumsinya, sehingga menciptakan ekspansi 

berkelanjutan dalam kapasitas produksi dan kesempatan kerja. Lewis 

juga menekankan pentingnya peningkatan produktivitas di sektor 

tradisional untuk mendukung proses transformasi struktural, meskipun 

fokus utama modelnya adalah pada dinamika sektor modern (Ranis & 

Fei, 2021). 

Salah satu aspek penting dari model Lewis adalah analisisnya 

tentang distribusi pendapatan dalam proses pembangunan. Model ini 

menunjukkan bahwa selama fase surplus tenaga kerja, pertumbuhan 

ekonomi cenderung menguntungkan pemilik modal karena upah riil 

tetap konstan sementara produktivitas meningkat. Namun, setelah 

mencapai titik balik Lewis, peningkatan upah riil mulai terjadi, yang 

mengarah pada distribusi manfaat pertumbuhan yang lebih merata. 

Lewis juga mengidentifikasi beberapa faktor yang dapat menghambat 
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proses transformasi struktural, termasuk ketidakcukupan akumulasi 

modal, pertumbuhan populasi yang terlalu cepat, dan kegagalan sektor 

modern untuk menciptakan cukup lapangan kerja (Todaro & Smith, 

2020) 

Model Lewis telah memberikan kerangka analitis yang berharga 

untuk memahami proses pembangunan ekonomi di banyak negara 

berkembang, meskipun beberapa asumsinya telah dikritik sebagai terlalu 

sederhana. Relevansisnya tetap signifikan dalam konteks kontemporer, 

terutama untuk memahami transformasi struktural di negara-negara 

berkembang yang masih menghadapi dualisme ekonomi. Kontribusi 

Lewis tidak hanya terbatas pada teori pembangunan ekonomi, tetapi juga 

memberikan wawasan penting tentang hubungan antara industrialisasi, 

urbanisasi, dan perubahan struktur tenaga kerja. Dalam era globalisasi 

saat ini, model Lewis masih relevan untuk menganalisis perpindahan 

tenaga kerja internasional dan dinamika pembangunan ekonomi global. 

c. Karl Gunnar Myrdal 

Karl Gunnar Myrdal (1898-1987), pemenang Nobel Ekonomi 1974, 

memberikan kontribusi revolusioner terhadap teori pembangunan 

ekonomi melalui karyanya yang monumental "Economic Theory and 

Underdeveloped Regions" (1957) dan "Asian Drama: An Inquiry into the 

Poverty of Nations" (1968). Myrdal mengembangkan teori kausasi 

kumulatif yang menjelaskan bagaimana ketimpangan pembangunan 

ekonomi antardaerah dan antarnegara cenderung melebar seiring waktu 

melalui proses yang saling menguatkan. Berbeda dengan pandangan 

neo-klasik yang menekankan kecenderungan ekuilibrium dan 

konvergensi, Myrdal berargumen bahwa tanpa intervensi kebijakan yang 

tepat, kekuatan pasar cenderung meningkatkan ketimbang mengurangi 

ketimpangan, baik dalam konteks regional maupun internasional (S. 

Kim, 2008) 

Konsep sentral dalam teori Myrdal adalah prinsip kausasi kumulatif 

(cumulative causation), yang menjelaskan bagaimana suatu perubahan 

dalam sistem sosial-ekonomi memicu serangkaian perubahan sekunder 

yang cenderung memperkuat perubahan awal melalui proses lingkaran 

setan (vicious circle) atau lingkaran berkah (virtuous circle). Dalam 

konteks pembangunan regional, Myrdal mengidentifikasi dua efek yang 

saling berlawanan: efek pembiakan (spread effects) yang positif dan efek 
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pengurasan (backwash effects) yang negatif. Efek pembiakan terjadi 

ketika pertumbuhan di pusat pembangunan memberikan dampak positif 

pada daerah sekitarnya melalui difusi teknologi, peningkatan 

permintaan, dan penciptaan peluang ekonomi. Sebaliknya, efek 

pengurasan merujuk pada bagaimana pertumbuhan di pusat dapat 

merugikan daerah pinggiran melalui brain drain, pengurasan modal, dan 

pemusatan aktivitas ekonomi (Setterfield, 2010) 

Myrdal memberikan perhatian khusus pada peran institusi dan 

faktor-faktor non-ekonomi dalam proses pembangunan. Ia menekankan 

bahwa pembangunan ekonomi harus dipahami sebagai proses perubahan 

sosial yang kompleks, di mana faktor-faktor ekonomi, sosial, 

institusional, dan budaya saling terkait dan saling memengaruhi. Dalam 

analisisnya tentang negara-negara Asia dalam "Asian Drama", Myrdal 

mengembangkan konsep "soft state" untuk menggambarkan lemahnya 

kapasitas institusional, korupsi, dan ketidakefektifan kebijakan publik 

yang menghambat pembangunan. Ia berargumen bahwa reformasi 

institusional dan penguatan tata kelola merupakan prasyarat penting bagi 

keberhasilan pembangunan ekonomi. Myrdal juga menekankan 

pentingnya pendekatan holistik dalam analisis pembangunan yang 

mempertimbangkan interaksi antara faktor-faktor ekonomi dan non-

ekonomi (Streeten, 1981) 

Dalam konteks kebijakan pembangunan, Myrdal mengadvokasi 

peran aktif negara dalam mengatasi kegagalan pasar dan mengurangi 

ketimpangan regional maupun internasional. Ia berargumen bahwa 

intervensi kebijakan diperlukan untuk memperkuat efek pembiakan dan 

mengurangi efek pengurasan, misalnya melalui investasi infrastruktur, 

pengembangan sumber daya manusia, dan kebijakan redistribusi 

pendapatan. Myrdal juga mengkritik asumsi-asumsi teori perdagangan 

internasional konvensional dan berargumen bahwa perdagangan bebas 

cenderung menguntungkan negara-negara maju dengan mengorbankan 

negara berkembang. Ia menekankan pentingnya kebijakan industrial 

yang terencana dan proteksi selektif untuk mendukung industrialisasi di 

negara berkembang (Chang & Grabel, 2021) 

Kontribusi Myrdal terhadap teori pembangunan ekonomi tetap 

relevan dalam konteks kontemporer, terutama dalam memahami 

persistensi ketimpangan global dan regional serta peran institusi dalam 
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pembangunan. Analisisnya tentang kausasi kumulatif memberikan 

kerangka teoretis yang berguna untuk memahami bagaimana 

ketimpangan dapat terus melebar melalui mekanisme yang saling 

menguatkan, sementara penekanannya pada faktor-faktor non-ekonomi 

dan institusional memperkaya pemahaman kita tentang kompleksitas 

proses pembangunan. Dalam era globalisasi dan transformasi digital saat 

ini, perspektif Myrdal tentang pentingnya kebijakan yang terkoordinasi 

untuk mengatasi ketimpangan dan mendorong pembangunan inklusif 

menjadi semakin relevan (Reinert, 2021) 

Teori-teori ekonomi pembangunan mencerminkan tren dalam teori 

ekonomi yang secara umum telah bergeser dari kepercayaan pada kebebasan 

ke pendekatan yang kebih intervensionis. Perrings, (2023) memberikan 

contoh karya dari jeffrey sach, yang awalnya sebagai tokoh ekonomi 

pembangunan pada teori pembangunan neoliberal pada akhit tahun 1990 lebih 

berhati-hati terhadap kebijakan-kebijakan ekonomi neoliberal, ia juga 

mengusulkan adanya bantuan luar negeri untuk memenuhi kesenjangan biaya 

pada negara sedang berkembang untuk keluar dari jebakan kemiskinan. Apa 

yang ditunjukkan oleh karya Sach dan ketokohannya juga menunjukkan 

bahwa teori-teori ekonomi pembangunan tidak didominasi kaum 

neoliberalisme. akan tetapi terus berkembang sesuai dengan perkembangan 

dunia, diantaranya adalah : 

1. Teori Ketergantungan  

Teori ketergantungan yang dikembangkan oleh pemikir Amerika 

Latin seperti Raúl Prebisch dan Andre Gunder Frank memandang 

pembangunan dari perspektif sistemik global. Mereka 

mengargumentasikan bahwa negara-negara berkembang tetap 

tersubordinasi dalam sistem ekonomi kapitalis internasional, mengalami 

ekploitasi struktural oleh negara-negara metropolis (Frank, 1967). Teori 

ini menjelaskan mengapa ketimpangan global tetap bertahan melalui 

mekanisme pertukaran yang tidak setara dan struktur ekonomi yang 

eksploatatif. 

2. Teori Institusional  

Teori institusional, yang dikembangkan oleh Douglas North dan 

Daron Acemoglu, menekankan peran kelembagaan dalam mendorong 

pembangunan ekonomi (North, 1990, Acemoglu, D., & Robinson, 2012). 

Mereka berargumen bahwa kualitas institusi baik institusi politik maupun 
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ekonomi menjadi faktor kunci penentu keberhasilan pembangunan. 

Institusi inklusif yang mendorong partisipasi, inovasi, dan perlindungan 

hak properti diyakini mampu menciptakan insentif bagi pertumbuhan 

ekonomi yang berkelanjutan. 

Kelembagaan dan tata pemerintahan memiliki peran krusial dalam 

kerangka konseptual ekonomi pembangunan. North (2020) menjelaskan 

bahwa kualitas institusi menentukan efektivitas proses pembangunan 

ekonomi. Institusi yang inklusif, transparan, dan akuntabel mampu 

menciptakan lingkungan kondusif bagi inovasi, investasi, dan alokasi 

sumber daya yang efisien. Hal ini meliputi aspek regulasi, penegakan 

hukum, sistem perpajakan, pasar tenaga kerja, serta mekanisme 

perlindungan hak properti. Kegagalan kelembagaan dapat menghambat 

proses pembangunan dan menciptakan distorsi ekonomi. 

3. Teori Pembangunan Berkelanjutan  

Teori pembangunan berkelanjutan muncul sebagai respons terhadap 

tantangan lingkungan dan sosial yang ditimbulkan oleh model 

pembangunan konvensional. Menurut laporan Brundtland (1987), 

pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai pembangunan yang 

memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan 

generasi mendatang. Teori ini mengintegrasikan tiga dimensi: ekonomi, 

sosial, dan lingkungan, sebagai kerangka holistik dalam memahami 

proses pembangunan.  

Ekonomi pembangunan menempatkan sustainability dan inklusivitas 

sebagai prinsip utama. Pembangunan ekonomi berkelanjutan tidak hanya 

memperhatikan pertumbuhan ekonomi jangka pendek namun 

mempertimbangkan dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi jangka 

panjang. United Nations Development Programme (UNDP, 2023) 

menegaskan bahwa pembangunan inklusif mensyaratkan adanya 

distribusi manfaat pertumbuhan ekonomi secara merata, memberikan 

akses yang setara bagi seluruh kelompok masyarakat, termasuk kelompok 

marginal dan rentan. Pendekatan ini mengintegrasikan target Sustainable 

Development Goals (SDGs) dalam kerangka pembangunan nasional. 
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D. PARADIGMA DAN PENDEKATAN MODERN DALAM 

EKONOMI PEMBANGUNAN 

1. Konsep Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development) 

Pembangunan berkelanjutan merupakan paradigma komprehensif 

yang mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam 

kerangka pembangunan yang holistik. Konsep ini pertama kali 

diperkenalkan dalam Laporan Brundtland pada 1987 dan telah mengalami 

perkembangan signifikan dalam dekade terakhir. Menurut United Nations 

(2022), pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai upaya 

memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan 

generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. Implementasi 

konsep pembangunan berkelanjutan mensyaratkan pendekatan sistemik 

yang memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, 

perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Hal ini meliputi 

strategi mitigasi perubahan iklim, konservasi keanekaragaman hayati, 

pengembangan energi terbarukan, serta model produksi dan konsumsi 

yang efisien. Akan tetapi implementasi dari ekonomi berkelanjutan 

keberhasilannya tergantung pada kemampuan negara dalam merancang 

kebijakan yang terintegrasi dan bersifat lintas sektor. 

Tantangan utama dalam implementasi pembangunan berkelanjutan 

adalah kompleksitas koordinasi antarpemangku kepentingan dan 

kebutuhan transformasi fundamental dalam sistem ekonomi. World Bank 

(2023) mengidentifikasi bahwa negara-negara berkembang menghadapi 

kesulitan dalam menyeimbangkan kebutuhan pertumbuhan ekonomi 

dengan prinsip keberlanjutan. Diperlukan inovasi kelembagaan, investasi 

teknologi hijau, serta mekanisme pendanaan yang mendukung transisi 

menuju ekonomi rendah karbon dan inklusif. Pendekatan ekonomi 

lingkungan menjadi instrumen kritis dalam merealisasikan pembangunan 

berkelanjutan. Konsep valuasi ekonomi lingkungan memungkinkan 

pengukuran dampak ekonomi dari sumber daya alam dan jasa ekosistem. 

Menurut Stern (2021), valuasi ekonomi lingkungan membantu pembuat 

kebijakan memahami trade-off antara pertumbuhan ekonomi dan 

konservasi lingkungan, serta merancang instrumen ekonomi seperti pajak 

karbon, insentif konservasi, dan mekanisme perdagangan emisi. 

Selain itu, Pembangunan berkelanjutan memerlukan pendekatan 

ekosistem yang komprehensif, mempertimbangkan kompleksitas 
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interaksi antara sistem sosial, ekonomi, dan lingkungan. Keseimbangan 

ekologis tidak sekadar menjadi pertimbangan marginal, melainkan 

fundamental dalam arsitektur pembangunan ekonomi. Pendekatan ini 

mensyaratkan redesain total model produksi dan konsumsi, 

mengintegrasikan prinsip sirkular ekonomi, efisiensi sumber daya, serta 

mitigasi dampak lingkungan dalam setiap tahapan proses ekonomi. 

Mekanisme Insentif dan Transformasi Kelembagaan Implementasi 

pembangunan berkelanjutan membutuhkan mekanisme insentif yang 

mendorong transformasi kelembagaan. Acemoglu, D., & Robinson, 

(2019b) mengidentifikasi bahwa sistem insentif ekonomi berperan kritis 

dalam mendorong adopsi praktik berkelanjutan. Hal ini meliputi 

kebijakan perpajakan hijau, skema perdagangan karbon, insentif fiskal 

bagi inovasi teknologi rendah emisi, serta kerangka regulasi yang 

mendorong tanggung jawab lingkungan korporasi. Transformasi 

kelembagaan tidak sekadar bersifat normatif, melainkan membutuhkan 

desain mekanisme konkret yang menyelaraskan kepentingan ekonomi 

dengan keberlanjutan lingkungan. 

2. Pembangunan Inklusif dan Pemerataan 

Pembangunan inklusif merupakan pendekatan strategis yang 

bertujuan menjamin distribusi manfaat pertumbuhan ekonomi secara adil 

dan merata di seluruh lapisan masyarakat. Konsep ini menekankan 

pentingnya partisipasi aktif seluruh kelompok sosial dalam proses 

pembangunan, termasuk kelompok marginal dan rentan. Konsep ini 

menegaskan bahwa pembangunan inklusif tidak sekadar menciptakan 

pertumbuhan ekonomi, melainkan juga menjamin akses yang setara 

terhadap peluang dan sumber daya. Strategi pembangunan inklusif 

meliputi beberapa intervensi kunci, seperti peningkatan akses pendidikan, 

pengembangan keterampilan tenaga kerja, perlindungan sosial, serta 

penciptaan lingkungan usaha yang mendukung partisipasi pelaku 

ekonomi skala mikro dan kecil. Todaro, Michael P & Smith, (2021) 

mengidentifikasi bahwa keberhasilan pembangunan inklusif 

mensyaratkan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan spesifik 

kelompok rentan, seperti perempuan, masyarakat pedesaan, dan 

penyandang disabilitas. 

Indikator keberhasilan pembangunan inklusif dapat diukur melalui 

berbagai dimensi, di antaranya tingkat kemiskinan, ketimpangan 
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pendapatan, akses layanan dasar, serta partisipasi ekonomi. World 

Economic Forum, (2023) mencatat bahwa negara-negara dengan tingkat 

pembangunan inklusif tinggi cenderung memiliki stabilitas sosial-politik 

yang lebih baik, inovasi yang berkelanjutan, serta daya saing ekonomi 

yang kompetitif. 

3. Pendekatan Berbasis Hak Asasi Manusia dalam Pembangunan 

Pendekatan berbasis hak asasi manusia (HAM) dalam pembangunan 

menempatkan individu sebagai subjek utama proses pembangunan, bukan 

sekadar objek intervensi pembangunan. Kerangka ini mengintegrasikan 

prinsip-prinsip universalitas, partisipasi, akuntabilitas, dan non-

diskriminasi ke dalam strategi pembangunan. United Nations Human 

Rights (2022) menegaskan bahwa pendekatan berbasis HAM bertujuan 

memberdayakan masyarakat untuk mengakses hak-hak fundamental 

mereka dalam konteks pembangunan. Implementasi pendekatan berbasis 

HAM mensyaratkan transformasi kelembagaan yang memperhatikan 

aspek keadilan, partisipasi, dan pemberdayaan. Hal ini meliputi penguatan 

kapasitas kelembagaan, penegakan hukum, serta mekanisme 

perlindungan hak-hak fundamental masyarakat. Desain kelembagaan 

yang mendukung partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, 

implementasi, dan evaluasi program pembangunan serta terlibat aktif 

dalam proses pengambilan keputusan pembangunan. Hal ini 

mensyaratkan penguatan kapasitas masyarakat sipil, transparansi 

kelembagaan, serta penciptaan ruang dialog yang inklusif dan setara. 

United Nations Human Rights, (2023) mengidentifikasi bahwa 

perlindungan HAM dalam pembangunan memerlukan mekanisme yang 

responsif terhadap kebutuhan spesifik kelompok marginal. Hal ini 

meliputi perlindungan hak perempuan, masyarakat adat, penyandang 

disabilitas, serta kelompok rentan lainnya melalui intervensi hukum yang 

transformatif dan kontekstual. 

Tantangan utama pendekatan berbasis HAM adalah kompleksitas 

harmonisasi antara kerangka hukum internasional, kebijakan nasional, 

dan konteks lokal. Adanya komitmen politik, kesadaran publik, serta 

kapasitas kelembagaan dalam mentransformasikan prinsip-prinsip HAM 

menjadi praktik pembangunan yang konkret dan bermakna merupakan 

keberhasilan dalam implementasi pendekaan ini. 
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4. Transformasi Struktural Ekonomi 

Transformasi struktural ekonomi merupakan proses fundamental 

perpindahan tenaga kerja dan sumber daya dari sektor produktivitas 

rendah menuju sektor produktivitas tinggi. Konsep ini menjadi inti dari 

strategi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Menurut World 

Bank, (2023) transformasi struktural dicirikan oleh pergeseran kontribusi 

sektor ekonomi, di mana porsi sektor pertanian menurun sementara sektor 

industri dan jasa mengalami peningkatan signifikan. Dinamika 

transformasi struktural melibatkan berbagai faktor kompleks, termasuk 

inovasi teknologi, pengembangan modal manusia, serta perubahan 

kelembagaan. Todaro & Smith, (2020) menekankan bahwa keberhasilan 

transformasi struktural bergantung pada kemampuan negara dalam 

menciptakan ekosistem inovasi, mendorong investasi di sektor produktif, 

serta mengembangkan infrastruktur yang mendukung diversifikasi 

ekonomi. 

Tantangan utama transformasi struktural adalah ketidaksetaraan akses 

sumber daya, keterbatasan kapasitas institusional, serta resistensi terhadap 

perubahan dan negara-negara berkembang memerlukan strategi 

komprehensif untuk mengatasi hambatan struktural, termasuk melalui 

kebijakan industrial, investasi pendidikan, serta penguatan konektivitas 

ekonomi global. Transformasi struktural ekonomi pada era kontemporer 

sangat ditopang oleh inovasi teknologi dan redesain sistem produksi. 

Revolusi industri 4.0 membuka ruang transformasi fundamental dalam 

arsitektur ekonomi, mencakup otomatisasi, kecerdasan artifisial, serta 

sistem produksi yang terintegrasi. Hal ini mensyaratkan investasi masif 

dalam pengembangan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, serta 

adaptasi berkelanjutan terhadap perubahan teknologis. Transformasi 

struktural ekonomi tidak dapat dilepaskan dari dinamika geopolitik dan 

pergeseran kekuatan ekonomi global. World Bank, (2023) mencatat 

bahwa proses transformasi struktural pada abad ke-21 ditandai oleh 

ketidakpastian, interkonektivitas global, serta pergeseran rantai nilai 

internasional. Negara-negara dituntut untuk mengembangkan strategi 

adaptif, membangun ketangguhan ekonomi, serta mampu merespon 

perubahan struktural secara responsif dan antisipatif. 
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BAB 4 CIRI NEGARA BERKEMBANG 
 

 

 

 

Negara berkembang adalah negara yang memiliki tingkat kesejahteraan 

ekonomi, sosial, dan infrastruktur yang relatif lebih rendah dibandingkan 

dengan negara maju. Definisi ini sering merujuk pada kriteria seperti 

pendapatan per kapita, tingkat industrialisasi, standar hidup, dan akses 

terhadap layanan kesehatan serta pendidikan (Todaro & Smith, 2020). 

Menurut World Bank, negara berkembang adalah negara yang memiliki 

Pendapatan Nasional Bruto (GNI) per kapita yang lebih rendah dan sering 

menghadapi tantangan signifikan dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan 

infrastruktur dasar(World Bank, 2021). 

Menurut Sari & Gunawan (2021), negara berkembang adalah negara yang 

memiliki tingkat pembangunan manusia yang relatif rendah, yang ditandai 

dengan rendahnya akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan 

pekerjaan yang layak. Dikuatkan oleh Pratama (2022), negara berkembang 

adalah negara yang berupaya meningkatkan perekonomian dan kualitas hidup 

warganya melalui reformasi struktural, peningkatan akses pendidikan, dan 

investasi pada sektor kesehatan. Sedangkan Menurut Lestari & Suryani 

(2023), negara berkembang mengacu pada negara dengan tingkat 

pertumbuhan ekonomi yang masih berfluktuasi dan berusaha mencapai 

stabilitas ekonomi melalui peningkatan daya saing dan diversifikasi ekonomi. 

Mengidentifikasi negara berkembang memiliki peran penting dalam 

berbagai aspek, terutama dalam konteks kebijakan pembangunan dan bantuan 

internasional. Klasifikasi ini membantu organisasi internasional, seperti PBB 

dan Bank Dunia, dalam merancang program yang lebih efektif dan tepat 

sasaran untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial 

negara-negara tersebut (Sachs, 2015). Selain itu, pengelompokan ini juga 

menjadi dasar bagi pemberian bantuan internasional, termasuk bantuan teknis, 

keuangan, dan kemanusiaan yang dapat meningkatkan kapasitas nasional dan 

daya saing global negara berkembang (Collier, 2007). 

Tujuan bab ini adalah untuk menyajikan ciri-ciri umum negara 

berkembang berdasarkan berbagai sumber yang relevan. Artikel ini akan 
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merangkum faktor-faktor ekonomi, sosial, dan politik yang umumnya 

ditemukan di negara-negara berkembang untuk memberikan pemahaman 

yang komprehensif mengenai tantangan dan peluang yang dihadapi negara-

negara ini dalam konteks global. 

Pendapatan per kapita merupakan indikator penting untuk mengukur 

tingkat kesejahteraan ekonomi suatu negara. Negara berkembang umumnya 

memiliki pendapatan per kapita yang lebih rendah, yang mencerminkan 

keterbatasan akses terhadap sumber daya produktif, teknologi, dan 

infrastruktur yang memadai, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi. 

Dalam penelitiannya, Marlow (2019)menjelaskan bahwa negara-negara 

berkembang umumnya mengalami pendapatan per kapita yang jauh lebih 

rendah dibandingkan dengan negara-negara maju, seringkali disebabkan oleh 

ketidakstabilan politik, kurangnya investasi dalam pendidikan, dan 

infrastruktur yang tidak memadai. Sejalan dengan penelitian tersebut, menurut 

Faruqee & Ghosh(2020)ini menunjukkan bahwa pendapatan per kapita di 

negara berkembang seperti yang ditunjukkan oleh indikator PDB per kapita 

sering kali hanya sebagian kecil dari pendapatan per kapita di negara maju. 

Penurunan produktivitas dan akses pasar yang terbatas adalah beberapa faktor 

penyebabnya. 

Di Indonesia sendiri Pembangunan Indonesia menyatakan bahwa 

pendapatan per kapita yang rendah di negara berkembang disebabkan oleh 

ketergantungan pada sektor primer dan rendahnya tingkat 

industrialisasi(Mulyadi, 2021). Negara-negara ini sering kali masih 

bergantung pada ekspor bahan mentah yang harganya fluktuatif. Hadi 

(2022)menyoroti bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi di negara 

berkembang berkontribusi pada pendapatan per kapita yang rendah. 

Kurangnya akses ke pendidikan dan pelayanan kesehatan juga mempengaruhi 

kualitas tenaga kerja, yang pada gilirannya menghambat pertumbuhan 

ekonomi. 

Sejalan dengan penelitian tersebut bahwa tingkat pendapatan per kapita 

yang rendah sering kali berkaitan dengan rendahnya kualitas institusi dan 

pemerintahan. Institusi yang lemah dapat menghambat investasi dan inovasi, 

yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita(Sari, 

2023). Meskipun beberapa negara berkembang mengalami pertumbuhan 

ekonomi yang pesat, pendapatan per kapita mereka masih rendah 
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dibandingkan dengan negara maju, terutama karena ketergantungan pada 

sektor ekonomi tradisional dan keterbatasan teknologi(Yuliana, 2024). 

Struktur ekonomi mencerminkan bagaimana berbagai sektor ekonomi 

berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui Produk 

Domestik Bruto.Menurut Eka Nurdiano, struktur ekonomi adalah gambaran 

tentang bagaimana berbagai sektor ekonomi, seperti pertanian, industri, dan 

jasa, saling berhubungan dan berkontribusi pada perekonomian secara 

keseluruhan(Sembiring & Faried, 2019). 

Struktur ekonomi suatu daerah ibarat kue. Setiap potongan kue (sektor) 

mewakili bagian dari keseluruhan kue (PDRB). Ukuran setiap potongan 

menunjukkan seberapa besar kontribusi sektor tersebut terhadap total 

pendapatan daerah.Besarnya proporsi kontribusi setiap sektor ekonomi 

terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menunjukkan tingkat 

ketergantungan dan pengaruh sektor tersebut terhadap perkembangan 

ekonomi suatu daerah. Semakin besar kontribusi suatu sektor, semakin besar 

pula perannya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.Dengan demikian, 

pemerintah daerah berupaya untuk mengoptimalkan pengembangan sektor-

sektor unggulan guna meningkatkan kontribusi terhadap PDRB. 

Diversifikasi ekonomi merupakan kunci pembangunan yang 

berkelanjutan. Sektor industri telah berhasil berkontribusi dalam diversifikasi 

ekonomi Indonesia, mengurangi ketergantungan pada sektor primer seperti 

pertanian. Pertumbuhan sektor industri yang pesat menunjukkan keberhasilan 

upaya pemerintah dalam mendorong industrialisasi dan modernisasi.Peran 

sektor industri dalam transformasi ekonomi nasional tercermin dari kontribusi 

masing-masing subsektor terhadap peningkatan produktivitas, diversifikasi 

ekonomi, dan peningkatan daya saing produk dalam negeri. Analisis 

mendalam terhadap kontribusi subsektor industri dapat memberikan 

gambaran yang lebih jelas mengenai arah pembangunan industri di masa 

depan. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008, visi 

pembangunan industri nasional adalah menjadikan Indonesia sebagai negara 

industri yang tangguh dan berdaya saing tinggi pada tahun 2025. 

Perubahan adalah hal yang dinamis dan tak terelakkan. Dampak 

perubahan sangat bergantung pada kesiapan masyarakat dalam 

menghadapinya. Penerimaan yang baik akan mendorong kemajuan dan 

kesejahteraan, sedangkan penolakan akan memicu konflik dan disintegrasi 

sosial.Perkembangan teknologi informasi telah mengubah dinamika interaksi 
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sosial manusia. Jika sebelumnya hubungan sosial lebih ditekankan pada tatap 

muka langsung, kini komunikasi virtual melalui ponsel menjadi lebih 

dominan. Fenomena ini turut berkontribusi pada meningkatnya 

kecenderungan individualisme dalam masyarakat. 

Perubahan sosial merupakan dinamika inheren dalam kehidupan 

bermasyarakat yang tak dapat dielakkan. Interaksi sosial yang kompleks 

menjadi pendorong utama terjadinya perubahan ini. Perubahan sosial 

merupakan fenomena universal yang menyentuh seluruh aspek kehidupan 

masyarakat. Proses ini berlangsung secara dinamis dan berkelanjutan, 

dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun eksternal.Sebagai entitas 

yang hidup dan berkembang, masyarakat senantiasa mengalami transformasi. 

Perubahan sosial merupakan cerminan dari dinamika internal dan eksternal 

yang membentuk masyarakat(Syarifudin, 2012). 

Perubahan merupakan suatu konstanta dalam kehidupan manusia. 

Perubahan sosial yang terjadi dapat bersifat individual maupun kolektif, dan 

mencakup berbagai aspek kehidupan. Mengutip pendapat William F. Ogburn, 

ruang lingkup perubahan sosial meliputi seluruh aspek kebudayaan, baik 

material maupun non-material. Dinamika kehidupan manusia tidak lepas dari 

adanya perubahan. Perubahan sosial yang terjadi dapat bersifat kecil maupun 

besar, dan dapat berdampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. 

Ogburn berargumen bahwa perubahan sosial mencakup seluruh aspek 

kebudayaan, termasuk nilai-nilai, norma-norma, danteknologi(Soerjono, 

1994). 

Sifat dinamis kehidupan menyebabkan segala sesuatu, termasuk manusia, 

mengalami perubahan terus-menerus. Baik sebagai individu maupun makhluk 

sosial, manusia akan selalu mengalami transformasi.Kehidupan manusia, baik 

sebagai individu maupun sebagai bagian dari masyarakat, adalah sebuah 

perjalanan yang penuh dengan perubahan. 

Dinamika sosial tak hanya mengubah perilaku individu dan organisasi, 

namun juga norma serta struktur internal organisasi. Interaksi ini turut 

dipengaruhi oleh pendidikan. Sifat dinamis kehidupan manusia menjadikan 

perubahan sebagai fenomena universal yang penyebarannya begitu cepat dan 

luas, bahkan menjangkau aspek kehidupan yang paling modern sekalipun. 

Revolusi teknologi, yang seringkali tak disadari, memiliki dampak signifikan 

terhadap transformasi sosial, termasuk dalam ranah pendidikan. 
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Perubahan sosial, meskipun kecil, dapat memengaruhi struktur kehidupan 

sosial lainnya dan terjadi akibat perubahan pada unsur-unsur yang menjaga 

keseimbangan masyarakat. Unsur-unsur tersebut meliputi aspek geografis, 

biologis, ekonomi, dan budaya. Perubahan-perubahan ini dilakukan sebagai 

bentuk penyesuaian terhadap perkembangan zaman yang terus berubah secara 

dinamis(Agus, 2002). 

Interaksi sosial menjadi landasan terjadinya perubahan sosial. Dahrendorf 

menekankan peran dominasi sebagai salah satu kekuatan pendorong 

perubahan. Meskipun demikian, faktor-faktor lain baik dari dalam maupun 

luar masyarakat juga turut berkontribusi dalam memicu perubahan. Sumber 

perubahan sosial, menurut perspektif ini, dapat diidentifikasi sebagai endogen 

atau eksogen (Donatus, 2005). Adapun sebab-sebab 

terjadinyaperubahan sosial dari faktor internal, antara lain: 

1. Pertambahan jumlah penduduk, seperti yang terjadi akibat transmigrasi, 

dapat memicu perubahan signifikan dalam struktur sosial, khususnya pada 

lembaga-lembaga sosial. Kehadiran transmigran berpotensi membawa 

dampak positif, terutama jika mereka memiliki keterampilan yang relevan 

dengan kebutuhan masyarakat setempat; 

2. Pertentangan atau konflik akan selalu ada selama manusia hidup 

berkelompok. Konflik adalah bagian dari interaksi sosial yang tidak dapat 

dihilangkan sepenuhnya, tetapi dapat dikelola. Keterbatasan sumber daya 

yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sering kali memicu 

persaingan yang pada akhirnya mengarah pada konflik. Ketika konflik 

terjadi dalam masyarakat, hal ini menyebabkan frustrasi dan kecemasan 

sosial, membuat individu menjadi lebih rentan terhadap pengaruh dari hal-

hal baru; 

3. Inovasi kebudayaan memiliki dampak yang luas dan saling terkait pada 

berbagai aspek kehidupan. Sebagai contoh, penemuan listrik telah 

memicu perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, seperti 

radio, televisi, dan komputer, yang pada gilirannya telah mengubah pola 

perilaku, sistem pendidikan, dan dinamika ekonomi masyarakat. 

Selain faktor internal, perubahan sosial juga dapat dipicu oleh adanya 

pengaruh dari luar sistem sosial. Beberapa contoh faktor eksternal tersebut 

antara lain: 

1. Kondisi lingkungan alam memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

struktur sosial, budaya, dan perilaku masyarakat. Diversitas lingkungan 
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alam memunculkan keberagaman dalam mata pencaharian, sehingga 

menghasilkan perbedaan yang mencolok antara kehidupan masyarakat 

pedesaan dan perkotaan; 

2. Konflik bersenjata antar negara seringkali mengakibatkan perubahan 

yang signifikan. Negara yang kalah perang umumnya dipaksa untuk 

tunduk pada kehendak negara pemenang, termasuk dalam hal ekonomi, 

sosial, dan budaya; 

3. Adopsi budaya asing dapat memicu transformasi signifikan dalam tatanan 

sosial. Dalam era globalisasi yang ditandai dengan arus informasi, 

transparansi, dan interkoneksi ekonomi yang semakin intensif, pengaruh 

budaya asing telah merembes ke seluruh aspek kehidupan masyarakat, 

termasuk pola konsumsi dan gaya hidup. 

Perubahan dalam masyarakat bisa berasal dari dalam masyarakat itu sendiri 

atau dari luar. Berdasarkan hal ini, kita bisa mengelompokkan perubahan 

sosial menjadi tiga jenis, yaitu: 

1. Immanent Change, yaituPerubahan yang terjadi secara alami dari dalam 

sistem itu sendiri, tanpa banyak pengaruh dari luar; 

2. Selective Contact Change, yaitu Perubahan yang terjadi akibat kontak 

yang tidak disengaja dengan orang luar, sehingga membawa pengaruh 

ide-ide baru; 

3. Directed Contact Change, yaitu Perubahan yang terjadi akibat adanya 

intervensi dari pihak luar untuk memperkenalkan ide-ide baru. 

Jika dilihat dari proses perubahan itu sendiri memiliki tahap- tahap tertentu, 

yang dalam hal ini adatiga tahap yaitu: 

1. Invention, yaitu Tahap di mana inovasi atau gagasan baru muncul dan 

berkembang dalam masyarakat; 

2. Diffusion,yaitu Tahap penyebaran inovasi yang melibatkan jaringan 

sosial; 

3. Consequence, yaitu Tahap di mana inovasi menghasilkan perubahan 

dalam struktur sosial, budaya, atau institusi. 

Bentuk-Bentuk Perubahan Sosialmenurut Soerjono Soekanto (Astuti et al., 

2023)dibedakan dalam beberapa bentuk sebagai berikut: 

1. Perubahan lambat (Evolusi) 

Perubahan yang terjadi secara perlahan-lahan, seperti peralihan dari atap 

alang-alang ke atap seng di pedesaan, menunjukkan bagaimana 

masyarakat secara bertahap menyesuaikan diri dengan kondisi baru tanpa 
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adanya perencanaan yang matang. Perubahan ini bersifat alami dan 

merupakan bagian dari proses evolusi sosial. 

2. Perubahan cepat (Revolusi) 

Perubahan sosial dan budaya yang bersifat revolusioner memiliki dampak 

yang signifikan terhadap struktur dasar masyarakat. Revolusi dapat terjadi 

secara spontan maupun terencana, serta dapat berlangsung secara damai 

atau melalui konflik bersenjata. Perang kemerdekaan merupakan salah 

satu contoh nyata dari revolusi yang melibatkan kekerasan. 

3. Perubahan sosial yang direncanakan 

Perubahan yang bersifat intentionality merupakan hasil dari perencanaan 

yang matang oleh aktor-aktor sosial tertentu. Aktor-aktor ini, yang dikenal 

sebagai agen perubahan, memiliki peran sentral dalam menginisiasi dan 

mengimplementasikan perubahan sosial. Pembangunan infrastruktur 

seperti bendungan dan jalan raya merupakan contoh nyata dari perubahan 

yang direncanakan oleh pemerintah atau tokoh masyarakat. 

4. Perubahan sosial yang tidak direncanakan 

Perubahan sosial yang bersifat unintended merupakan peristiwa yang 

terjadi di luar kendali manusia dan seringkali membawa konsekuensi yang 

tidak diinginkan. Bencana alam dan konflik sosial merupakan contoh 

nyata dari perubahan yang tidak direncanakan, yang dapat menimbulkan 

kerusakan fisik dan sosial yang signifikan. 

Produktivitas penelitian di negara-negara berkembang telah menjadi topik 

yang menarik bagi banyak peneliti dan pembuat kebijakan. Beberapa faktor 

berkontribusi terhadap perbedaan produktivitas penelitian antara negara maju 

dan negara berkembang. Beberapa factor utama yang mempengaruhi 

produktivitas penelitian dinegara berkembang meliputi negara-negara 

berkembang sering menghadapi tantangan yang berkaitan dengan 

infrastruktur, seperti fasilitas penelitian yang tidak memadai, akses terbatas ke 

sumber informasi dan literatur, dan kurangnya dana untuk proyek penelitian 

(Ashour et al., 2023). Tingkat pendidikan dan sumber daya manusia di negara 

berkembang umumnya lebih rendah daripada di negara maju. Hal ini dapat 

mengakibatkan kapasitas yang lebih rendah untuk penelitian dan inovasi. 

Praktik manajemen yang buruk diperusahaan-perusahaan di negara 

berkembang dapat menyebabkan produktivitas yang rendah. Hal ini 

mencakup alokasi sumber daya yang tidak efisien, kurangnya pendelegasian 
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pengambilan keputusan, dan manajemen keuangan yang tidak memadai 

(Bloom et al., 2010). 

Negara-negara berkembang menghadapi tantangan yang unik dalam 

bidang pendidikan, termasuk sumber daya yang terbatas, infrastruktur yang 

tidak memadai, dan kesenjangan sosial ekonomi. Tantangan-tantangan ini 

memerlukan upaya penelitian yang ditargetkan untuk memenuhi kebutuhan 

spesifik negara-negara ini dan untuk menjembatani kesenjangan Pendidikan 

dengan negara-negara maju. Asia Tenggara, yang terdiri dari negara-

negara seperti Indonesia, Thailand, Vietnam, Malaysia, dan Filipina, 

merupakan wilayah yang beragam dengan berbagai tingkat pembangunan 

ekonomi, sistem pendidikan, dan infrastruktur penelitian. Produktivitas 

penelitian pendidikan di negara-negara berkembang di Asia tenggara telah 

berkembang, tetapi masih rendah dibandingkan dengan negara-negara maju 

dan negara-negara terkemuka lainnya di kawasan ini. Sebuah tinjauan 

bibliometrik terhadap penelitian pendidikan di AsiaTenggara dari tahun 1996 

hingga 2019 menunjukkan Tingkat pertumbuhan yang stabil dan 

publikasi yang selektif yang mendukung jurnal-jurnal terbaik diantara 

negara-negara terkemuka di kawasan ini. Namun, para peneliti pendidikan 

dari negara-negara berkembang sering kali mempublikasikan karya mereka di 

jurnal-jurnal tingkat rendah. Hubungan yang substansial antara produktivitas, 

dampak, dan kolaborasi penelitian juga diamati(Barrot, 2023). 

Pada bidang penelitian Pengajaran Bahasa Inggris, negara-negara Asia 

Tenggara telahmenghasilkan hampir 2% dari semua artikel yang diterbitkan 

dalam studi bahasa dan linguistik dansekitar 1% dari keseluruhan kutipan di 

seluruh dunia(Ngoc & Barrot, 2022). Dalam bidang ilmu perpustakaan, 

Malaysia merupakan negara yang paling produktif dengan 287 artikel, diikuti 

olehSingapura dengan 4.922 kutipan(Ibrahim et al., 2021). Di bidang 

penelitian tumor otak primer,ditemukan korelasi positif antara persentase PDB 

untuk penelitian dan pengembangan (R&D)dengan total publikasi(Mondia et 

al., 2020). Dalam penelitian sakit kepala primer, produktivitasnyarendah di 

Asia Tenggara, namun pergerakan menuju ekonomi berbasis pengetahuan 

dapatmendorong produktivitaspenelitian di wilayah ini(Vega et al., 2021). 

Pertumbuhan ekonomi adalah indikator untuk menilai tingkat keberhasilan 

perekonomian suatu negara. Pertumbuhan ekonomi suatu negara sangat 

dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti investasi dalam berbagai bentuk 

modal, pengembangan teknologi, dan peningkatan kualitas sumber daya 
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manusia. Semakin besar investasi dan semakin maju teknologi yang 

digunakan, maka potensi pertumbuhan ekonomi suatu negara akan semakin 

tinggi(Nasution et al., 2024). Kualitas infrastruktur seperti jalan raya, listrik, 

air bersih, dan fasilitas kesehatan memiliki pengaruh signifikan terhadap 

kinerja ekonomi. Jalan raya yang baik memperlancar distribusi barang dan 

jasa, sehingga mengurangi biaya logistik dan meningkatkan efisiensi 

produksi. Akses terhadap listrik dan air bersih mendukung kegiatan produksi, 

sementara fasilitas kesehatan yang memadai meningkatkan produktivitas 

tenaga kerja(Kurniawati & Asyurrahman, 2018). 

Kondisi ini menjadi agenda penting pada WTO karena mencakup 

beberapa kegiatan, yaitu: (1) Bertujuan untuk mendukung pembangunan; (2) 

Pentingnya integrasi negara-negara berkembang ke dalam sistem perdagangan 

multilateral agar mendukung pembangunan ekonomi mereka dibahas dalam 

konferensi tingkat menteri WTO yang pertama; dan (3) Persiapan 

pembangunan (Doha Development Agenda) untuk menangani isu-isu 

perdagangan dan pembangunan penting seperti utang dan pembiayaan, 

perdagangan dan transfer teknologi, serta kerjasama teknis dan 

pengembangan kapasitas, khususnya bagi negara-negara kurang berkembang 

dengan perlakuan khusus dan berbeda. Salah satu tantangan utama dalam 

perdagangan internasional adalah meningkatnya hambatan non-tarif. Aturan-

aturan yang tidak efisien ini menghambat arus barang dan jasa antar negara, 

sehingga mengurangi kapasitas perdagangan suatu negara. Untuk mendorong 

pertumbuhan perdagangan global, perlu dilakukan upaya untuk mengurangi 

hambatan non-tarif ini. Penghapusan hambatan non-tarif akan memberikan 

dampak positif yang signifikan terhadap perekonomian dunia. 

Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat ditingkatkan melalui perluasan 

perdagangan internasional. Oleh karena itu, anggota Organisasi Perdagangan 

Dunia (WTO) telah berkomitmen untuk mengurangi hambatan perdagangan, 

termasuk tarif dan hambatan non-tarif. Perjanjian Umum tentang Tarif dan 

Perdagangan (GATT) telah menetapkan aturan-aturan yang membatasi 

penggunaan instrumen proteksi perdagangan yang terlalu ketat. Tujuan utama 

dari fasilitasi perdagangan adalah untuk menghilangkan hambatan 

administratif yang menghambat aliran barang secara internasional. Melalui 

proses klarifikasi dan penyempurnaan ketentuan-ketentuan yang relevan 

dalam GATT 1994, fasilitasi perdagangan bertujuan untuk memperlancar 

pergerakan barang lintas batas. Perjanjian Fasilitasi Perdagangan (TFA) 
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merupakan tonggak sejarah dalam upaya global untuk menciptakan 

lingkungan perdagangan yang lebih terbuka dan efisien. Selain itu, perjanjian 

fasilitasi perdagangan ini juga merupakan bagian dari kesepakatan GATT 

yang lebih luas dalam WTO, di mana langkah-langkah fasilitasi perdagangan 

harus diterapkan pada setiap produk yang diperdagangkan melalui 

perdagangan internasional(Ukas et al., 2024). 

Implementasi Perjanjian Fasilitasi Perdagangan (TFA) memberikan 

dampak yang signifikan terhadap lanskap perdagangan global, termasuk bagi 

Indonesia sebagai anggota WTO. TFA memberikan kerangka kerja yang jelas 

mengenai fasilitasi perdagangan lintas batas dan menjabarkan ketentuan-

ketentuan yang relevan dalam GATT. Fleksibilitas diberikan kepada setiap 

negara anggota untuk menentukan jenis bantuan teknis dan kapasitas yang 

diperlukan dalam rangka implementasi TFA. Di Indonesia, kerangka hukum 

untuk pelaksanaan TFA telah terbangun dengan baik melalui berbagai 

peraturan perundang-undangan, sehingga memberikan landasan yang kuat 

bagi pemerintah dalam mengelola kebijakan perdagangan luar negeri. 

Maka dari itu negara berkembang, sering juga disebut negara 

berpendapatan rendah atau menengah, memiliki beberapa ciri utama yang 

membedakannya dari negara maju. Berikut adalah beberapa ciri-ciri utama 

negara berkembang yaitu: (1) Terdapat perbedaan yang signifikan antara 

negara berkembang dan negara maju dalam hal tingkat pendapatan. Penduduk 

negara berkembang umumnya memiliki pendapatan yang lebih rendah, yang 

berdampak pada kualitas hidup mereka dan akses terhadap layanan publik 

yang memadai; (2) Struktur Ekonomi, berkembang biasanya didominasi oleh 

sektor primer, seperti pertanian dan ekstraksi sumber daya alam. Sektor 

industri dan jasa cenderung kurang berkembang; (3) Tingkat Kemiskinan yang 

Tinggi, Banyak warga negara berkembang hidup di bawah garis kemiskinan, 

dengan akses terbatas ke kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, dan 

perumahan; (4) Pertumbuhan Penduduk yang Pesat, Negara berkembang 

sering mengalami pertumbuhan populasi yang cepat, yang dapat 

memperburuk masalah kemiskinan dan menambah tekanan pada infrastruktur 

dan sumber daya; (5) Keterbatasan Infrastruktur, Infrastruktur di negara 

berkembang sering kali kurang memadai, termasuk dalam hal transportasi, 

energi, dan komunikasi; (6) Ketergantungan pada Bantuan Asing, Banyak 

negara berkembang bergantung pada bantuan internasional dan utang luar 

negeri untuk mendanai proyek pembangunan dan memenuhi kebutuhan dasar. 
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(7) Ketidakstabilan Politik dan Sosial, Beberapa negara berkembang 

mengalami ketidakstabilan politik dan sosial, termasuk konflik, korupsi, dan 

kelemahan dalam institusi pemerintah. 

Kebijakan sering dianggap sebagai jantung dari setiap organisasi, 

pemerintahan, atau industry. Pada dasarnya, kebijakan adalah serangkaian 

prinsip, panduan, atau aturan yang ditetapkan untuk membimbing keputusan 

dan mencapai hasil yang di inginkan. kebijakan memainkan peran penting 

dalma membentuk Tindakan dan perilaku, serta memberikan kerangka kerja 

bagi individu atau kelompok untuk beroprasi dengan cara yang konsisten dan 

terstruktur. Dalam proses pembuatan kebijakan, identifikasi masalah adalah 

langkah awal. Setelah masalah diidentifikasi, solusi potensial akan dianalisis 

dan dibahas. Berbagai pemangku kepentingan, termasuk ahli, masyarakat, dan 

pihak lain yang berkepentingan, sering kali dilibatkan dalam proses ini untuk 

memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan adalah komprehensif dan 

efektif.  Namun, memiliki kebijakan saja tidak cukup. Penting untuk 

memastikan bahwa kebijakan tersebut diterapkan dengan benar dan secara 

konsisten. lmplementasi adalah tahap di mana kebijakan diterjemahkan 

menjadi tindakan. lni memerlukan koordinasi, sumber daya, dan kadang-

kadang pelatihan untuk memastikan bahwa semua pihak memahami dan 

mengikuti kebijakan tersebut.  Tentu saja, dunia berubah, dan kebijakan harus 

dapat beradaptasi dengan perubahan tersebut. Oleh karena itu, evaluasi dan 

revisi kebijakan menjadi bagian penting dari siklus kebijakan. Evaluasi 

memungkinkan organisasi atau pemerintah untuk menilai efektivitas 

kebijakan, sedangkan revisi memastikan bahwa kebijakan tetap relevan dan 

sesuai dengan kebutuhan saat ini.  

Keseluruhan proses ini, mulai dari identifikasi masalah hingga evaluasi, 

memastikan bahwa kebijakan berfungsi sebagai alat yang efektif dalam 

mencapai tujuan dan mengatasi tantangan. Di era yang semakin kompleks ini, 

pemahaman yang mendalam tentang konsep kebijakan dan bagaimana cara 

kerjanya menjadi kunci untuk sukses dalam berbagai bidang(Zein & Septiani, 

2023) 
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BAB 5 FAKTOR 
PEMBANGUNAN 
 

 

 

 

Pada tahun 1776, Adam Smith sudah mulai membahas tentang cara 

mengembangkan perekonomian suatu negara dalam bukunya. Namun, 

pembahasannya belum begitu lengkap. Ilmu ekonomi pembangunan itu 

sendiri sebenarnya bukan sekadar gabungan dari berbagai ilmu ekonomi yang 

sudah ada, melainkan ilmu yang berdiri sendiri dengan cara pandang dan 

metode yang unik(Elina, 2023). 

Keberhasilan pembangunan suatu negara sangat bergantung pada 

kemauan politik dan kapasitas institusional negara tersebut. Sebelum memulai 

proses pembangunan, negara yang sedang berkembang perlu memenuhi 

sejumlah prasyarat dasar sebagai fondasi yang kuat. Pembangunan ekonomi 

tidak dapat dicapai hanya dengan menghilangkan hambatan, tetapi juga 

memerlukan upaya proaktif untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi 

pertumbuhan. 

Indonesia merupakan negara yang dianugerahi kekayaan sumber daya 

alam yang melimpah, mulai dari sumber daya hayati hingga sumber daya 

mineral. Potensi sumber daya alam ini dapat menjadi pendorong utama 

pembangunan ekonomi nasional. Sektor pertanian, sebagai sektor tradisional, 

masih berperan signifikan dalam menyerap tenaga kerja dan berkontribusi 

pada pertumbuhan ekonomi. Fakta ini mengindikasikan bahwa sektor 

pertanian memiliki kontribusi yang besar terhadap perekonomian nasional. 

Secara esensial, aktivitas ekonomi merupakan transformasi faktor-faktor 

produksi menjadi output yang bernilai tambah, yang pada akhirnya akan 

menghasilkan aliran pendapatan bagi pemilik faktor produksi. Keberhasilan 

sektor pertanian dapat dilihat dari kontribusinya terhadap pertumbuhan 

ekonomi daerah. Jika perekonomian tumbuh, pendapatan masyarakat, 
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terutama petani, akan meningkat karena produksi dan produktivitas 

meningkat(Rodiaminollah & Qomariyah, 2023). 

Pembangunan yang berkelanjutan tidak hanya berfokus pada kemajuan 

ekonomi, tetapi juga pada pengembangan manusia secara utuh, baik jasmani 

maupun rohani. Peningkatan produksi barang dan jasa merupakan indikator 

pertumbuhan ekonomi modern. Upaya membantu negara-negara berkembang 

setelah perang dunia kedua belum berhasil mengatasi masalah kemiskinan 

secara signifikan. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, termasuk kurangnya 

perhatian terhadap aspek sosial, politik, dan budaya dalam 

pembangunan(Siregar & Majid, 2023). 

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan produksi barang dan jasa di 

suatu negara. Semakin tinggi produksi, maka umumnya kesejahteraan 

masyarakat juga akan meningkat. Salah satu cara mengukurnya adalah dengan 

melihat pendapatan nasional. Untuk mengetahui seberapa cepat ekonomi 

suatu negara berkembang, kita perlu membandingkan produksi barang dan 

jasa setiap tahun. Pertumbuhan ekonomi ini menjadi indikator keberhasilan 

pembangunan. Oleh karena itu, kita akan bahas lebih lanjut tentang konsep 

pembangunan ekonomi. 

Teori pertumbuhan ekonomi adalah Upaya memahami pendapatan rata-

rata masyarakat bisa terus meningkat dalam jangka waktu yang lama. Teori 

ini juga mengungkap bagaimana berbagai faktor ekonomi saling terkait dan 

mempengaruhi proses pertumbuhan ekonomi. Singkatnya, teori ini 

memberikan penjelasan yang masuk akal tentang bagaimana ekonomi bisa 

berkembang(Elina, 2023). Menurut Suryana(2000), beberapa ekonomi 

membedakan pengertian pembangunan ekonomi atau economic development 

dengan pertumbuhan ekonomi atau economic growth dengan mengartikan 

istilah pembangunan ekonomi sebagai berikut: 

1. Peningkatan pendapatan per kapita masyarakat yaitu tingkat pertambahan 

GDP/GNP pada suatu tahun tertentu adalah melebihi tingkat pertambahan 

penduduk, atau 

2. Perkembangan GDP/GNP yang terjadi dalam suatu negara ditemani oleh 

perombakan dan modernisasi struktur ekonominya (transformasi 

struktural). 

Usaha pembangunan yang sedang aktif dilakukan oleh negara-negara 

berkembang umumnya difokuskan pada upaya meningkatkan atau 

memperbaiki taraf hidup masyarakat, agar mereka dapat mencapai standar 
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kehidupan yang setara dengan masyarakat di negara-negara maju.  

Pembangunan ekonomi bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

dengan cara meningkatkan pendapatan per orang dan produksi barang dan 

jasa. Banyak faktor seperti sumber daya alam, tenaga kerja, teknologi, dan 

sistem ekonomi mempengaruhi tingkat produksi suatu negara(Simatupang, 

2004).  

Pembangunan ekonomi merupakan faktor kunci dalam meningkatkan 

taraf hidup masyarakat suatu negara. Dalam konteks ekonomi, keberhasilan 

pembangunan tidak hanya dinilai dari pertumbuhan ekonomi semata, 

melainkan juga dari perbaikan kualitas hidup, pengentasan kemiskinan, dan 

distribusi pendapatan yang lebih merata. Faktor-faktor yang memengaruhi 

laju pembangunan ekonomi dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori, 

yaitu:(1) Sumber Daya Alam, merupakan salah satu faktor penting yang dapat 

mempengaruhi pembangunan ekonomi suatu negara. Negara yang memiliki 

sumber daya alam yang melimpah, seperti minyak, gas, mineral, dan lahan 

subur, cenderung memiliki potensi besar untuk meningkatkan PDB. Namun, 

pemanfaatan sumber daya alam yang tidak efisien dan tidak berkelanjutan 

dapat menghambat pembangunan jangka panjang (Todaro & Smith, 2020); (2) 

Tenaga Kerja, Kualitas dan kuantitas tenaga kerja juga berperan penting dalam 

proses pembangunan ekonomi. Negara dengan tenaga kerja yang terampil dan 

berpendidikan tinggi biasanya memiliki produktivitas yang lebih tinggi, yang 

pada gilirannya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Ketersediaan 

tenaga kerja yang besar dan berkualitas memungkinkan negara untuk 

meningkatkan output produksi dan efisiensi dalam berbagai sektor ekonomi 

(Smith, 2019); (3) Modal, Investasi modal, baik dalam bentuk fisik seperti 

infrastruktur maupun dalam bentuk finansial, merupakan pilar utama dalam 

pembangunan ekonomi. Ketersediaan modal memungkinkan negara untuk 

memperluas kapasitas produksi, meningkatkan efisiensi, dan mendorong 

inovasi. Modal yang memadai juga berperan dalam menciptakan lapangan 

kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat (Mankiw, 2021); (4) 

Teknologi, Kemajuan teknologi berperan sebagai penggerak utama dalam 

meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Inovasi teknologi dapat 

mengurangi biaya produksi, mempercepat proses bisnis, dan membuka 

peluang pasar baru. Negara-negara yang mampu mengadopsi dan 

mengembangkan teknologi cenderung memiliki tingkat pertumbuhan 

ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara yang tertinggal secara 
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teknologi (Acemoglu & Robinson, 2019); dan (5) Kelembagaan, mencakup 

sistem hukum, peraturan, dan kebijakan yang mengatur perekonomian. 

Stabilitas politik, penegakan hukum, dan kebijakan yang mendukung investasi 

sangat mempengaruhi iklim usaha dan pembangunan ekonomi. Institusi yang 

kuat akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi 

yang berkelanjutan (North, 1990). 

Pembangunan ekonomi merupakan proses yang kompleks dan 

dipengaruhi oleh berbagai faktor. Upaya untuk meningkatkan pembangunan 

harus mencakup perbaikan di berbagai sektor, termasuk sumber daya alam, 

tenaga kerja, modal, teknologi, dan kelembagaan. Kebijakan yang tepat dalam 

mengelola faktor-faktor ini akan mendorong pembangunan yang 

berkelanjutan dan inklusif. Pembangunan suatu negara tidak hanya ditentukan 

oleh faktor ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh aspek sosial-budaya yang 

memiliki peran penting dalam menentukan arah dan keberhasilan 

pembangunan. Faktor sosial-budaya mencakup berbagai elemen seperti nilai-

nilai, norma, tradisi, dan praktik sosial yang ada dalam Masyarakat. Nilai dan 

norma sosial adalah bagian integral dari identitas budaya suatu masyarakat 

yang memengaruhi pola pikir dan perilaku individu maupun kelompok dalam 

berinteraksi dan membuat keputusan. Dalam konteks pembangunan, nilai dan 

norma sosial dapat menjadi pendorong atau penghambat pembangunan. 

Misalnya, nilai-nilai yang mendorong kerja keras, disiplin, dan inovasi dapat 

mempercepat proses pembangunan. Sebaliknya, norma yang 

mempertahankan status quo dan menghambat perubahan sosial dapat menjadi 

penghalang kemajuan. 

Menurut Kartodirdjo (2005), norma dan nilai dalam masyarakat sangat 

mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan. 

Masyarakat yang terbuka terhadap perubahan dan menerima inovasi lebih 

cenderung berkontribusi secara aktif dalam program pembangunan. 

Sebaliknya, masyarakat yang memegang teguh nilai-nilai tradisional yang 

menolak perubahan akan sulit untuk beradaptasi dengan tuntutan 

pembangunan modern. Sistem kepercayaan dan agama memiliki dampak yang 

signifikan terhadap pembangunan, terutama dalam menentukan etos kerja, 

solidaritas sosial, dan perilaku ekonomi masyarakat. Agama sering kali 

menjadi pedoman moral yang mengarahkan perilaku individu dalam 

kehidupan sehari-hari, termasuk dalam konteks ekonomi dan pembangunan. 
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Dalam buku “The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism” 

menunjukkan bahwa etika kerja Protestan yang menekankan kerja keras, 

kesederhanaan, dan penghematan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi 

dan pembangunan masyarakat Barat. Sebaliknya, di beberapa negara 

berkembang, pandangan religius tertentu yang mengutamakan kehidupan 

setelah mati daripada kesejahteraan duniawi dapat memengaruhi tingkat 

partisipasi dalam kegiatan ekonomi produktif(Weber, 2022). Pendidikan 

merupakan salah satu faktor utama yang dapat mengubah pola sosial-budaya 

dan mendorong pembangunan. Melalui pendidikan, individu mendapatkan 

pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai baru yang dapat meningkatkan 

produktivitas dan inovasi. Pendidikan juga berperan dalam mempromosikan 

kesetaraan gender, hak asasi manusia, dan partisipasi sosial, yang semuanya 

sangat penting untuk pembangunan berkelanjutan. 

Menurut oleh Setyono (2019) pendidikan mampu mengubah pola pikir 

tradisional menjadi lebih rasional dan terbuka terhadap perubahan. Pendidikan 

yang inklusif dan berkualitas juga dapat mengurangi kesenjangan sosial 

dengan memberikan kesempatan yang lebih besar bagi kelompok yang 

terpinggirkan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi. Dalam 

perspektif sosial-budaya, peran gender sangat memengaruhi dinamika 

pembangunan. Di banyak masyarakat, norma-norma budaya yang membatasi 

peran perempuan dalam ranah publik menjadi salah satu hambatan utama 

dalam proses pembangunan. Padahal, partisipasi perempuan dalam ekonomi, 

politik, dan sosial dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap 

pembangunan. Pernyataan tersebut dikuatkan oleh Kabeer (2015) bahwa 

pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender berperan penting dalam 

peningkatan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Ketika perempuan 

diberikan akses yang setara dalam pendidikan, pekerjaan, dan pengambilan 

keputusan, mereka dapat berkontribusi secara signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial. Identitas budaya dan 

keberagaman etnis, bahasa, serta tradisi memiliki peran penting dalam 

pembangunan, terutama di negara-negara berkembang yang multikultural. 

Keberagaman budaya dapat menjadi sumber kekayaan sosial yang 

memperkaya inovasi dan kreativitas. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, 

keberagaman ini juga dapat menimbulkan konflik sosial yang menghambat 

pembangunan. 
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Menurut Bhattacharyya (2018), pembangunan inklusif yang 

mempertimbangkan keanekaragaman budaya dapat mengurangi ketimpangan 

sosial dan memperkuat kohesi sosial. Program pembangunan yang mengakui 

dan menghormati identitas budaya masyarakat lokal cenderung lebih berhasil 

karena dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan mengurangi resistensi 

terhadap perubahan. Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang memiliki 

peran besar dalam menentukan keberhasilan pembangunan. Pola asuh, nilai-

nilai keluarga, dan dukungan emosional yang diberikan dalam lingkungan 

keluarga dapat memengaruhi perkembangan individu dalam masyarakat. 

Keluarga yang mendukung pendidikan, etos kerja, dan keterampilan sosial 

dapat melahirkan generasi yang lebih siap berpartisipasi dalam pembangunan. 

Sejalan dengan pernyataan Adi (2020) menunjukkan bahwa pola komunikasi 

dan interaksi dalam keluarga berpengaruh langsung terhadap pembentukan 

karakter dan sikap individu terhadap perubahan sosial. Keluarga yang 

mendukung pendidikan dan memiliki pola asuh demokratis cenderung 

menghasilkan individu yang lebih kritis, inovatif, dan responsif terhadap 

kebutuhan pembangunan. 

Dari berbagai perspektif yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa 

faktor sosial-budaya memainkan peran penting dalam proses pembangunan. 

Nilai-nilai, norma, sistem kepercayaan, pendidikan, gender, identitas budaya, 

dan dinamika keluarga adalah elemen-elemen kunci yang harus diperhatikan 

dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Kebijakan pembangunan 

yang mempertimbangkan aspek sosial-budaya cenderung lebih efektif karena 

lebih selaras dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat lokal. Oleh 

karena itu, memahami dan mengintegrasikan faktor sosial-budaya dalam 

pembangunan menjadi suatu keharusan untuk mencapai pembangunan yang 

berkelanjutan dan inklusif. 

Selain faktor-faktor yang sudah disebutkan, lingkungan juga sangat 

penting untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia. Jika 

kita tidak menjaga lingkungan, pertumbuhan ekonomi kita bisa merusak alam. 

Oleh karena itu, kita perlu menerapkan cara-cara yang ramah lingkungan, 

terutama di sektor industri dan pertanian. Selain itu, kualitas sumber daya 

manusia, sistem pemerintahan yang baik, inovasi, dan perlindungan 

lingkungan juga sangat penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang 

berkelanjutan. Agar pembangunan ekonomi Indonesia semakin baik, 

pemerintah dan semua pihak yang terkait harus bekerja sama mengatasi 
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berbagai tantangan yang ada. Dengan memahami faktor-faktor penting seperti 

kualitas sumber daya manusia, inovasi, dan lingkungan, kita dapat merancang 

strategi pembangunan yang menyeluruh dan berkelanjutan untuk masa depan 

Indonesia(Juliana et al., 2023). 

Pengaruh faktor lingkungan terhadap eksplorasi sumber daya alam dan 

keterkaitannyadengan perubahan iklim di Indonesia merupakan isu yang 

kompleks dan membutuhkan pendekatan multidisiplin. Hasil penelitian 

sebelumnya, termasuk pentingnya Pembangunan keuangan, rente sumber 

daya alam, inovasi teknologi, investasi asing langsung, konsumsi energi, 

sumber daya manusia, dan perdagangan terhadap degradasi lingkungan 

(Ganda, 2022). Selain itu, hasil pencarian juga menyoroti perlunya 

mengurangi emisi dari penggunaan lahan di Indonesia dan mengidentifikasi 

sumber pendanaan untuk instrumen kebijakan yang sesuai dengan motivasi 

untuk memitigasi perubahan iklim global (Noordwijk et al., 2014). Hasil 

penelitian juga menunjukkan bahwa para pembuat kebijakan harus fokus pada 

transisi dari sumber energi tak terbarukan konvensional ke sumber energi 

terbarukan yang lebih hemat biaya dan dapat diandalkan yang mendukung 

pertumbuhan berkelanjutan dan lingkungan yang sehat (Akadiri et al., 2022). 

Selain itu, konservasi dan restorasi hutan bakau di Indonesia menjanjikan 

penyerapan karbon dalam jumlah yang signifikan (Arifanti et al., 2022). 

Akhirnya, hasil penelusuran menunjukkan bahwa peningkatan pengelolaan 

daerah aliran sungai terpadu di Indonesia dapat membantu mitigasi 

danadaptasi terhadap dampak perubahan iklim (Basuki et al., 2022). Secara 

keseluruhan, masalah ini,namun penelitian lebih lanjut diperlukan untuk 

memahami sepenuhnya pengaruh factor lingkungan terhadap eksplorasi 

sumber daya alam dan keterkaitannya dengan perubahan iklim di Indonesia. 

Pengaruh faktor lingkungan terhadap eksplorasi sumber daya alam dan 

keterkaitannya dengan perubahan iklim di Indonesia merupakan isu penting 

yang menuntut penyelidikan yang mendalam. Makalah penelitian ini 

menyelidiki hubungan yang beragam antara kondisi lingkungan dan kegiatan 

eksplorasi sumber daya alam dalam konteks Indonesia, serta menganalisis 

implikasinya terhadap perubahan iklim. Dengan fokus khusus 

pada faktor lingkungan, penelitian ini berusaha untuk melihat peran mereka 

dalam membentuk keberlanjutan, kelayakan, dan dampak lingkungan dari 

praktik eksplorasi sumber daya. Pada intinya, penelitian ini bertujuan untuk 

memahami bagaimana berbagai faktor lingkungan, termasuk kondisi geologi, 
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topografi, dan iklim, mempengaruhi upaya eksplorasi sumber daya alam di 

Indonesia. Faktor-faktor lingkungan ini sangat rumit dan memiliki banyak 

dampak pada kegiatan eksplorasi dan, akibatnya, dinamika perubahan iklim 

di wilayah tersebut. 

Pembangunan infrastruktur dan pemilihan lokasi sangat penting untuk 

memastikan keberlanjutan proyek-proyek eksplorasi sumber daya dan 

meminimalkan dampak lingkungan di Indonesia. Interaksi yang kompleks 

antara faktor geologi, topografi, dan iklim mengharuskan pemilihan lokasi 

yang cermat dan pembangunan infrastruktur yang kuat. Sebagai contoh, 

daerah pegunungan di provinsi Papua telah menyebabkan Pembangunan 

infrastruktur yang kompleks, termasuk jalan dan terowongan, untuk akses ke 

daerah-daerah yang kaya akan sumber daya alam (Pakasi, 1988; Sasaoka et 

al., 2017). Selain itu, distribusi sumber daya mineral, seperti batu bara dan 

bauksit, di berbagai wilayah di Indonesia berdampak pada biaya dan 

kelayakan transportasi. Kriteria pemilihan lokasi yang diusulkan untuk 

kawasan industri ramah lingkungan di Indonesia meliputi jarak, kondisi 

infrastruktur, faktor ekonomi, lingkungan, dan hukum (Uscha et al., 

2021).Para pembuat kebijakan perlu mengadopsi kebijakan yang efektif dan 

kondusif untuk mengurangi dampak buruk dari faktor-faktor yang berdampak 

negatif terhadap keamanan mata pencaharian yang berkelanjutan (Singh & 

Issac, 2018). 

Eksploitasi sumber daya alam di Indonesia bukannya tanpa 

dampak lingkungan yang signifikan, yang berkontribusi terhadap perubahan 

iklim dan tantangan terkait. Salah satu perhatian utama adalah pelepasan gas 

rumah kaca (GRK) selama ekstraksi, transportasi, dan pemanfaatan sumber 

daya. Pembakaran bahan bakar fosil, seperti batu bara, minyak, dan gas alam, 

menghasilkan emisi GRK, yang merupakan pendorong utama perubahan 

iklim (Nagara, 2017; Sadewo et al., 2022; Sadewo et al., 2022).  

Indonesia merupakan salah satu produsen dan eksportir batubara terbesar 

di dunia, sehingga menjadi kontributor besar terhadap emisi karbon global. 

Ekstraksi dan pembakaran batubara telah menyebabkan peningkatan emisi 

CO2 yang signifikan, yang tidak hanya berdampak pada Indonesia tetapi juga 

pada dunia secara luas. Selain itu, perluasan perkebunan kelapa sawit, 

sebagian besar untuk produksi minyak kelapa sawit, telah mengakibatkan 

deforestasi dan peningkatan emisi gas rumah kaca(Maghfirani et al., 2022; 

Nurcahyaningsih et al., 2022; Rizki & Setiawina, 2022). 
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Selain emisi GRK, eksplorasi sumber daya alam di Indonesia juga 

memiliki dampak yang luas terhadap lingkungan, termasuk deforestasi, 

degradasi lahan, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Konversi hutan dan 

lahan gambut menjadi lahan pertanian dan industri telah menjadi pendorong 

deforestasi yang signifikan, melepaskan karbon yang tersimpan dalam 

ekosistem ini ke atmosfer (Qurbani & Rafiqi, 2022; Rahmawati et al., 2020; 

Rukmana et al., 2023). Selain itu, degradasi lahan yang disebabkan oleh 

ekstraksi sumber daya dapat berdampak pada ekosistem lokal, kualitas air, dan 

kesehatan tanah. Dampak-dampak ini selanjutnya berkontribusi pada 

perubahan iklim dengan mengubah siklus karbon dan air di wilayah yang 

terkena dampak(Arief et al., 2022; Herniti, 2021; Ismawati, 2021). 

Meskipun berbagai kebijakan dan peraturan telah diterapkan untuk 

memitigasi dampak lingkungan dan iklim dari eksplorasi sumber daya alam 

di Indonesia, tantangan terkait penegakan hukum, kepatuhan, dan pemantauan 

masih tetap ada. Penebangan liar dan perubahan tata guna lahan masih 

menjadi isu utama, yang menekankan perlunya kerangka kerja peraturan yang 

lebih komprehensif dan ketat (Uribe-Jaramillo, 2016). Efektivitas kebijakan 

dan peraturan ini masih menjadi bahan perdebatan (Majid et al., 2021). Petani 

kecil, yang mengelola lebih dari 40%area kelapa sawit di Indonesia, 

diharapkan untuk mematuhi peraturan wajib kelapa sawit berkelanjutan 

(ISPO), tetapi secara rata-rata, petani kecil dianggap memiliki kepatuhan yang 

buruk terhadap indikator-indikator ISPO (Aisyah & Mulyo, 2021). 

Implementasi kebijakan Moratorium Hutan di tingkat provinsi terhambat 

oleh faktor komunikasi, sumber daya, dan disposisi(Yudhanegara, 2021). 

Model sistem dinamik menunjukkan bahwa kebijakan moratorium secara 

nyata mengurangi emisi karbon dioksida dari deforestasi, tetapi pengurangan 

tersebut hanya bersifat sementara, dan tren emisi pada skenario kebijakan 

moratorium pada akhirnya akan Kembali ke tingkat business as usual . 

Pemerintah, perusahaan, pekebun, asosiasi kelapa sawit, dan INGO/LSM 

berupaya membangun sinergi dalam mencari solusi strategis dibawah skema 

sertifikasi ISPO (Dewi, 2021). 

Meskipun literatur yang ada memberikan wawasan yang berharga 

mengenai pengaruh faktor lingkungan terhadap eksplorasi sumber daya alam 

dan perubahan iklim di Indonesia,terdapat beberapa kesenjangan penelitian 

dan area untuk eksplorasi, diantaranya: 
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1. Analisis lebih lanjut diperlukan untuk memahami variasi regional 

dalam factor lingkungan dan dampaknya terhadap eksplorasi sumber 

daya. Berbagai wilayah di Indonesia memiliki tantangan geologi, 

topografi, dan iklim yang unik yang memerlukan perhatian khusus. 

2. Studi yang meneliti dimensi sosial ekonomi dan politik dari eksplorasi 

sumber daya dan perubahan iklim di Indonesia masih relatif langka. 

Penyelidikan tentang bagaimana faktor-faktor ini berinteraksi dengan 

kondisi lingkungan dapat memberikan pemahaman yang lebih 

menyeluruh. 

3. Efektivitas kebijakan dan peraturan dalam memitigasi 

dampak lingkungan perlu dikaji secara menyeluruh. Mengidentifikasi 

hambatan-hambatan dalam penegakan dan kepatuhan dapat menjadi 

masukan untuk perbaikan kebijakan. 

4. Dengan munculnya bidang perdagangan karbon dan 

pendanaan lingkungan, mengeksplorasi potensi Indonesia untuk 

memanfaatkan sumber daya alamnya untuk pembangunan berkelanjutan 

merupakan jalan yang menarik untuk penelitian lebih lanjut. 

Faktor geologi, topografi, dan iklim ternyata memainkan peran penting 

dalam mempengaruhi kelayakan, biaya, dan keberlanjutan lingkungan dari 

proyek-proyek eksplorasi sumber daya alam. Pemahaman ini sangat penting 

untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan eksplorasi yang 

menghormati kondisi lingkungan dan meminimalkan dampak yang 

merugikan. Meskipun Indonesia telah memperkenalkan kebijakan dan 

inisiatif yang patut dipuji, seperti Moratorium Hutan, Low Carbon 

Development Initiative (LCDI), dan skema sertifikasi Indonesian Sustainable 

Palm Oil (ISPO), namun efektivitasnya sering kali terhambat oleh masalah 

penegakan hukum dan kepatuhan. Mengatasi tantangan-tantangan ini sangat 

penting untuk mengurangi dampak lingkungan dan mencapai eksplorasi 

sumber daya yang berkelanjutan. 

Pembangunan ekonomi berfokus pada peningkatan pendapatan, 

pengurangan kemiskinan, dan penciptaan lapangan kerja. Faktor-faktor 

seperti investasi, inovasi teknologi, infrastruktur, serta kebijakan ekonomi 

yang stabil sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang 

berkelanjutan. Namun, tantangan seperti ketimpangan ekonomi, akses ke 

sumber daya, dan pengelolaan utang perlu ditangani untuk mencapai 

pembangunan yang inklusif. 
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Sosial-budaya menyoroti pentingnya pendidikan, kesehatan, dan 

partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Nilai-nilai budaya, adat 

istiadat, serta kesetaraan gender dan hak asasi manusia juga memainkan peran 

penting dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera. Tantangan dalam 

pembangunan sosial termasuk mengatasi diskriminasi, meningkatkan kualitas 

pendidikan, dan memperbaiki layanan kesehatan. Lingkungan menekankan 

pada pentingnya keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam dan 

mitigasi dampak perubahan iklim. Pembangunan yang berkelanjutan 

memerlukan kebijakan yang mendukung konservasi, efisiensi energi, dan 

pengurangan polusi. Tantangan terbesar adalah menyeimbangkan antara 

pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan, di mana eksploitasi 

berlebihan terhadap sumber daya alam dapat merusak ekosistem dan 

kesejahteraan masyarakat jangka panjang. Secara keseluruhan, pembangunan 

yang berkelanjutan memerlukan pendekatan yang holistik, yang 

mempertimbangkan dan menyeimbangkan faktor-faktor ekonomi, sosial-

budaya, dan lingkungan. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan 

masyarakat sangat penting untuk mengatasi berbagai tantangan dan 

menciptakan masa depan yang lebih baik. 
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BAB 6 STRUKTUR EKONOMI 
 

 

 

 

Kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan melalui pembangunan 

ekonomi yang mencakup berbagai aspek, mulai dari pertumbuhan ekonomi 

hingga pengembangan sektor-sektor produktif (Hasanah, 2021). Selain 

bertujuan untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas secara efisien, 

Indonesia kini telah beralih dari sistem pembangunan ekonomi terpusat. Sejak 

diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi 

Daerah, Indonesia telah mengadopsi sistem desentralisasi dalam pengelolaan 

pemerintahan dan pembangunan (Guspeneldi, 2017),Pendekatan ini 

mengadopsi prinsip desentralisasi, yang memberikan otonomi kepada daerah 

dalam mengelola dan mengembangkan wilayahnya, khususnya dalam sektor 

ekonomi. Hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 

Pertumbuhan ekonomi, yang diukur melalui peningkatan PDB, masih 

menjadi indikator utama keberhasilan pembangunan. Meskipun demikian, 

pendekatan ini memiliki keterbatasan karena tidak mempertimbangkan faktor-

faktor kualitatif seperti distribusi pendapatan dan perubahan struktur ekonomi. 

Pembangunan yang berkelanjutan tidak hanya tentang pertumbuhan ekonomi, 

tetapi juga tentang keadilan. Jika semua daerah mendapatkan bagian yang 

sama dari hasil pembangunan, maka pertumbuhan ekonomi akan lebih stabil 

dan berkelanjutan. Menurut(Zasriati, 2022), Data PDRB dapat disajikan 

dalam dua bentuk, yaitu berdasarkan harga berlaku dan harga konstan. PDRB 

dengan harga berlaku mencerminkan nilai tambah yang dihitung dengan 

menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan PDRB dengan harga 

konstan menggunakan harga pada tahun dasar tertentu sebagai pembanding. 

Penggunaan PDRB dengan harga konstan sangat penting untuk mengukur 

pertumbuhan ekonomi secara riil. Penyusunan PDRB merupakan upaya untuk 

menyediakan data yang akurat mengenai perkembangan ekonomi suatu 

daerah. Informasi ini sangat berguna bagi pemerintah dan sektor swasta dalam 

merumuskan kebijakan dan strategi pembangunan yang tepat. 
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Selain pertumbuhan ekonomi, perubahan struktur ekonomi, dan 

pemerataan pendapatan, masih ada banyak faktor lain yang perlu diperhatikan 

untuk menilai keberhasilan pembangunan suatu daerah. Faktanya, 

pertumbuhan ekonomi yang pesat tanpa diimbangidengan pertumbuhan 

penduduk yang sesuai justru dapat menyebabkan ketimpangan (Rosi, 2024). 

Beberapa daerah mungkin mengalami pertumbuhan signifikan, sementara 

yanglain tumbuh lambat. Ketimpangan ini disebabkan oleh kurangnya sumber 

daya,kecenderungan investor memilih daerah perkotaan dengan fasilitas 

lengkap sepertitransportasi, listrik, telekomunikasi, perbankan, asuransi, dan 

tenaga kerja terampil. Selainitu, ketimpangan juga disebabkan oleh distribusi 

pendapatan yang tidak merata dariPemerintah Pusat atau provinsi ke daerah. 

Kesenjangan dalam akses modal menjadi salah satu faktor penghambat 

pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pengusaha besar cenderung lebih 

diuntungkan dalam memperoleh sumber pendanaan dibandingkan dengan 

usaha mikro, kecil, dan menengah. 

Pertumbuhan ekonomi dan perdagangan internasional memiliki korelasi 

yang signifikan terhadap kinerja ekonomi Indonesia. Kenaikan ketidakpastian 

dalam perekonomian global dapat berdampak negatif pada prospek 

pertumbuhan ekonomi domestik. Adapun Pertumbuhan ekonomi Indonesia 

dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu: 

1. Faktor Produksi adalah efisiensi penggunaan tenaga kerja dan bahan baku 

dalam negeri menjadi kunci penting dalam mendorong pertumbuhan. 

2. Iklim Investasi adalah kebijakan investasi yang kondusif dan berorientasi 

pasar sangat diperlukan untuk menarik investasi asing dan domestik. 

3. Neraca Pembayaran adalah surplus neraca pembayaran akan memperkuat 

cadangan devisa dan menstabilkan nilai tukar rupiah. 

4. Kebijakan Moneter adalah kebijakan moneter yang akomodatif dan 

antisipatif terhadap perkembangan ekonomi global sangat penting untuk 

menjaga stabilitas makroekonomi. 

5. Kebijakan Fiscal adalah kebijakan fiskal yang sehat dan berkelanjutan 

akan mendukung pembiayaan pembangunan dan mengurangi risiko 

utang. 

Teori ini menjelaskan bagaimana negara-negara berkembang 

bertransformasi dari ekonomi berbasis pertanian menjadi ekonomi yang lebih 

beragam, dengan sektor industri dan jasa sebagai penggerak utama. 

Mengadopsi istilah Kuznets, Chenery mendefinisikan transformasi struktural 
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sebagai serangkaian perubahan saling terkait dalam komposisi permintaan 

agregat, perdagangan luar negeri, dan penawaran agregat. Perubahan-

perubahan ini merupakan bagian integral dari proses pembangunan ekonomi 

yang berkelanjutan (Louhenapessy, 2014). 

Ada dua pendekatan utama dalam menganalisis transformasi ekonomi: 

teori dualisme ekonomi Lewis dan teori transformasi struktural Chenery. Teori 

Lewis mengasumsikan adanya dualitas antara sektor tradisional (pertanian) 

dan modern (industri), dengan migrasi tenaga kerja dari sektor tradisional ke 

sektor modern sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Sementara 

itu, teori Chenery memberikan kerangka analisis yang lebih luas, mencakup 

perubahan dalam struktur produksi, konsumsi, dan perdagangan. Adanya 

perekonomian yang masih bergantung pada sektor pertanian dan pertumbuhan 

penduduk yang pesat mengakibatkan surplus tenaga kerja. Kondisi ini 

ditandai oleh produktivitas marginal tenaga kerja yang mendekati nol dan 

upah riil yang rendah. 

Teori pola pembangunan yang dikemukakan oleh Chenery memiliki 

keselarasan dengan model dualisme ekonomi Lewis. Keduanya sepakat 

bahwa proses pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang 

melibatkan peralihan dari sektor tradisional (pertanian) ke sektor modern 

(industri). Chenery dan Syrquin lebih lanjut menekankan bahwa transformasi 

struktural ini merupakan proses yang dinamis dan kompleks, melibatkan 

perubahan dalam berbagai aspek ekonomi, seperti struktur produksi, 

konsumsi, dan investasi, Menurut Suwarni(2006)seiring dengan kenaikan 

pendapatan per kapita, masyarakat mengalami perubahan pola konsumsi yang 

signifikan. Mereka mulai mengalihkan sebagian besar pengeluarannya dari 

kebutuhan pokok seperti makanan menuju barang-barang manufaktur dan jasa 

yang lebih beragam. Meskipun teori Lewis dan Chenery memberikan 

kontribusi signifikan dalam memahami transformasi struktural, analisis 

struktur ekonomi tidak terbatas pada kedua teori tersebut. Dumairymenyoroti 

bahwa struktur ekonomi dapat diamati dari berbagai sudut pandang yang 

saling melengkapi(Hasang & Nur, 2020), setidaknya mencakup empat 

dimensi utama, antara lain: 

1. Tinjauan Makro-sektoral; 

2. Tinjauan Keuangan; 

3. Tinjauan penyelenggaraan kenegaraan; dan 

4. Tinjauan birokrasi pengambilan keputusan. 
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Sebagai bagian integral dari sistem sosial yang kompleks, sistem ekonomi 

suatu negara tidak berdiri sendiri melainkan saling terhubung dengan berbagai 

sistem sosial lainnya, terutama sistem politik. Fenomena ini merupakan suatu 

kecenderungan global yang menunjukkan adanya interdependensi antara 

kedua sistem tersebut. Terdapat korelasi yang kuat antara ideologi politik dan 

sistem ekonomi suatu negara. Negara dengan ideologi liberal umumnya 

mengadopsi sistem ekonomi kapitalis yang memberikan kebebasan yang lebih 

besar kepada pasar dalam mengalokasikan sumber daya. Di sisi lain, negara 

dengan ideologi komunis cenderung mengadopsi sistem ekonomi sosialis 

yang memberikan peran sentral kepada negara dalam perencanaan dan 

pengendalian ekonomi. Meskipun demikian, dalam realitasnya, tidak ada 

negara yang secara murni menganut salah satu sistem ekonomi tersebut. 

Bahkan negara-negara yang dianggap sebagai representasi dari masing-

masing sistem, seperti Amerika Serikat, Inggris, China, Rusia, dan Indonesia 

telah melakukan berbagai modifikasi dan adaptasi terhadap sistem ekonomi 

mereka. Indonesia menganut sistem ekonomi campuran, yang lebih tepatnya 

kini dikenal sebagai sistem ekonomi kerakyatan (Pancasila). Sistem ini 

memiliki ciri-ciri yang berbeda dari kedua sistem ekonomi lainnya, yaitu 

kapitalisme dan sosialisme (Bank Indonesia, 2018). 

 

 

A. IMPLIKASI STRUKTUR EKONOMI TERHADAP 

PERTUMBUHAN EKONOMI, KUALITAS HIDUP, DAN 

KESENJANGAN SOSIAL 

Struktur ekonomi suatu negara sangat mempengaruhi berbagai aspek 

kehidupan masyarakatnya, termasuk pertumbuhan ekonomi, kualitas hidup, 

dan kesenjangan sosial. Struktur ekonomi yang ideal adalah yang dapat 

mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kualitas 

hidup penduduk, dan mengurangi kesenjangan sosial. Namun, di banyak 

negara berkembang, struktur ekonomi yang belum matang sering kali justru 

menyebabkan ketimpangan dan stagnasi dalam berbagai sektor (Todaro & 

Smith, 2020). 

Pertumbuhan Ekonomi Struktur ekonomi yang dominan dalam sektor 

primer, seperti pertanian dan ekstraksi sumber daya alam, biasanya memiliki 

tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dibandingkan dengan 

ekonomi yang berbasis pada sektor manufaktur dan jasa (Arsyad, 2019). Hal 
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ini disebabkan oleh rendahnya produktivitas dan nilai tambah dalam sektor 

primer, serta ketergantungan yang tinggi terhadap harga komoditas global 

yang fluktuatif. Negara-negara dengan struktur ekonomi yang lebih 

berorientasi pada industri dan teknologi cenderung mengalami pertumbuhan 

ekonomi yang lebih cepat karena adanya peningkatan produktivitas dan 

efisiensi (Mankiw, 2019). Namun, pertumbuhan ekonomi yang pesat tanpa 

diiringi dengan pemerataan pendapatan sering kali memperburuk kesenjangan 

sosial dan tidak selalu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 

Dalam konteks pertumbuhan ekonomi, transformasi struktur ekonomi dari 

sektor primer ke sekunder dan tersier merupakan langkah yang esensial. 

Negara-negara yang berhasil menggeser struktur ekonominya menuju sektor 

industri dan jasa biasanya menunjukkan peningkatan dalam pertumbuhan 

ekonomi. Sebagai contoh, negara-negara di Asia Timur seperti Korea Selatan 

dan Taiwan telah menunjukkan bagaimana transformasi ekonomi dapat 

mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan (Rodrik, 2018). Namun, di sisi 

lain, negara-negara yang tetap bergantung pada sektor primer sering kali 

terjebak dalam jebakan pendapatan menengah yang menghambat 

pertumbuhan lebih lanjut. 

Kualitas Hidup Struktur ekonomi yang berkembang ke arah industrialisasi 

dan modernisasi sektor jasa juga berdampak positif pada kualitas hidup 

masyarakat. Perubahan ini sering kali disertai dengan peningkatan upah, 

perbaikan kondisi kerja, dan akses yang lebih baik terhadap layanan 

kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Indikator kualitas hidup seperti 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sering kali meningkat seiring dengan 

modernisasi ekonomi. Namun, tidak semua pertumbuhan ekonomi otomatis 

meningkatkan kualitas hidup, terutama jika pertumbuhan tersebut bersifat 

eksklusif dan hanya dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat. 

Selain itu, pengaruh struktur ekonomi terhadap kualitas hidup juga dapat 

dilihat dari distribusi akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan 

kesehatan. Di negara-negara dengan struktur ekonomi yang tidak seimbang, 

kesenjangan akses ini sering kali sangat lebar. Wilayah yang lebih maju secara 

ekonomi biasanya memiliki akses lebih baik terhadap layanan publik, 

sementara daerah yang tertinggal sering kali mengalami keterbatasan akses 

(Sen, 2000). Akibatnya, meskipun suatu negara mungkin mengalami 

pertumbuhan ekonomi yang signifikan, manfaatnya tidak selalu dirasakan 

oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok yang terpinggirkan. 



Pengantar Ekonomi Pembangunan | 109 

Kesenjangan Sosial Struktur ekonomi juga berperan besar dalam 

mempengaruhi tingkat kesenjangan sosial di suatu negara. Ketimpangan 

dalam distribusi pendapatan dan kesempatan sering kali lebih tinggi di negara-

negara dengan struktur ekonomi yang tidak merata, di mana sebagian besar 

kekayaan dan peluang ekonomi terkonsentrasi di tangan segelintir orang atau 

wilayah tertentu. Struktur ekonomi yang dominan di sektor ekstraktif atau 

sektor primer lainnya sering kali menciptakan distribusi pendapatan yang 

tidak merata karena keuntungan ekonomi terpusat pada segelintir pelaku pasar 

dan perusahaan besar (Piketty, 2014). 

Kesenjangan sosial tidak hanya terkait dengan pendapatan, tetapi juga 

dengan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja. Struktur 

ekonomi yang tidak inklusif sering kali menyebabkan kelompok tertentu, 

seperti perempuan, pekerja informal, dan masyarakat pedesaan, sulit 

mengakses sumber daya ekonomi dan sosial (Stiglitz, 2019). Hal ini 

diperparah oleh kebijakan ekonomi yang sering kali lebih berpihak pada 

sektor formal dan investasi besar, sementara sektor informal yang menjadi 

tulang punggung sebagian besar populasi justru kurang mendapatkan 

dukungan. 

Sebagai contoh, banyak negara berkembang yang mengalami urbanisasi 

cepat tanpa diiringi dengan perencanaan yang matang, sehingga memperburuk 

kesenjangan antara kota dan desa. Perbedaan akses terhadap infrastruktur, 

pekerjaan, dan layanan dasar antara wilayah perkotaan dan pedesaan 

memperparah ketimpangan sosial dan ekonomi. Struktur ekonomi yang terlalu 

berfokus pada pertumbuhan kota juga sering kali mengabaikan 

pengembangan wilayah pedesaan, menyebabkan migrasi besar-besaran yang 

dapat menciptakan masalah sosial baru, seperti kemiskinan perkotaan dan 

ketimpangan pendapatan yang lebih besar (Fujita & Thisse, 2013). 

Untuk mengurangi kesenjangan sosial, penting bagi pemerintah untuk 

mendorong diversifikasi ekonomi dan mendukung sektor-sektor yang 

berpotensi menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, seperti industri 

manufaktur skala kecil dan menengah serta sektor jasa. Selain itu, diperlukan 

kebijakan redistribusi yang adil, seperti pajak progresif dan investasi dalam 

pendidikan dan kesehatan, yang dapat membantu mengurangi kesenjangan 

dan meningkatkan mobilitas sosial (Atkinson, 2015). 

Secara keseluruhan, struktur ekonomi memainkan peran penting dalam 

menentukan arah pertumbuhan ekonomi, kualitas hidup, dan kesenjangan 
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sosial suatu negara. Perubahan struktur ekonomi dari sektor primer ke sektor 

yang lebih produktif seperti industri dan jasa dapat mendorong pertumbuhan 

ekonomi yang lebih tinggi dan peningkatan kualitas hidup. Namun, tanpa 

perhatian terhadap pemerataan dan inklusivitas, perubahan ini juga berpotensi 

memperburuk kesenjangan sosial. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi yang 

mendukung pertumbuhan inklusif, pemerataan kesempatan, dan akses yang 

adil terhadap sumber daya menjadi sangat penting dalam menciptakan struktur 

ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. 

 

 

B. KEBIJAKAN STRUKTUR EKONOMI 

Kebijakan struktur ekonomi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan 

oleh pemerintah untuk mengubah atau mengarahkan struktur perekonomian 

suatu negara agar lebih efisien, berdaya saing, dan mampu mendorong 

pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Kebijakan ini mencakup berbagai 

intervensi yang bertujuan untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya, 

meningkatkan produktivitas, dan memperbaiki keseimbangan sektor-sektor 

ekonomi seperti pertanian, industri, dan jasa (Rahman, 2022). Melalui 

kebijakan struktur ekonomi, pemerintah berupaya menciptakan kondisi 

ekonomi yang stabil dan berkelanjutan. 

Tujuan utama dari kebijakan struktur ekonomi adalah untuk 

meningkatkan daya saing dan produktivitas ekonomi nasional, memperbaiki 

distribusi pendapatan, serta menciptakan lapangan kerja yang lebih luas. Salah 

satu tujuan penting dari kebijakan ini adalah untuk mengurangi 

ketergantungan pada sektor-sektor yang rentan terhadap fluktuasi global, 

seperti sektor komoditas, dan mendorong diversifikasi ekonomi melalui 

pengembangan sektor industri dan jasa yang bernilai tambah tinggi, kebijakan 

ini juga bertujuan untuk memperbaiki infrastruktur, memperkuat kelembagaan 

ekonomi, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar lebih adaptif 

terhadap perubahan teknologi dan globalisasi (Pratama & Dewi, 2021; 

Susanto et al., 2023)Instrumen kebijakan struktur ekonomi meliputi berbagai 

alat yang digunakan pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah 

ditetapkan. Instrumen utama dalam kebijakan ini antara lain kebijakan fiskal, 

kebijakan moneter, regulasi sektor riil, dan reformasi kelembagaan. Kebijakan 

fiskal mencakup alokasi anggaran untuk pengembangan infrastruktur, subsidi 

untuk sektor prioritas, dan insentif pajak bagi investasi di sektor-sektor 
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strategis (Sari & Yuliana, 2020). Kebijakan moneter dapat mencakup 

pengendalian suku bunga dan likuiditas untuk mendorong investasi di sektor-

sektor produktif. 

Selain itu, regulasi sektor riil, seperti peraturan terkait ketenagakerjaan, 

tata ruang, dan lingkungan, juga menjadi bagian penting dari instrumen 

kebijakan struktur ekonomi. Reformasi kelembagaan, termasuk pembenahan 

birokrasi dan penegakan hukum, turut berperan dalam menciptakan iklim 

usaha yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Kombinasi dari instrumen-

instrumen ini diharapkan mampu mendorong transformasi struktural yang 

lebih inklusif dan berkelanjutan (Lestari & Nugroho, 2019). Sebagai contoh, 

Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan struktur ekonomi untuk 

mempercepat transformasi ekonominya. Salah satu studi kasus yang menarik 

adalah penerapan kebijakan hilirisasi di sektor pertambangan dan perkebunan. 

Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah produk-produk 

primer Indonesia dengan mengolah bahan baku di dalam negeri sebelum 

diekspor. Penerapan kebijakan hilirisasi telah berhasil meningkatkan 

kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB dan menciptakan lapangan kerja 

baru. 

Studi kasus lainnya adalah reformasi birokrasi dan deregulasi yang 

dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi. Melalui paket 

kebijakan ekonomi yang diluncurkan sejak 2015, pemerintah telah 

menyederhanakan berbagai peraturan yang dinilai menghambat investasi, 

seperti perizinan usaha dan kepabeanan. Langkah ini berhasil meningkatkan 

peringkat kemudahan berbisnis Indonesia di tingkat global dan menarik minat 

investor asing untuk menanamkan modalnya di sektor-sektor strategis. Selain 

itu, penerapan kebijakan subsidi bahan bakar yang lebih terarah dan 

pengalihan anggaran subsidi ke sektor-sektor produktif, seperti pendidikan, 

kesehatan, dan infrastruktur, juga menjadi contoh kebijakan struktur ekonomi 

yang berdampak positif. Langkah ini tidak hanya membantu mengurangi 

beban fiskal negara, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih 

inklusif dengan memperluas akses masyarakat terhadap layanan publik yang 

lebih baik(Hidayat & Kurniawan, 2023). 

Kebijakan struktur ekonomi merupakan alat penting bagi pemerintah 

untuk mengarahkan perekonomian ke arah yang lebih efisien dan 

berkelanjutan. Melalui berbagai instrumen kebijakan seperti fiskal, moneter, 

dan regulasi sektor riil, pemerintah dapat mengatasi berbagai tantangan 
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struktural yang dihadapi perekonomian. Studi kasus di Indonesia 

menunjukkan bahwa kebijakan ini tidak hanya mampu meningkatkan daya 

saing ekonomi, tetapi juga memperbaiki distribusi pendapatan dan 

menciptakan lapangan kerja. Keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung 

pada konsistensi pelaksanaan dan penegakan regulasi yang mendukung 

transformasi struktural. 

Ketika terjadi perubahan dalam kondisi ekonomi, baik itu pertumbuhan 

atau penurunan, sektor-sektor seperti industri, perdagangan, dan jasa 

pemerintahan akan mengalami dampak yang paling signifikan. Studi 

menunjukkan bahwa provinsi-provinsi di Pulau Jawa lebih sensitif terhadap 

perubahan-perubahan ini dibandingkan dengan provinsi-provinsi di bagian 

timur Indonesia. Selain itu, analisis interkoneksi antar sektor menunjukkan 

bahwa sektor industri pengolahan dan konstruksi memiliki keterkaitan yang 

paling erat dengan sektor-sektor ekonomi lainnya, terutama di wilayah Jawa. 

Selain itu, sektor industri pengolahan, konstruksi, transportasi, pergudangan, 

jasa keuangan, dan asuransi memiliki peran sentral dalam membentuk 

jaringan interkoneksi antar sektor ekonomi. Sektor-sektor ini tidak hanya 

berperan sebagai penerima dampak dari perubahan pada sektor lain, tetapi 

juga memiliki kemampuan untuk mempengaruhi dan memodifikasi aktivitas 

ekonomi pada sektor lainnya. Temuan penelitian ini juga mendukung hipotesis 

bahwa kedekatan geografis antara sektor-sektor dalam satu provinsi 

berkontribusi pada peningkatan frekuensi interaksi dan saling ketergantungan. 

Memahami interkoneksi antar sektor di setiap provinsi sangat penting bagi 

pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran. Dengan 

pemahaman yang komprehensif, pemerintah dapat merancang kebijakan yang 

tidak hanya mempertimbangkan dampak jangka pendek, tetapi juga dampak 

jangka panjang terhadap keseluruhan sistem ekonomi. Sebagai contoh, sektor 

industri manufaktur di Pulau Jawa, yang memiliki peran sentral dalam 

perekonomian nasional, sangat rentan terhadap guncangan ekonomi. Oleh 

karena itu, dalam merumuskan kebijakan, pemerintah perlu memberikan 

perhatian khusus terhadap sektor ini(Pasaribu, 2023). 

Bentuk dan susunan perekonomian suatu negara tidak hanya 

memengaruhi dinamika domestik, tetapi juga berimplikasi terhadap kebijakan 

perdagangan internasional yang diterapkan. Kebijakan perdagangan, seperti 

penurunan hambatan tarif, partisipasi dalam perjanjian perdagangan regional, 

dan peningkatan arus investasi asing langsung, telah terbukti efektif dalam 
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mendorong pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Akan tetapi, perlu 

diingat bahwa implementasi kebijakan perdagangan memerlukan 

pertimbangan yang cermat terhadap potensi dampak negatif terhadap 

lingkungan dan keberlanjutan ekonomi jangka panjang.  

Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mencegah terjadinya kesenjangan 

sosial, diperlukan keseimbangan antara kebijakan liberalisasi yang 

mendorong persaingan global dan kebijakan proteksi yang melindungi 

industri domestik. Partisipasi dalam perjanjian perdagangan bebas dan 

peningkatan investasi asing langsung memiliki potensi untuk meningkatkan 

produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, implementasi 

kebijakan perdagangan harus disertai dengan mekanisme pengelolaan yang 

efektif untuk meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan dan 

masyarakat, seperti hilangnya lapangan kerja atau degradasi lingkungan.  

Kesadaran akan tantangan implementasi kebijakan perdagangan, seperti 

resistensi domestik dan ketidakpastian politik, merupakan prasyarat penting 

dalam merumuskan kebijakan yang adaptif dan efektif. Selain itu, 

pertimbangan terhadap aspek keberlanjutan dan lingkungan harus menjadi 

bagian integral dari perumusan kebijakan perdagangan. Dengan pendekatan 

holistik yang mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan, 

negara berkembang dapat memaksimalkan manfaat dari liberalisasi 

perdagangan sambil meminimalisir risiko dan dampak negatif, sehingga 

tercipta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan(Prahaski & 

Ibrahim, 2023) 
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BAB 7 HAMBATAN 
PEMBANGUNAN 
 

 

 

 

A. PENDAHULUAN 

Pembangunan berkelanjutan telah menjadi cita-cita para pendiri Negara 

Kesatuan Republik Indonesia hingga pemerintahan saat ini.  Pembangunan 

berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Terdapat tiga syarat untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, yakni, 

keberlanjutan secara ekologis, ekonomi dan sosial. Jika ketiga syarat tersebut 

terpenuhi, maka peningkatan kualitas hidup yang berkelanjutan akan dapat 

tercapai. Sebaliknya, jika salah satu syarat tidak selaras maka keambrukan 

jalannya pembangunan tidak dapat dielakkan.  

Untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, bangsa Indonesia 

menghadapi berbagai proses yang kompleks dan dinamis. Dalam upaya untuk 

mencapainya, bangsa Indonesia dihadapkan dengan berbagai tantangan dan 

hambatan yang sering kali muncul dari berbagai aspek-aspek yang menjadi 

syarat pembangunan berkelanjutan tersebut, seperti ekonomi, sosial, 

lingkungan. Dalam kondisi tersebut,  aspek politik juga akan sangat 

mempengaruhi proses pembangunan.  Memahami hambatan-hambatan ini 

sangat penting untuk merumuskan strategi yang efektif dalam mencapai 

tujuan pembangunan. Bab ini akan membahas berbagai jenis hambatan yang 

dihadapi dalam pembangunan, faktor penyebabnya disertai strategi untuk 

mengatasi hambatan tersebut. 

 

 

B. JENIS-JENIS HAMBATAN PEMBANGUNAN 

Seperti dikatakan sebelumnya, pembangunan yang telah berjalan di 

Indonesia harus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini tanpa 

mengabaikan kebutuhan generasi di masa depan. Sedangkan pembangunan 
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berkelanjutan menurut Martopo & Mitchell Sumarwoto dalam Sugandhy dan 

Hakim, 2007, h. 22) merupakan “perubahan yang menuju kearah positif atau 

lebih baik didalam aspek sosial, ekonomi yang pelaksanaannya tidak 

mengabaikan aspek ekologi atau lingkungan”. Namun pada kenyataanya, 

proses pembangunan tersebut sering terhambat oleh aspek-aspek tersebut, 

yakni, aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek politik, yang akan diuraikan 

dalam pembahasan selanjutnya. 

1. Hambatan Ekonomi 

Aspek ekonomi memberikan memiliki peran penting  dalam 

pembangunan berkelanjutan. Isu-isu ekonomi yang berkaitan dengan 

sumber daya, infrastruktur, dan sistem keuangan seringkali menjadi 

hambatan dalam proses pembangunan berkelanjutan sebuah negara. 

Negara-negara yang memiliki keterbatasan sumber daya alam sering kali 

mengalami konflik kekerasan (Marzuki, 1996). Sedangkan menurut 

Homer-Dixon (1994),  keterbatasan sumber daya juga muncul akibat 

rendahnya kualitas dan kuantitas sumber daya, tidak terkendalinya 

pertumbuhan penduduk, serta kurangnya akses terhadap sumber-sumber 

daya yang dapat di perbaharui. Situasi ini dapat menimbulkan migrasi dan 

bahkan terjadi penngusiran oleh penduduk setempat yang berujung 

kepada perang antar suku.  

Masih menurut sumber yang sama (Homer-Dixon, 1994), kasus-kasus 

konflik di Indonesia telah terjadi beberapa tahun silam. Seperti kasus 

Timika di Irian Jaya akibat dari perang antar suku. Kasus Kedung Ombo 

yang terjadi akibat penolakan penggusuran tanah yang akan dijadikan 

waduk Kedung Ombo.  Kasus Puiau Panggang di Jakarta berawal dari 

sengketa tanah antar warga. Kasus Pulau Yamdena di Maluku juga 

merupakan konflik perebutan sumber daya alam. Kasus Bentian di 

Kalimantan Timur akibat adanya konflik perebutan lahan adat. Kasus 

banjir besar di Jakarta akibat meluapnya Sungai Ciliwung, kasus banjir di 

daerah Yogyakarat Selatan, dan kasus kurangnya air sumur di daerah 

Yogyakarat akibat pesatnya pembangunan hotel-hotel dan guest house di 

daerah Yogyakarta.  

Pertumbuhan ekonomi juga disebabkan oleh kesulitan dalam 

memproduksi barang dan jasa sehingga menyebabkan daya beli menurun 

(Ishak, 2018). Penurunan daya beli merupakan akibat dari meningkatnya 

pengangguran. Penurunan produk barang dan jasa terjadi manakala 
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perusahaan menutup operasionalnya karena kurang tenaga kerja atau 

bahan baku. Perusahaan yang bangkrut mengakibatkan kurangnya 

produksi barang dan jasa seperti pada kasus perusahaan manufaktur 

Tupperware, Kodak, dan seterusnya.  

Selain itu, infrastruktur yang buruk, seperti jalan, jembatan, dan 

fasilitas publik lainnya, dapat meningkatkan biaya transaksi dan 

mengurangi efisiensi sehingga menghambat tujuan awal pembangunan 

(Aryani, 2024). Pada tahun 2022, Bank Dunia melaporkan bahwa 

investasi dalam infrastruktur sangat penting untuk meningkatkan daya 

saing dan produktivitas suatu negara 

(https://www.worldbank.org/en/publication /wdr2022). Oleh karena itu, 

penting bagi pihak pemerintah untuk menjamin kepastian hukum dalam 

penentuan pelaku proyek infrastruktur dan perencanaan penataan ruang 

lainnya. 

2. Hambatan Sosial 

Aspek sosial juga memainkan peran penting dalam pembangunan. 

Dampak positif yang muncul dari modal sosial yang tinggi diantaranya 1) 

pemerintah dapat memiliki akuntabilitas yang lebih kuat; 2) akan 

mendorong efektifitas pemerintahan; dan 3) munculnya beragam 

determinan sehingga negara berfungsi secara lebih efektif dan memiliki 

legitimasi (Haridison, 2021). Namun demikian, aspek sosial juga dapat 

melahirkan hambatan dalam proses pembangunan. Hambatan sosial  ini 

dapat muncul dari ketidakadilan, kesenjangan pendapatan, dan 

diskriminasi dalam distribusi kekayaan dan akses terhadap sember daya 

ekonomi (Maulana, 2023). Oleh karena itu, pemerintah perlu 

mengedepankan aspek keadilan sosial ketika merumuskan kebijakan 

dalam proses pembangunan berkelanjutan.  

Kesenjangan sosial yang merupakan ketimpangan mencolok dalam 

akses terhadap sumber daya, kesempatan, dan layanan dasar seperti 

pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang berlangsung di antara 

kelompok masyarakat (Fabela & Khairunnisa, 2024). Selanjutnya, 

Bourdieu (1984) menyatakan bahwa kesenjangan sosial tercermin dari 

distribusi modal ekonomi, modal budaya, dan modal sosial yang tidak 

merata (Fabela & Khairunnisa, 2024). masih dalam sumber yang sama, 

sebaliknya, teori fungsionalis dari Talcott Parsons (1951) mengemukakan 

bahwa “kesenjangan sosial diperlukan untuk mempertahankan 

https://www.worldbank.org/en/publication%20/wdr2022
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keseimbangan dan stabilitas masyarakat terhadap teori ini menunjukkan 

bahwa sistem stratifikasi sering kali menghasilkan ketidakadilan yang 

merugikan kelompok tertentu” (Fabela & Khairunnisa, 2024).   

Permasalahan kesenjangan sosial ini terjadi di beberapa negara dan  

telah berlangsung sejak zaman lampau. Hasil pengamatan (Fabela & 

Khairunnisa, 2024) menunjukka bahwa kesenjangan sosial juga terjadi di 

Indonesia yang dapat diamati melalui “distribusi pendapatan, akses 

pendidikan, dan layanan kesehatan”. Lebih lanjut, Badan Pusat Statistik 

(BPS) mencerminkan tingkat ketimpangan signifikan yang dibuktikan 

oleh indeks Gini Indonesia (0,385) pada tahun 2020 (Fabela & 

Khairunnisa, 2024). Ketimpangan tersebut memacu meningkatnya tingkat 

kemiskinan di Indonesia. Hal ini ditunjukkan oleh data Badan Pusat 

Statistik (BPS) tahun 2021, “dari 34 provinsi di Indonesia, Jawa Timur 

memiliki tingkat kemiskinan rata-rata tertinggi ke-15” (Hayati & Purba, 

2023). Untuk mengurangi kesenjangan sosial ini, maka peran pemerintah 

sangat penting dalam mengoptimalkan proses interaksi antar individu, 

antara individu dan kelompok masyarakat serta antar kelompok 

masyarakat.  

Kasus tersebut diatas selaras dengan Piketty (2014) yang berpendapat 

bahwa ketimpangan pendapatan yang tinggi dapat menghambat 

pertumbuhan ekonomi dan menciptakan ketidakstabilan sosial. 

Masyarakat yang termarginalkan sering kali tidak mempunyai akses yang 

sama terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan pelayanan lainnya. Hal 

ini akan berdampak negatif pada produktivitas dan kemampuan mereka 

untuk berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Dampak 

negatifnya, terutama dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. 

3. Hambatan Politik 

Reformasi politik tahun 1998 merupakan tonggak sejarah baru dalam 

proses pembangunan di Indonesia. Lahirnya reformasi 1998 atas dasar 

sistem birokrasi yang korup, adanya kolusi, dan nepotisme pada masa 

Orde Baru di Indonesia. Saat itu, para aktifis merasakan bahwa 

pembangunan Indonesia yang bersih dari tiga isu tersebut terhambat oleh 

kepemimpinan Orde Baru yang terlalu lama. Namun sepertinya isu-isu 

tersebut semakin marak di era reformasi ini. Artinya, perjalanan reformasi 

birokrasi di Indonesia terhambat nuansa politik yang mempengaruhi 
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penyelenggaraan pemerintahan yang semakin marak dengan korupsi, 

kolusi dan nepotisme (Yusriadi, 2018). 

Stabilitas politik sangat penting bagi keberhasilan pembangunan 

manusia dan pembangunan ekonomi. Tentu saja, ketidakstabilan politik, 

korupsi, dan kebijakan yang tidak konsisten dapat menghambat investasi 

dan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat pembangunan 

manusia.  Menurut Acemoglu dan Robinson (2015), “negara-negara 

dengan institusi politik yang kuat dan stabil cenderung mengalami 

pertumbuhan ekonomi yang lebih baik”. Oleh karena itu, reformasi politik 

yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sangat 

diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung investasi.  

Terkait dengan pembangunan manusia, peran politik juga akan 

menentukan tinggi rendahnya indeks pembangunan manusia. Hambatan 

politik yang tentu saja menghambat pertumbuhan dan perkembangan 

ekonomi mengakibatkan mundurnya indeks pembangunan manusia. 

Dikutip dari (Linawati et al., 2021), stabilitas politik sangat berpengaruh 

secara signifikan dalam pembangunan berkelanjutan, terutama dari aspek 

ekonomi. Oleh karena itu, semua hambatan politik harus dihapus agar 

masyarakat dapat berpartisipasi dan memperoleh manfaat dari 

kesempatan-kesempatan yang ada.  

Disisi lain, hambatan politik juga terjadi dalam sistem demokratis 

terutama kesempatan perempuan dalam pengambilan keputusan. 

Keterwakilan perempuan dalam politik masih belum maksimal sehingga 

menghambat proses pembangunan berkelanjutan yang sebenarnya dapat 

dilakukan oleh kaum perempuan. Ada beberapa faktor yang menghambat 

perempuan mendapatkan kesempatan dalam pemilihan calon legislatif, 

diantaranya:1) adanya  budaya patriarki; 2) partai politik itu sendiri; 3) 

media;4) tidak adanya jaringan antara organisasi massa, LSM dan partai-

partai politik untuk memperjuangkan representasi perempuan (Nimrah & 

Sakaria, 2015). Khususnya dalam pemilihan calon legislatif, masyarakat 

semakin menganggap bahwa politik adalah “dunianya laki-laki dan 

perempuan harusnya berada dalam wilayah domestik sehingga 

perempuan selalu saja dipandang orang kedua setelah laki-laki” (Nimrah 

& Sakaria, 2015). Faktor-faktor tersebut membuat harapan perempuan 

untuk ikut dalam dunia politik semakin jauh. 
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C. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB HAMBATAN PEMBANGUNAN 

Pembangunan merupakan proses perubahan sosial secara berencana yang 

meliputi berbagai aspek baik mental dan fisik, serta meliputi berbagai dimensi. 

Pembangunan diarahkan untuk mewujudkan kemajuan bangsa, peningkatan 

ekonomi dan kesejahteraan, serta  membangun masyarakat modern dan 

berwawasan lingkungan. Tujuan pembangunan untuk menciptakan kualitas 

hidup masyarakat akan terhambat karena beberapa faktor, diantaranya, 

kualitas sumber daya manusia, infrastruktur, serta kebijakan dan regulasi. 

1. Kualitas sumber daya manusia 

Kualitas sumber daya manusia yang mumpuni merupakan faktor 

kunci dalam pembangunan. Kualitas sumber daya manusia dibentuk 

melalui pendidikan sehingga menciptakan sumber daya manusia yang 

bermartabat. Pendidikan yang rendah dan keterampilan yang tidak 

memadai dapat menghambat kemampuan individu untuk berpartisipasi 

dalam ekonomi modern. Selain itu, pendidikan yang tidak memadai akan 

mengarah kepada sumber daya manusia yang memiliki karakteristik 

sebagai berikut : 1)  tidak memiliki kesadaran berkreatifitas; 2) tidak 

mampu berinovasi; 3) tidak memiliki kemampuan berfikir kritis; 4) tidak 

memiliki kemampuan problem solving; 5) tidak mampu berkomunikasi 

dan berkolaborasi (Hasan et al., 2023). 

Menurut Hanushek dan Woessmann (2020), peningkatan kualitas 

pendidikan dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga 

kerja, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi. 

Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap penurunan ini dapat meliputi 

kurangnya investasi dalam pembangunan infrastruktur pendidikan, 

kekurangan sumber daya manusia yang berkualitas dalam sistem 

pendidikan, kurangnya akses terhadap pendidikan berkualitas bagi semua 

lapisan masyarakat yang menyebabkan rendahnya kualitas murid (Fajri & 

Afriansyah, 2019)). Oleh karena itu, investasi dalam pendidikan dan 

pelatihan sangat penting untuk mengatasi hambatan ini. 

Rendahnya kualitas sumber daya manusia juga dipengaruhi oleh 

krisis akhlak dan kurangnya nilai-nilai budi pekerti luhur. Untuk 

membentuk sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas seringkali 

terabaikan pendidikan karakter terabaikan. Peningkatan sumber daya 

manusia dapat dilakukan melalui pembentukan karakter yang berkualitas 

untuk mendukung proses pembangunan. Oleh karena itu, pencegahan 
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terhadap penurunan dekadensi moral yang lebih parah dapat diupayakan 

melalui Pendidikan Karakter bangsa (Suwartini, 2017). 

Mengingat rendahnya kualitas sumber daya manusia menjadi 

penyebab penghambat pembangunan, maka strategi yang tepat guna perlu 

diterapkan terkait kualitas pendidikan. Salah satu strategi untuk mengatasi 

hambatan pembangunan tersebut dengan meningkatkan kualitas 

pendidikan. Program pendidikan yang inklusif dan berorientasi pada 

keterampilan dapat membantu menciptakan tenaga kerja yang lebih 

kompetitif dan produktif. Selain itu, pendidikan karakter tidak boleh 

diabaikan untuk mencegah krisis moral bangsa Indonesia. Investasi dalam 

pendidikan tinggi dan pelatihan vokasional sangat penting untuk 

mempersiapkan tenaga kerja yang siap menghadapi tantangan di pasar 

global.  

2. Infrastruktur  

Infrastruktur yang buruk dapat menghambat pembangunan, terutama 

terhadap pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur yang tidak memadai ini 

dapat meningkatkan biaya transaksi dan mengurangi efisiensi. Contoh 

kasus kondisi infrastruktur yang buruk pernah dialami Provinsi Jawa 

Barat.  Berdasarkan data empiris, infrastruktur di Jawa Barat saat itu 

menunjukkan kondisi yang buruk/ tidak memadai (Maqin, 2014). Kondisi 

infrastruktur yang kurang memadai tersebut akan mengakibatkan 

berkurangnya daya tarik investor dan wisatawan yang akan terlibat dalam 

pembangunan suatu wilayah. Pada akhirnya, aktivitas perekonomian 

masyarakat akan terganggu dan pembangunan berkelanjutan tidak 

berjalan sesuai tujuan. 

Negara-negara yang berinvestasi dalam infrastruktur cenderung 

mengalami pertumbuhan yang lebih cepat. Indonesia sendiri masuk 

kategori negara yang lemah dalam investasi infrastruktur. Fakta ini selaras 

dengan hasil penelitian World Competitiveness Report, pada tahun 2008  

yang melaporkan bahwa peringkat daya saing infrastruktur Indonesia 

terus mengalami penurunan dibandingkan negara lain. Padahal, menurut 

World Economic Forum pada tahun 1996, peringkat daya saing 

infrastruktur Indonesia berada di atas negara Cina, Thailand, Taiwan, dan 

Srilanka. Kemunduran ini akan berdampak buruk terhadap kesejahteraan 

masyarakat Indonesia, seperti halnya penelitian Lopez (2003) yang  

menemukan bahwa di negara-negara Amerika Latin kemunduran 
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investasi infrastruktur publik akan menimbulkan perekonomian yang 

stagnan, ketimpangan sosial serta kerusakan lingkungan (Maqin, 2014) 

Sementara itu, laporan Bank Dunia pada tahun 2022 menunjukkan 

bahwa pembangunan infrastruktur transportasi dan energi dapat 

meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas yang sangat penting untuk 

pengembangan ekonomi (https://www.worldbank.org/en/publication 

/wdr2022). Di beberapa wilayah termasuk kabupaten/ kota di Indonesia 

telah dilakukan upaya pembangunan infrastruktur dan sarana transportasi 

untuk aksesibilitas pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Seperti di 

Palembang, pembangunan infrastruktur memberi dampak signifikan 

dalam aksesibilitas dan konektifitas sehingga memacu pertumbuhan 

ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Anisa et al., 2024). Selain itu, di 

masa pemerintahan saat ini telah dibangun secara masiv sumber-sumber 

tenaga Listrik untuk pembangunan yang berkelanjutan. 

Dengan demikian, pengembangan infrastruktur yang meliputi sarana 

transportasi dan energi untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas 

sangat penting.  Investasi dalam infrastruktur merupakan solusi yang tepat 

dan harus menjadi prioritas bagi pemerintah. Membangun dan 

memelihara infrastruktur yang baik akan mengurangi biaya transaksi dan 

meningkatkan efisiensi ekonomi. Menurut Susilowati et al. (2022), 

pembangunan infrastruktur transportasi, energi, dan komunikasi dapat 

meningkatkan daya saing ekonomi dan menarik investasi asing. 

3. Kebijakan dan Regulasi 

Kebijakan pemerintah yang tidak mendukung atau regulasi yang 

rumit dapat menciptakan hambatan bagi investasi. Kualitas regulasi  yang 

tidak efektif akan menimbulkan iklim investasi yang tidak menarik bagi 

investor. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan 

kepercayaan investor tidak akan pernah meningkat. Jika demikian, 

kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan para pemangku 

kepentingan merupakan kunci untuk meningkatkan iklim investasi untuk 

tujuan pembangunan berkelanjutan (Musmulyadi dkk., 2023). Oleh 

karena itu, reformasi regulasi untuk menyederhanakan dan meningkatkan 

kepastian hukum yang sejalan dengan praktik internasional tentu saja 

sangat sangat diperlukan.  

Kualitas reformasi kebijakan yang rendah tidak akan mampu 

menciptakan iklim investasi sehingga pertumbuhan ekonomi mengalami 

https://www.worldbank.org/en/publication%20/wdr2022
https://www.worldbank.org/en/publication%20/wdr2022
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penurunan.  Terlebih, regulasi yang tidak jelas dan kurang transparan tidak 

mudah dipahami sehingga menimbulkan iklim investasi yang tidak 

kondusif. Dalam upaya menciptakan pembangunan berkelanjutan dalam 

bidang ekonomi yang adil dan berkembang, peran hukum dalam 

mengelola dan mengatur perizinan untuk investasi asing di Indonesia 

menjadi sangat penting. Adanya perbaikan regulasi, kepastian hukum, dan 

iklim investasi yang kondusif, akan mampu meningkatkan minat investor 

untuk menanamkan modalnya dan mendorong pertumbuhan ekonomi 

yang berkelanjutan di Indonesia (Prawira et al., 2024). Secara 

keseluruhan, hukum berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu 

negara. 

Menurut Rodrik (2015), kebijakan yang baik dapat menciptakan 

lingkungan yang kondusif bagi investasi dan inovasi. Seperti kebijakan 

Zona Ekonomi Khusus (SEZ) yang telah banyak digunakan di seluruh 

dunia sebagai alat strategis untuk pembangunan ekonomi, menarik 

investasi asing langsung, menciptakan peluang kerja, dan mendorong 

pertumbuhan ekonomi regional  (Javaid et al., 2023). Ada pula kebijakan 

mengenai Kawasan Ekonomi Segitiga Rebana, yang meliputi Kabupaten 

Subang, Majalengka, dan Cirebon. Kebijakan kawasan tersebut 

merupakan proyek strategis nasional yang penting untuk mempercepat 

pembangunan ekonomi di Jawa Barat (Mubarak, 2023).  Terlepas dari 

dampak positif kebijakan tersebut, penerapan kebijakan dan praktik 

pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan perlu diperhatikan agar 

terjaga keseimbangan ekosistem dan tercipta kualitas hidup masyarakat.  

Dengan demikian, reformasi kebijakan yang solutif sangat krusial 

untuk menghindari terhambatnya pembangunan berkelanjutan. Reformasi 

kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi birokrasi dan meningkatkan 

transparansi dalam proses pengambilan keputusan dapat menciptakan 

lingkungan yang lebih kondusif bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi. 

Hal ini termasuk pengembangan kebijakan yang mendukung inovasi dan 

kewirausahaan, serta perlindungan terhadap hak-hak pekerja. 
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D. KESIMPULAN 

Hambatan pembangunan merupakan tantangan yang kompleks dan 

memerlukan pendekatan yang holistik untuk diatasi. Dengan mengidentifikasi 

jenis-jenis hambatan seperti masalah ekonomi, social, dan infrastruktur, 

negara-negara dapat mempercepat proses pembangunan dan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Setelah mengidentifikasi hambatan-hambatannya, 

negara perlu segera memahami faktor-faktor penyebabnya agar segera dapat 

merumuskan strategi-strategi yang harus diterapkan. Strategi-strategi tersebut 

harus tepat sasaran dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Upaya 

bersama dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil sangat penting 

untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pembangunan dan 

pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.  
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BAB 8 PRASYARAT 
PEMBANGUNAN 
 

 

 

 

A. PENDAHULUAN 

Pembangunan merupakan proses yang kompleks dan multidimensional 

sebagai upaya sadar pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat. Pembangunan suatu negara dapat dilihat dari kegiatan 

pembangunan yang dilakukan pemerintah secara terencana, terukur, dan 

akuntabel. Pemerataan tingkat pendapatan penduduk menjadi tujuan 

pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Sedangkan keberhasilan 

pembangunan disebabkan oleh perumusan kegiatan yang tepat guna dan tepat 

sasaran untuk mencapai kesejahteraan ekonomi, tujuan sosial, dan demokrasi 

politik. Pembangunan yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat 

memerlukan berbagai prasyarat yang mencakup faktor-faktor ekonomi, sosial, 

politik, dan lingkungan yang saling terkait. Dalam konteks negara 

berkembang, memahami prasyarat pembangunan sangat penting untuk 

merumuskan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan. Bab ini akan 

membahas berbagai prasyarat yang diperlukan untuk memulai dan 

mempertahankan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. 

 

 

B. PRASYARAT EKONOMI 

Ekonomi merupakan prasyarat utama dalam pembangunan sebuah negara 

yang bertujuan agar proses Pembangunan semakin kokoh. Pembangunan 

ekonomi dipandang penting agar mencapai tingkat pertumbuhan 

optimalselalu berkembang dan tumbuh agar tercapai pertumbuhan ekonomi 

yang optimal. Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan akan 

semakin kokoh jika ditunjang oleh stabilitas makroekonomi, infrastruktur 

yang memadai, dan akses terhadap modal.   
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1. Stabilitas Makroekonomi 

Stabilitas makroekonomi merupakan prasyarat utama bagi 

pembangunan ekonomi. Beberapa indikator makroekonomi adalah 

pendapatan nasional meliputi produk domestik bruto dan produk nasional 

bruto, pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita, penggunaan 

tenaga kerja dan pengangguran, tingkat perubahan harga-harga atau 

inflasi, kedudukan neraca perdagangan dan neraca pembayaran, dan 

kestabilan nilai mata uang domestik atau kurs Inflasi yang rendah, nilai 

tukar yang stabil, dan defisit anggaran yang terkendali menciptakan 

lingkungan yang kondusif bagi investasi (Sukirno, 2004). Oleh karena itu, 

bisnis perbankan tidak akan lepas dari pengaruh makroekonomi ini.  

Menurut Bank Dunia tahun 2022, stabilitas makroekonomi membantu 

meningkatkan kepercayaan investor dan mendorong pertumbuhan 

ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini meliputi bagaimana mengelola 

hutang negara agar stabilitas makroekonomi semakin kondusif (Isna dkk., 

2024). Tidak hanya itu, tercapainya pertumbuhan ekonomi yang 

berkesinambungan, penurunan pengangguran, dan inflasi yang rendah 

atau stabilitas harga dapat mewujudkan stabilitas ekonomi makro (Hakiki 

dkk., 2024). Dengan demikian, tujuan negara akan tercapai karena 

pertumbuhan ekonomi yang kuat dan pembangunan ekonomi 

berkelanjutan stabil. 

Kebijakan fiskal dan moneter yang bijaksana sangat diperlukan untuk 

mencapai stabilitas ini. Kebijakan ini mencakup pengelolaan mata uang 

dan nilai tukar secara komprehensif. Dampak kebijakan fiskal terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia sendiri sangat signifikan karena 

kebijakan fiskal membantu dalam mengendalikan inflasi dan menjaga 

stabilitas harga melalui pengaturan belanja dan penerimaan negara (Sari 

dkk., 2024). Masih menurut sumber yang sama, distribusi pendapatan dan 

peningkatan kesejahteraan masyarakat juga menjadi fokus penting dari 

kebijakan fiskal sebagai instrument utama dalam pengelolaan 

perekonomian suatu negara  (Ibid). 

Stabilitas ekonomi negara bukan hanya disebabkan adanya peran 

bank konvensional, namun bank syariah juga sangat besar perannya dalam 

membangun stabilitas makroekonomi nasional (Ningrum et al., 2024). 

Seperti ketetapan tentang zakat, ghanimah, fa’i, dan jizyah, menetapkan 

dinar dan dirham sebagai mata uang resmi, dan larangan transaksi riba, 
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merupakan kebijakan fiskal .(Ramadhan dkk., 2023). Masalah inflasi di 

Indonesia dapat diatasi secara lebih efektif  karena pengelolaan 

makroekonomi berlandaskan pada prinsip-prinsip agama Islam untuk 

mencapai stabilitas harga dan ekonomi   (Bintara & Wahyudi, 2023). 

Dengan demikian, Indonesia akan mencapai stabilitas ekonomi melalui 

pemahaman yang komprehensif  mengenai inflasi dan solusi yang sesuai 

dengan nilai nilai ekonomi syariah.  

2. Infrastruktur yang Memadai 

Infrastruktur yang baik meliputi transportasi, komunikasi, dan energi, 

merupakan prasyarat penting bagi pembangunan. Infrastruktur yang 

memadai meningkatkan efisiensi ekonomi dan menarik investasi. Di 

beberapa wilayah di Indonesia telah merasakan manfaat yang signifikan 

dari peran infrastruktur yang memadai dalam peningkatan pertumbuhan 

ekonomi serta kesejahteraan masyarakat (Anisa et al., 2024) Semakin 

meningkatnya kualitas perencanaan dan pengelolaan infrastruktur akan 

menciptakan infrastruktur yang memadai. Hal ini dapat terlihat dari 

adanya privatisasi pembangunan dan pengembangan jalan tol.  

Menurut laporan Bank Dunia tahun 2022 (https://www. 

worldbank.org /en/publication/wdr2022), investasi dalam infrastruktur 

dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing suatu negara. Tanpa 

infrastruktur yang baik, biaya transaksi akan meningkat, dan pertumbuhan 

ekonomi akan terhambat. Pengaruh infrastruktur yang memadai terhadap 

pertumbuhan ekonomi ditunjang oleh aksesibiltas yang baik. Kondisi 

negara dengan askesibilitas yang mumpuni ini akan terwujud apabila 

ketersediaan sarana transportasi dan energi yang memadai menjadi 

perhatian pemerintah. 

3. Akses terhadap Modal 

Akses terhadap modal juga merupakan faktor penting lainnya dalam 

pembangunan ekonomi. Modal tersebut meliputi pendapatan-pendapatan 

asli daerah yang bisa menjadi menjadi sumber keuangan negara (Sitompul 

& Lubis, 2013). Sumber pendapatan daeran tersebut menjadi bukti 

kemandirian suatu wilayah yang akan memperlancar proses 

pembangunan berkelanjutan. Selain itu, investasi swasta merupakan 

faktor penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan untuk 

meningkatkan investasi swasta diperlukan peran belanja modal dan 

pendapatan asli daerah untuk membangun system keuangan nasional 
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(Arini & Kusuma, 2019). Negara-negara yang memiliki sistem keuangan 

yang kuat dan inklusif cenderung lebih mampu mengumpulkan dan 

mendistribusikan sumber daya ke sektor-sektor produktif. 

 Selain investai, peningkatan daya saing ekonomi untuk pemangunan 

berkelanjutan tidak lepas dari peran inovasi. Menurut IMF tahun 2021, 

sistem keuangan yang efisien dapat mendorong investasi dan inovasi, 

yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan ekonomi 

(https://g.co/kgs/u8nCGsj). Inovasi dapat meningkatkan produktivitas, 

efisiensi, dan kualitas produk, serta membuka peluang baru untuk 

menciptakan pasar yang lebih luas dan mengurangi biaya produksi. Oleh 

karena itu, dukungan dari berbagai pihak, termasuk adanya kebijakan dari 

pemerintah, institusi pendidikan, sektor swasta, dan masyarakat umum 

(Al Aidhi dkk., 2023). 

 

 

C. PRASYARAT SOSIAL 

Sumberdaya yang berkualitas dan memiliki kesehatan fisik dan mental 

menjadi prasyarat pembangunan berkelanjutan. Pemerintah harus mampu 

mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan untuk membangun sumberdaya yang 

ada sekaligus potensi-potensi yang dimiliki oleh masyarakat dan lingkungan 

di sekitarnya. Untuk membangun sebuat tatanan masyarakat yang berkualitas 

membutuhkan pendidikan dan keterampilan yang memadai, kesehatan yang 

baik, dan berkeadilan sosial.  

Modal sosial juga sangat penting untuk pembangunan ekonomi, manusia 

dan sosial, serta politik. Modal sosial sangat diperlukan dalam proses 

pembangunan untuk 1) meningkatkan kesadaran individu tentang banyaknya 

peluang yang dapat dikembangkan untuk kepentingan masyarakat; (2) 

berpengaruh terhadap perkembangan dan kemajuan berbagai sektor ekonomi; 

(3) berdampak terhadap tingginya partisipasi masyarakat sipil dalam berbagai 

bentuknya (Haridison, 2021). Dampak positif dari modal sosial ini berupa 

terwujudnya pemerintah dengan akuntabilitas yang lebih kuat sehingga negara 

berfungsi secara lebih efektif dan mempunyai legitimasi. 

1. Pendidikan dan Keterampilan 

Pendidikan yang berkualitas dan keterampilan yang memadai 

merupakan prasyarat penting bagi pembangunan. Masyarakat yang 

terdidik dan terampil lebih mampu beradaptasi dengan perubahan 

https://g.co/kgs/u8nCGsj
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ekonomi dan teknologi. Menurut Hanushek dan Woessmann (2020), 

peningkatan kualitas pendidikan dapat meningkatkan produktivitas tenaga 

kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, investasi 

dalam pendidikan dan pelatihan sangat penting untuk menciptakan tenaga 

kerja yang kompetitif. 

Pemerintah harus meningkatkan pendidikan dan keterampilan warga 

negaranya agar mencapai sumberdaya yang berkualitas. Pendidikan dan 

keterampilan mendorong pembentukan modal manusia untuk proses 

pembangunan berkelanjutan. Pendidikan akan melahirkan keterampilan-

keterampilan, seperti 1) berkreatifitas; 2) berinovasi; 3) berfikir kritis; 4) 

problem solving; dan 5) berkomunikasi dan berkolaborasi (Hasan et al., 

2023). Dengan dibekali oleh keterampilan-keterampilan tersebut, gagasan 

pendidikan untuk membentuk sumber daya manusia yang berdaya saing 

akan terwujud. Sumber daya inilah yang akan menopang proses 

pembangunan nasional yang berkelanjutan.  

2. Kesehatan Masyarakat 

Kesehatan masyarakat yang baik juga merupakan prasyarat untuk 

menunjang pembangunan yang berkelanjutan. Sebaliknya, kesehatan 

yang buruk dapat mengurangi produktivitas dan meningkatkan biaya 

kesehatan. Penguatan kesehatan masyarakat dapat dilakukan melalui 

pengelolaan sanitasi, peningkatan kualitas kesehatan dan mitigasi bencana 

di lingkungan kerja, peningkatan kesehatan dan kebugaran masyarakat 

melalui kesehatan lingkungan, program pengurangan stunting, dsb. 

Terkait dengan pelayanan kesehatan, pemerintah harus mampu 

meningkatkan kualitas layanan dan aksesibilitas kesehatan untuk semua 

kalangan usia.  

Menurut Bloom dkk., (2004), investasi dalam kesehatan masyarakat 

dapat meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Kualitas 

kesehatan masyarakat yang baik menjadi faktor penting dalam 

pembangunan manusia dan menjadi penentu dari indeks pembangunan 

manusia (IPM) karena kesehatan akan berdampak pada kualitas modal 

manusia (human capital) atau modal sosial(Sjafii, 2009). Investasi 

kesehatan yang meningkat akan mengakibatkan peningkatan 

produktivitas masyarakat sehingga tingkat kemiskinanpun akan menurun. 

Oleh karena itu, program kesehatan yang efektif dan aksesibilitas layanan 



Pengantar Ekonomi Pembangunan | 129 

kesehatan sangat penting untuk mendukung Pembangunan nasional yang 

berkelanjutan. 

3. Keadilan Sosial 

Keadilan sosial dan pengurangan kesenjangan sosial merupakan 

prasyarat penting untuk pembangunan yang inklusif. Kesenjangan sosial 

merupakan tantangan dalam mencapai tujuan pembangunan 

berkelanjutan. Akibat dari kesenjangan sosial berupa ketidakadilan sosial 

yang berujung kepada ketidakpuasan dan konflik, yang pada gilirannya 

menghambat proses pembangunan. Kesenjangan sosial terjadi manakala 

muncul distribusi pemanfaatan kekayaan sumberdaya negara yang tidak 

merata. Penyebab lainnya berupa kebijakan pembangunan yang telah 

ditetapkan dan berfungsi untuk mengontrol pertumbuhan ekonomi negara, 

namun justru menimbulkan kesenjangan sosial ekonomi yang lebih buruk 

di negara tersebut (Fabela & Khairunnisa, 2024) 

Penyebab lainnya dikemukakan oleh (Piketty, 2014) bahwa 

ketimpangan pendapatan yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan 

ekonomi dan menciptakan ketidakstabilan sosial. Kondisi yang 

menimbulkan kemiskinan tersebut berawal dari beberapa faktor, 

diantaranya, ketimpangan ekonomi atau ketidaksamaan distribusi 

pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan 

kelompok masyarakat berpendapatan rendah, kemiskinan, atau jumlah 

orang yang berada di bawah garis kemiskinan, kurangnya tingkat 

pendidikan, kecenderungan kenaikan harga secara umum dan terus-

menerus bertambahnya pengangguran  (Amanullah & Wantini, 2024). 

Oleh karena itu, kebijakan yang mendukung keadilan sosial dan 

redistribusi pendapatan sangat diperlukan harus menjadi fokus perhatian 

bagi pemerintah.  

 

 

D. PRASYARAT POLITIK 

Prasyarat politik memiliki peran penting dalam pembangunan nasional 

berkelanjutan. Untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, juga diperlukan 

pembangunan politik agar memenuhi prasyarat politik. Pembangunan politik 

ini ditujukan mengembangkan kapasitas-kapasitas sistem politik yang ada di 

negara tersebut. Pencapain pembanguan politik ini berupa terwujudnya 

kondisi masyarakat yang modern dan mengikuti perkembangan zaman. Untuk 
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mewujudkan pembangunan politik yang ideal maka tujuan pembangunan 

diarahkan kepada stabilitas politik dan kebijakan yang mendukung. 

1. Stabilitas Politik 

Stabilitas politik merupakan prasyarat penting dalam pembangunan. 

Instabilitas politik dapat mengganggu investasi dan pertumbuhan 

ekonomi. Negara-negara dengan institusi politik yang kuat dan stabil 

cenderung mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Menurut 

Acemoglu and  Robinson (2015), negara-negara yang memiliki institusi 

politik yang kuat dan stabil cenderung mengalami pertumbuhan ekonomi 

yang lebih baik. Oleh karena itu, reformasi politik yang bertujuan untuk 

meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sangat diperlukan.\ 

Pembangunan politik lebih populer diterapkan untuk untuk negara-

negara yang sedang berkembang. Alasannya adalah di negara-negara 

sedang berkembang belum terdapat kondisi yang rasional, integratif dan 

demokratis. Fenomena ini mengakibatkan timbulnya instabilitas politik 

yang mempengaruhi kapasitas sistem politik sehingga pembangunan 

politik menjadi solusi untuk mengatasi permasalahannya (Kadir, 2014). 

Namun demikian, stabilitas yang hanya merupakan stagnasi dan 

dukungan sepihak terhadap status quo tidak dapat dikatakan 

pembangunan (Kadir, 2014). Stabilitas politik harus diwujudkan oleh 

pemerintah dalam bentuk kondisi kemajuan ekonomi yang dilandasi oleh 

perencanaan dan kepastian dalam kategori aman.  

2. Kebijakan yang Mendukung 

Kebijakan pemerintah harus mendukung kepada perlindungan hak-

hak investor dan regulasi yang ramah bisnis juga merupakan prasyarat 

yang penting dalam proses pembangunan berkelanjutan.  Tidak hanya itu, 

regulasi mengenai penyelesaian konflik yang berimbang antara investor 

dan penerima manfaat harus menjadi tujuan dari kebijakan yang akan 

dirumuskan. Dalam aspek makroekonomi, seperti bidang perbankan,  hak 

konsumen dan investor serta lingkungan kerja harus berbasis green 

banking (Mahendra dkk., 2024). Isu-isu tersebut harus menjadi agenda 

pemerintah dalam upaya pembangunan politik agar menjadi prasyarat 

politik yang dapat menunjang pembangunan nasional berkelanjutan.  

Menurut Rodrik (2015),kebijakan yang baik dapat menciptakan 

lingkungan yang kondusif bagi investasi dan inovasi. Pengembangan 

kebijakan investasi dan inovasi mencakup hukum lokal, nasional, dan 



Pengantar Ekonomi Pembangunan | 131 

internasional. Dalam perumusan konsep kebijakan dapat menerapkan 

konsep kebijakan konvensional dan konsep kebijakan syariah yang 

diadopsi dari kebijakan-kebijakan Hukum Islam. Dukungan kebijakan ini 

harus memberikan dampak positif terhadap pengembangan ekonomi 

kreatif, usaha mikro, kecil dan menengah. Oleh karena itu, reformasi 

kebijakan yang bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang lebih 

baik sangat diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. 

 

 

E. PRASYARAT LINGKUNGAN 

Aspek lingkungan merupakan menjadi prasyarat dalam proses 

pembangunan berkelanjutan. Proses pembangunan harus berwawasan 

lingkungan agar terwujud kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup 

masyarakat sebagai modal pembangunan. Setiap tahapan pembangunan tidak 

lepas dari ijin lingkungan karena hal tersebut merupakan wujud integrasi 

antara dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan dalam ruang lingkup 

pembangunan berkelanjutan. Namun Naskah Akademik Rancangan Undang-

Undang Tentang Cipta Kerja telah menghapus istilah “ijin lingkungan” 

menjadi “persetujuan lingkungan”.  Sehingga pemerintah perlu memeikirkan 

tentang keberlanjutan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam. 

1. Keberlanjutan Lingkungan  

Keberlanjutan lingkungan merupakan prasyarat penting dalam proses 

pembangunan berkelanjutan untuk memastikan keadilan lingkungan 

masyarakat terjaga kualitasya baik untuk generasi saat ini maupun untuk 

generasi yang akan datang. Mengingat diundangkannya Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) membawa 

paradoks baru terhadap keberlanjutan ekologis di Indonesia, maka 

langkah untuk merespons perubahan politik hukum perlindungan 

lingkungan dalam UU Cipta Kerja perlu diperhatikan agar tetap 

mendukung keberlanjutan ekologis, berupa arah kebijakan dalam 

pembangunan berkelanjutan yang lebih merefleksikan keadilan 

lingkungan (Danang et al., 2021).  Keadilan Lingkungan, Partisipasi 

Publik, Pembangunan yang tidak memperhatikan aspek lingkungan dapat 

mengakibatkan kerusakan lingkungan yang serius, yang pada gilirannya 

dapat mengganggu proses pembangunan.  
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Menurut Dasgupta & Treasury (2022), keberlanjutan lingkungan 

harus menjadi bagian integral dari strategi pembangunan untuk 

memastikan kesejahteraan generasi mendatang. Tidak cukup hanya 

sebatas pengetahuan hukum untuk mengatur pembangunan berwawasan 

lingkungan, namun pengetahuan terkait lingkungan hidup dan penataan 

ruang harus dilibatkan saat perumusan muatan-muatan materi hukum 

untuk keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu perlu ada konsep 

pembaruan dan harmonisasi perundang-undangan antara bidang 

lingkungan dan tata ruang untuk menjamin proses pembangunan 

berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan 

generasi akan datang. 

2. Pengelolaan Sumber Daya Alam 

Pengelolaan sumber daya alam yang baik juga merupakan prasyarat 

untuk pembangunan yang berkelanjutan dan harus berasaskan keadilan 

sosial. Pengelolaan sumberdaya alam ini juga mencakup pemanfaatan 

segala sumber daya alam yang ada di darat, laut, perairan darat, pesisir, 

udara, dan ruang angkasa. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya 

alam tidak lepas dari norma-norma yang berlaku baik berupa hukum adat, 

hukum nasional, dan hukum internasional. Pengelolaan dan pemanfaatan 

Sumber Daya Alam di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun (1945). Oleh karena itu, 

kebijakan yang mendukung pengelolaan sumber daya alam yang 

berkelanjutan sangat penting untuk mendukung pembangunan. 

Sumber daya alam yang dikelola dengan baik dapat memberikan 

manfaat ekonomi yang signifikan, sementara pengelolaan yang buruk 

dapat mengakibatkan kerugian ekonomi dan lingkungan. Seperti 

pengelolaan sumber daya alam dari pengolahan lahan yang baik akan 

menghasilkan output seperti hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, 

perikanan, peternakan, dan sebagainya. Begitu pula sumber daya alam 

terbarukan dan tak terbarukan untuk tujuan mendapatkan sumber devisa 

yang hasilnya dapat digunakan untuk biaya pembangunan. Adapun 

pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang tanpa 

memperhitungkan norma-norna yang ada akan mengakibatkan 

menurunnya kualitas pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.  

  

  



Pengantar Ekonomi Pembangunan | 133 

F. KESIMPULAN 

Prasyarat pembangunan mencakup berbagai faktor yang saling terkait, 

termasuk stabilitas makroekonomi, infrastruktur yang memadai, pendidikan, 

kesehatan, stabilitas politik, dan keberlanjutan lingkungan. Memahami dan 

menerapkan prasyarat-prasyarat ini sangat penting untuk mencapai 

pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Upaya bersama dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat 

sipil diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung 

pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. 
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BAB 9 PENDAPATAN 
NASIONAL DAN 
PENDAPATAN PER KAPITA 
 

 

 

 

A. PENDAHULUAN 

Pendapatan nasional dan pendapatan per kapita merupakan dua indikator 

penting dalam ekonomi yang digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi 

suatu negara. Pada umumnya, pendapatan nasional atau Pendapatan Domestik 

Bruto (PDB) suatu negara dapat diketahui dari total nilai barang dan jasa yang 

diproduksi selama periode satu tahun. Dengan memahami Pendapatan 

Domestik Bruto (PDB) nasional maka kondisi suatu negara kan diketaui 

dengan mudah. Sedangkan pendapatan per kapita merupakan ukuran rata-rata 

pendapatan yang diterima oleh setiap individu di suatu negara. Jenis 

pendapatan ini juga mencerimkan kemakmuran penduduk sebuah negara. Bab 

ini akan membahas konsep, metode pengukuran, serta pentingnya pendapatan 

nasional dan pendapatan per kapita dalam konteks pembangunan ekonomi. 

 

 

B. KONSEP PENDAPATAN NASIONAL 

Pendapatan nasional diartikan sebagai total pendapatan yang dihasilkan 

oleh semua faktor produksi dalam suatu negara. Dengan adanya pendapatan 

nasional dapat diketahui kontibusi masing-masing sektor ekonomi yang 

berada di semua wilayah sebuah negara. Selain itu, dapat mengetahui 

perkembangan dan pertumbuhan investasi maupun investor yang akan 

membantu pembangunan berkelanjutan suatu negara. Konsep ini mencakup 

berbagai komponen utama pendapatan nasional (Hasan dkk., 2023; Yoshanda, 

2020)meliputi  Produk Domestik Bruto/ Gross Domestict Product (GDP), 

Produk Nasional Bruto/ Growth National Product (GNP), Produk Nasional 
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Neto/ Net Natonal Produk (NNP), Pendapatan Nasional Netto/ Net National 

Income (NNI), Pendapatan Perseorangan/ Personal Income (PI), dan 

Pendapatan yang siap dibelanjakan/ Disposable Income (DI) : 

1. Produk Domestik Bruto/ Gross Domestict Product (GDP): Nilai total 

semua barang dan jasa yang diproduksi dalam batas geografis suatu 

negara dalam periode tertentu. Hal yang harus diperhatikan dalam 

menghitung GDP jumlah pasar, yakni, jangan sampai ada perhitungan 

ganda atau double accounting karena konsep GDP meliputi barang dan 

jasa yang dihasilkan oleh warga negara pada suatu negara, baik di luar 

negeri mapun dalam negeri. 

2. Produk Nasional Bruto/ Growth National Product (GNP):  Nilai total 

barang dan jasa yang diproduksi oleh warga negara suatu negara, baik di 

dalam maupun di luar negeri. Terkait perhitungan besarnya GNP 

berdasarkan harga pasar, perhitungan ganda harus dihindari karena dalam 

GNP ini, hasil produksi barang dan jasa dihasilkan oleh warga negara 

yang berada didalam negeri maupun diluar negeri, tetapi tidak termasuk 

hasil produksi perusahaan asing yang beroperasi di wilayah negara 

tersebut. 

Perhatikan contoh berikut ini!  

GDP (Miliar rupiah) negara A sebesar 6.500.900, pendapatan penduduk 

negara A yang ada di negara B sebesar 200.500, dan pendapatan penduduk 

asing 

di negara A sebesar 325.800 

Maka jumlah GNP adalah: 

GNP = GDP + Pendapatan netto dari luar negeri 

= 6.500.900 + (200.500 – 325.800) 

= 6.500.900 – 125.300 

= 6.375.600 

3. Produk Nasional Neto/ Net Natonal Produk (NNP):  Pendapatan 

nasional yang telah dikurangi dengan penyusutan (depresiasi) dari modal 

yang digunakan dalam produksi. Penyusutan dimaknai sebagai 

berkurangnya kondisi barang yang sudah lama karena pemakaian. 

Penyusutan bagi peralatan yang digunakan untuk memproduksi barang 

dalam proses produksi umumnya bersifat tafsiran. Hal ini dapat 

menimbulkan kesalahan meskipun relatif kecil.  

Perhatikan contoh berikut ini! 
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Penyusutan alat di perusahaan A sebesar 11.400, maka jumlah NNP 

adalah: 

NNP = GNP – penyusutan 

         = 6.375.600 – 11.400 

         = 6.364.200 

4. Pendapatan Nasional Netto/ Net National Income (NNI): Pendapatan 

yang dihitung dari jumlah balas jasa yang diterima oleh rakyat sebagai 

pemilik faktor produksi. Besarnya NNI bisa didapat dari NNP dikurangi 

dengan pajak tidak langsung dan subsidi. Pajak tidak langsung yaitu pajak 

yang beratnya dapat digeserkan kepada pihak lain, contoh pajak 

penjualan, pajak impor, bea ekspor, dan cukai-cukai. Sedangkan subsidi 

adalah bantuan dari pemerintah kepada masyarakat. 

Perhatikan contoh berikut ini! 

Pajak penjualan barang sebesar 125.000, dan  subsidi sebesar 30.000,  

maka jumlah NNI adalah: 

NNI = NNP – Pajak tidak langsung + Subsidi 

        = 6.364.200 – 125.000 + 30.000 

        = 6.269.200 

5. Pendapatan Perseorangan/ Personal Income (PI): Pendapatan 

perseorangan adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap 

penduduk dalam masyarakat termasuk pendapatan yang didapatkan tanpa 

memberikan suatu kegiatan yang lainnya. Pendapatan perseorangan dapat 

diperhitungkan dari NNI dikurangi dengan pajak perseroan, laba yang 

tidak dibagi, iuran pensiun;  dan asuransi.  Personal Income (PI) dihitung 

dengan rumus berikut ini:  

PI = NNI + Transfer Payment – (iuran sosial + asuransi + laba ditahan 

+ pajak perseroan) 

Perhatikan contoh berikut ini! 

Transfer payment sebesar 30.000, pajak perseroan  25.000 , laba ditahan  

41.500, iuran pensuin 23.800, asuransi sebesar 50.000. aka jumlah PI 

adalah: 

PI = NNI + Transfer Payment – (iuran sosial + asuransi + laba ditahan 

+ pajak perseroan) 

= 6.269.200 + 30.000 – (23.800 + 50.000 + 41.500 + 25.000) 

= 6.269.200 + 30.000 – 140.300 

= 6.439.500 
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6. Pendapatan yang siap dibelanjakan/ Disposable Income (DI): 

Pendapatan yang siap untuk dibelanjakan atau dimanfaatkan yang 

diperoleh dari personal income setelah dikurangi dengan pajak langsung. 

Adapun pajak langsung merupakan pajak yang beratnya tidak bisa 

dialihkan kepada pihak lain atau langsung ditanggung jawab oleh wajib 

pajak. Cara perhitungannya sebagai berikut:  

DI = PI – pajak langsung 

 

Perhatikan contoh berikut ini! 

Pajak pendapatan sebesar 132.900, maka jumlah DI adalah:  

 DI = PI – pajak langsung 

= 6.439.500 – 132.900 

= 6.306.600  

 

 

C. METODE PENGUKURAN PENDAPATAN NASIONAL 

Ada tiga metode utama untuk mengukur pendapatan nasional, diantaranya 

metode produksi (production approach), metode pendapatan (income 

approach), dan metode pengeluaran (expenditure approach) (Pratiwi dkk., 

2023). 

1. Metode Produksi (Production Approach) 

Metode ini menghitung pendapatan nasional berdasarkan nilai tambah 

yang dihasilkan oleh semua sektor ekonomi, termasuk pertanian, industri, 

dan jasa. Perhitungan pendekatan nasional dengan pendekatan produksi 

dilakukan dengan cara menghitung nilai barang akhir dengan rumus 

berikut ini: 

𝑌 = (𝑃1 × 𝑄1) + (𝑃2 × 𝑄2) + ⋯ + (𝑃𝑛 × 𝑄𝑛) 

Keterangan : 

Y = national Income (pendapatan nasional) 

P = harga barang dan jasa 

Q = jumlah barang dan jasa 

1,2,3, dan n = jenis barang dan jasa 

Perhatikan contoh berikut ini!  

Industri pengolahan bahan tekstil melakukan kegiatan sebagai berikut: 

1) Membeli 1500 kapas dari petani kapas dengan harga 150.000 per 

meter 
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2) Kapas diolah menjadi benang dengan harga 170.000 

3) Benang diolah menjadi kain dengan harga 200.000 

4) Kain diolah menjadipakaian garment dengan harga 250.000 

5) Pakaian dijual di pusat perbelanjaan dengan harga 300.000 

Pendapatan nasional metode produksi (nilai tambah) adalah: 

 
2. Metode Pendapatan (Income Approach) 

Metode ini menghitung pendapatan nasional berdasarkan total 

pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi, termasuk upah, 

sewa, bunga, dan keuntungan. Pendapatan nasional dengan menggunakan  

pendekatan pendapatan / penerimaan dapat dihitung dengan cara 

menjumlahkan seluruh yang diterima rumah tangga konsumsi dalam suatu 

negara selama satu periode tertentu sebagai imbalan atas faktor – faktor 

produksi yang diberikan kepada perusahaan. Pendapatan/Penerimaannya 

berupa sewa (rent), upah (wage) bunga (interest), dan laba (profit). Rumus 

perhitungannya yaitu, 

𝑌 = 𝑅 + 𝑊 + 𝐼 + 𝑃 

Keterangan: 

Y = pendapatan nasional 

R = rent (sewa) 

W = Wages (upah) 

I = Interest (bunga) 

P = profit (keuntungan) 

 

Perhatikan contoh berikut ini!  

Diketahui data-data sebagai berikut (dalam miliar) 

Sewa tanah      : Rp 30.000,00 

Upah       : Rp250.000,00 

Bunga modal     : Rp50.000,00 
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Laba usaha     : Rp40.000,00 

Hitunglah pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan (Income 

Approach)! 

 

Jawab: 

𝑌 = 𝑅 + 𝑊 + 𝐼 + 𝑃 

𝑌 = Rp30.000,00 + Rp250.000,00 + Rp50.000,00 + Rp40.000,00 

    =Rp370.000,00 

3. Metode Pengeluaran (Expenditure Approach) 

Metode ini menghitung pendapatan nasional berdasarkan total 

pengeluaran  untuk barang dan jasa akhir dalam suatu negara. Ini termasuk 

konsumsi  rumah tangga, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor 

neto. Pendapatan nasional yang dihitung dengan menggunakan 

pendekatan pengeluaran yaitu dengan menjumlahkan empat komponen 

pendapatan nasional menurut metode pengeluaran (Sentosa, 2020). 

Perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran dapat 

diselesaikan dengan rumus sebagai berikut: 

𝑌 = 𝐶 + 𝐼 + 𝐺 + (𝑋 − 𝑀) 

Keterangan: 

Y = pendapatan nasional 

C = konsumsi 

I = investasi 

G = pengeluaran pemerintah 

X = ekspor 

M = impor 

Dengan menjumlahkan keseluruhan dari pengeluaran tersebut dalam satu 

periode tertentu (biasanya dalam satu tahun) akan diperoleh pendapatan 

nasional. 

Perhatikan contoh berikut ini! 

Diketahui data sebagai berikut (dalam miliar) 

Pengeluaran konsumen :Rp125.000,00 

Tingkat investasi  : Rp150.700,00 

Pengeluaran pemerintah : Rp130.000,00 

Nilai ekspor  : Rp225.250,00 

Nilai impor   : Rp170.500,00 
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Hitunglah besarnya pendapatan nasional berdasarkan pendekatan 

pengeluaran (expenditure approach)! 

Jawab: 

𝑌 = 𝐶 + 𝐼 + 𝐺 + (𝑋 − 𝑀) 

𝑌 = Rp125.000,00 + Rp150.700,00 + Rp130.000,00 + (Rp225.250,00 −   

       Rp170.500,00) 

Y = Rp405.700,00 + Rp54.750,00 

Y = Rp460.450,00 

4. Pendapatan Per Kapita 

Pendapatan per kapita adalah ukuran yang menunjukkan rata-rata 

pendapatan yang diterima oleh setiap individu dalam suatu negara. 

Pendapatan per kapita dihitung dengan membagi pendapatan nasional 

dengan jumlah penduduk. 

 
Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai indikator untuk 

mengukur  tingkat kesejahteraan masyarakat dan untuk membandingkan 

standar hidup antar negara. 

 

 

D. PENTINGNYA PENDAPATAN NASIONAL DAN PENDAPATAN 

PER KAPITA 

Pendapatan nasional dan pendapatan per kapita pada dasarnya memiliki 

hubungan satu sama lain. Pendapatan nasional merupakan ukuran nilai yang 

dikeluarkan dari barang dan jasa sebagai produk dari suatu negara. Biasanya 

pengukuran ini dilakukan dalam jangka waktu satu tahun. Pendapatan 

nasional dapat pula diartikan sebagai jumlah seluruh jumlah penerimaan yang 

diterima oleh masyarakat dalam suatu negara dalam jangka waktu satu tahun. 

Memahami hal ini sangat penting karena keduanya merupakan indikator 

kesejahteraan, perencanan ekonomi, dan perbandingan internasional.  

1. Indikator Kesejahteraan 

Pendapatan nasional dan pendapatan per kapita merupakan indikator 

penting untuk menilai kesejahteraan ekonomi suatu negara. Seperti 

dikemukakan oleh Syafruddin dan Darwis (2021) bahwa pendapatan 

nasional sebagai indikator kesejahteraan suatu negara karena beberapa 

alasan: 1) Dapat memahami struktur perekonomian negara sehingga 
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berkontribusi pada pembuatan kebijakan ekonomi yang lebih efisien; dan 

2. Mempertimbangkan kondisi ekonomi antara lokal atau wilayah agar 

pemerintah dapat menemukan kesenjangan ekonomi dan mengambil 

tindakan untuk memperbaikinya. 

Negara dengan pendapatan per kapita yang tinggi umumnya memiliki 

standar hidup yang lebih baik dan akses yang lebih baik terhadap 

pendidikan dan layanan kesehatan. Saputra & Mahmudi (2012) 

menyatakan bahwa “Product Domestic Bruto (PDB) riil mengukur output 

barang serta jasa total perekonomian dan karena itu, kemampuan negara 

untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan para penduduknya”.  Masih 

menurut sumber yang sama, negara dengan PDB lebih tinggi mempunyai 

“hampir segalanya lebih baik: rumah-rumah yang lebih besar, lebih 

banyak mobil, lebih banyak penduduk melek huruf, perawatan kesehatan 

yang lebih baik, harapan hidup yang lebih panjang, dan lebih banyak 

koneksi internet”. 

2. Alat Perencanaan Ekonomi 

Data pendapatan nasional digunakan oleh pemerintah dan pembuat 

kebijakan untuk merencanakan dan mengevaluasi kebijakan ekonomi. 

Menurut Syafruddin & Darwis (2021), “informasi pendapatan nasional 

membantu pemerintah dalam membuat kebijakan ekonomi data tentang 

pendapatan nasional yang dapat digunakan oleh pemerintah dalam 

membuat kebijakan ekonomi yang lebih baik”(Syafruddin & Darwis, 

2021). Dengan demikian, pemerintah dapat mengambil langkah yang 

tepat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan 

masyarakatnya berdasarkan pendapatan nasional. 

Dengan memahami komponen pendapatan nasional, pemerintah 

dapat mengidentifikasi sektor-sektor yang membutuhkan perhatian dan 

investasi  lebih lanjut, seperti yang dikemukakan oleh Firdaus (2012) 

bahwa:   

“Pergerakan empat komponen pendapatan nasional seperti, Konsumsi 

Masyarakat, Investasi Swasta, Pengeluaran Pemerintah, dan Ekspor 

Netto selalu diperhatikan oleh para ahli ekonomi. Naik turunnya 

komponen ini akan ikut menentukan naik turunnya pendapatan 

nasional . Artinya, apabila seluruh komponen itu naik maka naik pula 

Pendapatan Nasional dan sebaliknya apabila seluruh komponen itu 

turun, akan turun pula Pendapatan Nasional. Dengan kata lain, bahwa 
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perubahan-perubahan tersebut akan tergantung pada perimbangan 

kekuatan masing-masing komponen”.  

3. Perbandingan Internasional 

Pendapatan per kapita juga digunakan untuk membandingkan tingkat 

kemakmuran antar negara. Menurut Syafruddin dan Darwis (2021), 

dengan mengevaluasi kondisi ekonomi dari berbagai negara yang merujuk 

kepada pendapatan nasionalnya memungkinkan untuk membandingkan 

kondisi ekonomi suatu negara dengan kondisi ekonomi negara lainnya 

sehingga tercipta kebijakan ekonomi yang lebih efisien. Hal ini membantu 

negara untuk mengetahui kelemahan-kelemahan negara lain. Sedangkan 

kekuatan dan kelebihan-kelebihan negara lain dapat dijadikan tujuan 

untuk meningkatkan pendapatan nasional.  

Membantu dalam memahami perbedaan dalam perkembangan 

ekonomi dan menentukan negara mana yang mungkin membutuhkan 

bantuan internasional. Bantuan internasional dapat berupa hutang untuk 

pembangunan ekonomi negara tersebut.  Selain itu, sutau negara yang 

membutuhkan ekspor dan impor akan barang-barang dan jasa tertentu 

akan sangat mudah untuk diidentifikasi. Investasi tidak kalah pentingnya 

dalam peningkatan komponen pendapaan negara. Secara garis besar, 

pendapatan suatu negara dapat ditingkatan dengan adanya bantuan 

internasional dari aspek investasi, ekspor, dan impor (Firdaus, 2012). 

 

 

E. TANTANGAN DALAM PENGUKURAN PENDAPATAN 

NASIONAL 

Meskipun pendapatan nasional dan pendapatan per kapita menjadi 

indikator penting untuk mengetahui kesejahteraan suatu negara, ada beberapa 

tantangan dalam pengukurannya: 

1. Ekonomi Informal: Banyak aktivitas ekonomi tidak yang tercatat dalam 

statistik resmi, terutama di negara berkembang. Seringkali angka statistik 

tidak akurat dan sampel yang tidak memadai. Hal ini menyebabkan 

estimasi pendapatan nasional yang rendah. 

2. Penyusutan dan Depresiasi: Metode pengukuran yang memperhitungkan 

penyusutan seringkali terabaikan. Hal ini mengakibatkan ketidakakuratan 

kondisi kesehatan ekonomi suatu negara. 
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3. Distribusi Pendapatan: Pendapatan per kapita yang tidak akurat dapat 

mengakibatkan rendahnya distribusi pendapatan di dalam masyarakat. 

Hal ini akan menunjukkan pendapatan per kapita tinggi di suatu negara 

tetapi terjadi ketimpangan yang tinggi dan kesejahteraan tidak merata. 

 

 

F. KESIMPULAN 

Pendapatan nasional dan pendapatan per kapita merupakan indikator 

penting dalam ekonomi karena keduanya membantu dalam menilai kinerja 

ekonomi suatu negara. Dengan memahami konsep dan metode pengukuran 

kedua indikator ini, kita dapat lebih baik mengevaluasi keadaan ekonomi dan 

kesejahteraan masyarakat. Meskipun terdapat tantangan dalam 

pengukurannya, data ini tetap menjadi alat penting untuk pembuat kebijakan 

dan peneliti ketika merencanakan dan mengevaluasi proses pembangunan 

ekonomi. 
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